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SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON |

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam pe

Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penydfiandrapmraebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon | Direktorat Jenderal Pajak:

1.

Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pa
period@enyampaian Laporan Keuangan.

Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jendera
dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditaredebapgjabat yang berwenang yang
memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawBerdgyuna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada
lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangar
Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tau
jawalpaling tidak memuat pernyatdzagai berikut

a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampa
b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai ;dd¢engan SAP

c. pernyataan Laporan Keuangan telah disdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawa
Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

a. Ringkasan Lapomealisadelanja dan Pendapatan

b. Ringkasan Neraca

c. Ringkasan Laporan Operasional

d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekaas

e. Ringkasan CalLK
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7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belangahetaasarkan nil

yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang

masingnasing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan da8Adphlkasidisampaikan dalam Laporan

Kewangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah
laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran
yang lalu

b. Untukaporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah
laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember
tahun anggaran yang lalditey

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisidg@uauatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semestdepyrarNeracgang disampaikan adalah lagarapberakhir 30 Juni
tahun anggaran berjaémandingkan dengan 31 Desdatiogr anggargang laluAuditell

b. Untuk periode tahunaporameracgang disampaikan adalah laparenberakhir 31 Desember
tahun anggaraerjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggarakugited lalu (

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pé&@iapatsan, surplus/defisit dari operasi,

surplus/defisit dari kegiataroperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defidiO yang diperlukan untuk penyajian yang.aggean Operasional berdasarkan cetakan

dari aplikaSiAlyang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan
yang beraktB30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkarOdendgahut anggaran yang lalu

b. Untukaporarkeuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang
berakhir 31 Desember tahun anggaran bésgtamgkan dengdnDesember tahun anggaran
yang laluAuditedd

10. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekumamyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya
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a.

Untuk periode semestetaporarPerubahan Ekuitggng disampaikan adalah laporan yang
berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkah derighar8anggaran yang lalu

Untuk periode tahuraaporan Perubahan Ekyitag disampaikan adalah laporan yang berakhir

31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yar
(Audited

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftamafisis @aas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CalLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

Memuat hdlal yang terdiri dari:

9 Dasar Hukym

1 Kebijakan Teknis

1 Pendekatan Penyusunan Laporan Kewdarmgan

1 Kebijakan Akuntansi

Penjelasan pp®es Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

1 Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester | dalam CalLK yaitu den
membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belaajhiy@0gJo@i tahun
anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

1 Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CalLK yaitu den
membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yanDedserabieir 31
tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggal@ugeaey lalu

Penjelasan pp®s Neraca.

9 Untuk penjelasan neraca Semester | dalam CalLK yaitu dengan membandingkan antara laf
neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan gemgannkraca per 31 Desember tahun
anggaran yang l@uditeg

1 Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CalLK yaitu dengan membandingkan antara lap
neraca pe&dl Desemb&hun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahul
anggaran yaraju(Auditeg

Penjelasan pp®s Laporan Operasional

1 Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester | dalam CalLK yaitu dengan membandin
antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahubeaajaigamdeng&0 Juniahun

anggaran yang lalu.
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1 Untuk penjelashaporan Operasidiafiunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara
Laporan Operasioyahg beraki8l Desembé&ahun anggaran berjalan deBy&resember
tahun anggaran yang(lalditey

e. Penjelasan ppos Laporan Perubahan Ekuitas
1 Untuk penjelasamaporan Perubahan Ekufiesnester | dalam CalLK vyaitu dengan
membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan

per ® Juntahun anggaran yang lalu

1 Untulpenjelasaibaporan Perubahan Ektatasnan dalam CalLK yaitu dengan membandingkan
antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31
Desember tahun anggaran yangualited
f. Pengungkapan Penting Lainnya
Memuat penjelasan mengenhahghng terkait dengan transaksi atau kejadentitzayzng
bersangkutan, yang terdiri dari:
1 Kejadiakejadian penting setelah tanggal neraca.

1 Penjelasan atas Pengungkapatalmain

12. Lampiran Laporan Keuangan
a. Neraca Percobaan
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Neraca

Laporan Operasional

-~ 0o a0 T

Laporan Perubahan Ekuitas
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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Ubdalagig Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Peraturan Menteri Keuangan NAmMBMK.05/22tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusatenteri/pimpinan lembaga selaku PengguaramRgngguna Barang menyusun

dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Lapc
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan sel
pengelola fiskal, dalam rangka penyuspoaan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun AnggatalaR@Risun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah N@fanun 20tentang Standar Akuntansi Pemari(#P)

1. LAPORAREALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Angg
(DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, yang mengaguippamsiapatan dan belanja,

selama periode 1 Januari sampai dengae@b&e2022. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto
pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl.716.808.319.791.500,00 atau sebesar 115,61 persen
rencana yang dianggarkan sebesar Rpl1.484.972.756.790.000,00 yang terdiri dari penerimaan ps
sebesar Rp1.8.763.787.853.500,00 atau mencapai 115,61 persen dan penerimaan negara bukan paj;
sebesar Rp44.531.938.005,00 atau mencapai 301,50 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak paggafahi@®22 adalah sebesar
Rp7.902.120.375.229,00 atau 94,50 persen dari anggarannya sebesar Rp8.361.829.957.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disaji
sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel 1.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhi8l Desemb&02 dan202L
(dalam rupiah)

31 Desemb&022 31 Desemb&021
Uraian - % - %
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan
Negara dan 1.484.972.756.790.C 1.716.808.319.791.5 11561 1.229.594.629.368.0 1.278.697.268.724.7 103,99
Hibah
Belanja 8.361.829.957.0( 7.902.120.375.2; 9450 7.839.947.106.0( 7.038.318.139.6¢ 89,78
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2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp69.277.022.394.505,20 yang terdiriasterariAsebeésar Rp30.174.318.280.016,20,

Aset Tetap sebesar Rp38.277.485.389.405,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.206.267.194,00 dan
Aset Lainnya sebesar Rp823.012.457.890,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.507.3%h062:56TB38kan
Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp59.769.651.331.997,90.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2.
berikut:

Tabel I.2.
Ringkasameraca
Per31 Desemb&022dan31 Desemba&02
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desemb&022 31 Desemb&02L 0(/9I'1’:lr3irlw()/
Aset 69.277.022.394.5! 73.246.528.467.3 (5,42)
Aset Lancar 30.174.318.280.0 34.313.231.607.9: (12,06)
Selain Piutang Perpajakan 1.874.651.749.0¢ 5.162.945.162.8: (63,69)
Piutang Perpajakan Neto 28.299.666.530.9: 29.150.286.445.0' (2,92)
Aset Tetap 38.277.485.389.4! 38.519.804.694.6! (0,63)
Piutang Jangka Panjang 2.206.267.19 162.808.82I 1.255,13
Aset Lainnya 823.012.457.8¢ 413.329.355.8¢ 99,12
Kewajiban 9.507.371.062.5( 20.145.937.673.0. (52,81)
Kewajiban Jangka Pendek 9.507.371.062.5( 20.145.937.673.0. (52,81)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (U 9.456.315.116.4¢ 20.116.389.582.1 (52,99)
Selain UKPP 51.055.946.01 29.548.090.92 72,79
Ekuitas 59.769.651.331.9' 53.100.590.794.2 12,56
Ekuitas 59.769.651.331.9' 53.100.590.794.2 12,56

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan opesase sanmbak

dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.726.018.080.151.230,00. Sedangkan jumlah beban
operasional pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.747.645.457.215,00 sehingga terdapat surplus
dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember BOZRpdenl 3.270.434.694.015,00. Kegiatan Non
Operasional pada 31 Desember 2022 terdapat surplus sebesar Rp205.139.087.371,00 sehingga entitas
mengalami surplus LO sebesar Rp1.713.475.573.781.386,00 pada 31 Desember 2022. Pada 31 Desember
2022, Surplus L@mgalami kenaikan sebesar Rp432.434.914.852.130,00 dari 31 Desember 2021 yang
sebesar Rp1.281.040.658.929.256,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan
sebagaimana Tabel 1.3. berikut

www.pajak.go.id
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Tabel I.3.

Laporan Operasional
yang berakhi8l Desemb&022dan202
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022

Kegiatan Operasional
Pendapatan Operasional 1.726.018.080.151.2
Pendapatan Perpajakar 1.726.007.762.974.C
Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Beban Operasional
Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Kegiatan Non Operasional
Surplus/(Defisit) Pelepa:
Aset Non Lancar
Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional

10.317.177.15

12.747.645.457.2

1.713.270.434.694.C

14.616.332.64

190.522.754.72

Lainnya

Surplus/(Defisit) dari i
Kegiatan Non Operasional 205.139.087.37
Surplug/ (Defisitp LO 1.713.475.573.781.2

31 Desember 2021

1.295.852.021.620.€
1.295.842.502.012.3

9.519.608.29
14.834.878.062.4
1.281.017.143.558.1

8.669.401.56

14.845.969.52

23.515.371.09
1.281.040.658.929.2

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Kenaikan/ Penuruna

430.166.058.530.5
430.165.260.961.7

797.568.86:
(2.087.232.605.2€
432.253.291.135.8

5.946.931.07

175.676.785.2C

181.623.716.2¢
432.434.914.852.1

% Naik/
Turun

33,20
33,20

8,38
(14,07)
33,74

68,60

1183,33

772,36
33,76

LaporarPerubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelapor
tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari
adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,94. Ekuitas Akhir p&8dalDiesggder 2022 adalah senilai
Rp59.769.651.332.004,94, sehingga terjadi kenaikan ekuita.66be6ab®fy 2300 dari ekuitas

awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disaj
sebagaimana Tabel 1.4. berikut
Tabel 1.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per31 Desemb&022an202
(dalam rupiah)

. . % Naik/
Uraian 31 Desembex022 31 Desembe&02 Kenaikan/ Penurunar Turun

Ekuitas Awal 5310059079427494  4558782514664594 7512765647629 1648
Surplus/Defisb LO 1713475573781390  1281040658929260  432434914852137 3376
Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan . ) ) )
Akuntansi / Kesalahan
Mendasar
Koreksi yang Menamba 2159268573525 (2026657143117) 4185925716642  (20664)
Mengurangi Ekuitas
Transaksi Antar Entitas ) 7oece7e117100)  (1271501236138510)  (437464545678678) 3441
EES%":‘”/ Penurunan 6669060537730 7512765647629 (843705109899)  (1123)
Ekuitas Akhir 5076965133200494  5310059079427494 6669060537730 1256
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5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasaetbd&logi penyusunan Laporan
Keuangaran kebijakan akuntansi yang diterapkan. SedamitCalLK dikemukakan penjelasan pos
pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi ArRgratapatan dd@elanja diakui berdasarkan basigdias

pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam
penyajiameraca asef kewajibandan ekuitas dana diakui berdasarkan basjsyakkwuphda saat
diperolehnyatatas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CalLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi
tambahan yang diperlukan.

www.pajak.go.id — LaporankeuangarDJPTA 202 Audited
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No.

Al

A.2

B.1
B.2
B.3

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian

PENDAPATAN
NEGARA DAN
HIBAH
Penerimaan
Perpajakan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
JUMLAH
PENERIMAAN

BELANJA
NEGARA

Belanja Pegawai
Belanja Barang

Belanja Modal

JUMLAH
BELANJA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

Catatan

B.2.1.

B.2.1.2.

B.2.1.3.

B.2.2.

B.2.2.4.
B.2.2.5.
B.2.2.6.

31DESEMBER)2 DAN202L
(DALAM RUPIAH)

31 Desembe&t022

% Realisasi
Anggaran Realisasi terhadap
Anggaran
1.484.957.986.654.0 1.716.763.787.853.5 11561
14.770.136.00 44.531.938.00 30150
1.484.972.756.790.0 1.716.808.319.791.5 11561
2.198.180.267.0( 2.121.033.125.5¢ 96,49
5.264.688.626.0( 4.950.656.318.9: 94,04
898.961.064.0C 830.430.930.7€ 92,38
8.361.829.957.0( 7.902.120.375.2; 9450

31 Desembex021

Realisasi

1.278.654.459.014 .4

42.809.710.30

1.278.697.268.724.7

2.810.811.164.7(
3.539.601.240.2¢
687.905.734.72

7.038.318.139.6¢

www.pajak.go.id



II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER31DESEMBERD2 DAN3L DESEMBER2
(DALAM RUPIAH)

Uraian

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya d8etara Kas
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Uang Muka Belanja (prepayment)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Piutang Perpajakan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagitang Perpajakan
Piutang Perpajakan (Neto)
Piutang Bukan Pajak
Penyisihan Piutang Tidak Tert&gitang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak (Neto)
Bagian Lanc@agihan Tuntutan Perbendaharaan atau T
Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak TertaBémgian Lancar Tagih
TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Daldengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
JUMLAH ASET TETAP
PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TuntutBerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Terfagdihan TP/TGR
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rug
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset LaHain
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

www.pajak.go.id

Catatan

C.2.1.1.
c.2.1.2.
C.2.1.3.
C.2.1.4.
C.2.1.5.
C.2.16.
C.2.16.
C.2.16.
C.2.1.7.
C.2.1.7.
C.2.1.7.

c.2.18.

c.2.18.

c.2.18.
C.2.1.9.

C.2.2.1.
C.2.2.2.
C.2.2.3.
C.2.24.
C.2.2.5.
C.2.26.

C.23.1.
C.23.1.
C.23.1.

C.24.1.
C.24.2.
C.243.

31 Desember 2022

112.699.65(
4.994.94¢
215.761.806.1¢
164.135.42(
1.374.382.216.7¢
67.687.303.620.3!
(39.387.637.089.4:
28.299.666.530.9:
8.825.615.74
(45.684.190
8.779.931.55

26.946.441

(134.732)

26.811.70¢
275.419.152.8¢
30.174.318.280.0:

31.630.263.181.01
5.329.525.529.7¢
7.017.469.692.5¢
10.685.238.02
2.717.954.05
71.410.166.67
(5.784.586.372.68
38.277.485.389.41

2.664.695.10
(458.427.914
2.206.267.19
2.206.267.19

519.239.881.41
654.189.537.51
428.380.562.3¢
(778.797.523.37
823.012.457.8¢

69.277.022.394.5I

o  Cdp

31 Desember 2021

168.052.60¢
256.129.54¢
235.861.324.81
355.790.67¢
4.667.858.628.2]
68.886.856.127.1!
(39.736.569.682.0%
29.150.286.445.0!

36.975.187

(184.876)

36.790.311
258.408.446.65
34.313.231.607.9:

31.680.422.251.3!
5.248.635.783.3¢
6.932.325.935.9¢
50.640.919.76
3.042.825.54
85.511.386.18
(5.480.774.407.52
38.519.804.694.6!

888.444.33¢
(725.635.51€
162.808.82(
162.808.82(

488.110.809.41
246.827.927.3:
360.805.390.0¢
(682.414.770.96
413.329.355.8¢

73.246.528.467.3:

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited
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Uraian

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Pendapatan Diterima Dimuka
Uang Muka dari KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS

JUMLAHKEWAJIBAN DAN EKUITAS

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

Catatan

C.2.5.1.
c2=x
C23
C.2.%
C.2.%.

C.26

31 Desember 2022

47.640.545.39
9.456.315.116.4¢
3.302.700.97
112.699.65(

9.507.371.062.5(
9.507.371.062.5(

59.769.651.331.9!
59.769.651.331.9!

69.277.022.394.5

31 Desember 2021

27.679.364.46
20.116.389.582.1:
1.696.014.25
168.052.60¢
4.659.59¢
20.145.937.673.0

20.145.937.673.0

53.100.590.794.2'
53.100.590.794.2'

73.246.528.467.3:

www.pajak.go.id
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lll. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31DESEMBEROZ2 DAN202

Uraian

KEGIATAKDPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN
PerdapatafPPh
Perdapata®PN PPnBM
Perdapataf®BB
PendapataPajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Perpajakan
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam
Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar

www.pajak.go.id

Catatan

D.1.

D.1.1.

D.1.1.1.

D.1.1.2.

D.1.2.

D.1.2.1.
D.1.2.2.
D.1.2.3.
D.1.2.4.
D.1.25.
D.1.2.6.
D.1.2.7.
D.1.2.8.

D.2

D.3

D.3.a.

D.3.b.
D.3.c.

(DALAM RUPIAH)

31 Desember 2022

999032512549293
696424456030326
23761243871403
6.789550523054

1.72600776297407

10.317.177.15:

10.317.177.15:

1.726018080151230

2117155307942
148842346618
3553772206699
542208048609
560244282874
157251222419
558126562780
5110045479274
12747645457215

1.713270434694015

22390372892
7.774040249

14616332643

31 Desember 2021

704.708.048.945.5(
560.360.702.529.47
17.935.848.046.97
12.837.902.490.3¢

1.295.842.502.012.3!

9.519.608.291
9.519.608.291

1.295.852.021.620.6:

2.814.682.814.35
148.777.718.18
2.426.990.751.67
515.773.396.20
304.422.202.26'
198.409.043.15
571.999.587.60
7.853.822.549.04
14.834.878.062.4¢

1.281.017.143.558.1(

30.304.499.89¢
21.635.098.33¢

8.669.401.56¢

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited
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Uraian Catatan 31 Desember 2022 31 Desember 2021

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAIN

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.d. 2016931078519 178.713.436.69.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.e. 1.826408323791 163.867.467.16'
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainny 190522754728 14.845.969.52!

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 205139087371 23.515.371.09(

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA -

SURPLUSLAPORAN OPERASIONAL 1.71347557378138 1.281.040.658.929.2!

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited —— www.pajak.go.id



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SBERGAN
31DESEMBEROZ2 DAN202L

URAIAN

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIO

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGU
EKUITAS

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
KOREKSI NILREKLASIFIKASI
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUAS
LAINLAIN
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

www.pajak.go.id

CATATAN

E.1l

E.2

E3

E3.2

E33

E35

E3.6

E4

E5

(DALAM RUPIAH)

31 DESEMBER 2022

5310059079427594
1.713475573781390
2159268573525

5

(52045274)
(6259963275)
2165580582069
(1708965781817190)
6669060537727
5976965133200194

® Cdp

31 DESEMBER 2021

4558782514664694
1.281040658929260
(2026657143117)
4200000

19120329
6543436059
(2033223899505)
(1271501236138510)
7512765647629
53100590794274%4

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.PENJELASAN UMUM

A.1.DASAR HUKUM

1. UndandgJndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. UndangJndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. UndangJndang Nomor 6 Tah883entang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pespbhpd@mana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undiamg Noma@rTahun 2@2tentangdarmonisasi Peraturan
Perpajakan

4. UndangJndang Nom@rTahunl983tentang PdfaPenghasilassebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undbaimglang Nomaimahun 2021 tentang Harmonisasi Pdratpegakan

5. UndangJndang Nom8iTahurl983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas
Barang Mewaebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengindamgaNomomahun 2021
tentang Harmonisasi PeraRegrajakan

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerint:

. Peraturan Pemerintah tddofl Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebi
Keuangn Negara untuk Penanganan Pa@deonia Virus Dise@849 (Cowtld) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Penyelamatan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 452G@itRitentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

10Peraturan Menteri Keuangan NomeMIKLO5/22 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PemerintaRusat

11 Peraturan Menteri Keuangan N8diBMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

12 Peraturan Menteri Keuangan N@#firivIK.03/208htandPelaksanaan Undasigdang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghatil@ertBmbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Selypggikeana telah dicabut sebagian dengan
Peraturan Menteri Keuangan NGim#tMK.03/2022

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2(H&jaérPanghasilan Ditanggung Pemerintah dan
Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
Pembangkitan Energi/Listrik;

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan KualisesriRietdankadan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum N
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019;

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Pemgddidn NBsgara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunar
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi selebgaapanalelah b
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017;

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengen
Kelebihan Pembayaran Pajak;

18 Peraturan Menteri Keuangan N2g@d®MK.05/22 tentangSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi

19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi V
Direktorat Jenderal Pagdbagaimana telah diubah derRgmturan Menteri Keuangdmor
184/PMK.01/2020;

20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerint
Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan
Ketiga atas Jasa yd@igerikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam ranc
Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional,

0 ~NO®

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited ———— www.pajak.go.id
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

WWW,

.pajak.go.id

@ Cdp

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditahggung Pemer
atas PembayarRecurrent Cost Sisteaerbendaharaan Negara (SPAN);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntan
Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Limgkup Kementeri
Keuangan Bagian Anggaran 015;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaat
Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Pengbagilan Ditangg
Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterir
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdamp
Pandemi Corona Yiisease 20k&bagaimana telah diubah deRgeturan Menteri Keuangan
Nomof14/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah at
Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mew#leruskzngzan Bermotor Tertentu yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerah
Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan NA®®PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan N@@BMK.82021 tentariRemberian Insentif Pajak terhadap Barang

yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjange
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasark
Peraturan Pemerintah No&f Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 20191@@&bhBgaimana telah diubah déteyaturan Menteri

Keuangan Nonidr3/PMK.03/2022

Surat Edaran Menteri Keuangan NothoihVB€1/2015 tentaeguRjuk Teknis Akuntansi Pendapatan

Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nori2/iPERA0tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NQOGPBIERLL tentdRdekonsiliasi Data Transaksi
Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom2t/PER017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban
dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Perauran Direktur Jenderal Pajak Nom&@1HER020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;

Keputusanifektur Jenderal Pajak NomofrlKEMJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur
JenderaPajak Nomor K2B/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai
Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NefBR BE)15 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan Bexsis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan

Surat Haran Direktur Jenderal Pajak Nonr88/FRE2020 tentang Implemefpiiasilraxpayer
AccountingloduRevenue Accounting Syslaiamangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited
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A.2. KEBIJAKANEKNIS DIREKTORAENDERAL PAJAK

PROFILTUGASDAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuanganll@iabtK.01/202dntang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan sebagaimana telahtestaldakdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.01/20R2dudukatugasdan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut

a. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung |
kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Pajak mempunyaimeggelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perdadgag.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas terBelfutnenyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

pelaksanaan Kglikan di bidang perpajakan;

penyusunan normetndamproseduydan kriteria di bidang perpajakan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;

pelaksanaan pemantaeaaluasdan pelaporan di bidang perpajakan;

pelaksanaan adminstRirektorat Jenderal Pajak; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

NogabkowbdrR

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderakepajtikyang tercantum d&araturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2020 tentang PerubahReratiasmn Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenldpat dggkbarkan sebagai
berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP

Direktur Jenderal Pajak

Tenaga Unit Pelaksana
Pengkayji Teknis

SEINEEE

Direktorat Jendera Direktorat

l l | | I

KPP
Pratama

KPP WP

Besar KP2KP

KPP Khusus KPP Madya

Organisasi DJP terbagi atas unitaseatunit kantor operasiodah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor
Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jédidsrtiratdan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor
operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (KanWdniniPPelayanan Ra(&PPR)dan Kantor
PelayanafPenyuluhadan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
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Direktorat Jenderal Pajakgan jumlah kantor operasional lebih darda@djumith pegawai lebih dari

44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusentpekanrganisasi terbesar dalam lingkup
Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan
pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungaatJieekteral Pajdlpat dijelaskan sebagaimana
uraiardibawabh ini.

1.Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktgiairdktmtatiln Tenaga Pengkaiji
setara Pejabat Eselon Il. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai beriku

a. Sekretariat Direktorat Jendmelhksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
pemberian dukungan adminikgpada semua unsur di DJP.

b. Direktorat Peraturan Perpajakemumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang peraturan KREhagihan Pajak dengan Surat, P&d§2PnBMPTLL.PBB dan BPHTB.

c. Direktorat Peraturan Perpajakaeriimuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang peraturan PPpérjanjian dakerja samaerpajakan internasiptantuan hukym
pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantugpemibemnan bimbingan dan bimbingan bantuan
hukumdan harmonisasi peraturan perpajakan.

d. Direktorat Pemeriksaan dan Penag#ramuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis bidang pemsain dan penagihan pajak.

e. Direktorat Penegakan Hukwenumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang penegakan hukum perpajakan.

f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penit@amuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

g. Direktorat Keberatan dan Banmdemgmuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di
bidang keberatan dan banding.

h. Direktorat Potenkiepatuhardan Penerimaamerumuskan serta melaksanadaijakan dan
standardisasi di bidang potasituhaman penerimaan.

i. Direktorat Penyuluh®elayangndan Hubungan Masyarakesrumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pepgldyhagman hubungan masyarakat.

j. DirektoratData dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidatey damformagierpajakan

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Dayaméwpanasian serta
melaksanakan kebijatfan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

I. Direktorafeknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang teknfdogiasi ddkomunikasi

m. Direktorat Transforimses Bisnimerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang transformasi proses bisnis.

n. Direktorat Perpajakan Interngsinaaimuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang perpajakan internasional

o. Direktorat Intelijen Perpajakarumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang intelijen perpajakan.

p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasingkgkdan menelaah masalah di
bidang ekstensifikasi dan intensifikasispa@knemberikan penalaran pemecahan konsepsional
secara keahlian.

www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



®  cCdp 15

g. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum rRengi@akatan menelaah
masalah di bidangngawasan dan penegakan hukum perpagkanmemberikan penalaran
pemecahan konsepsional secara keahlian.

r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Dayengkajusian menelaah
masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumbenud&yaens memberikan penalaran
pemecahan konsepsional secara keahlian.

s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpagigiaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan
perpajakaserta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilai@hwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah

melaksanakan koorditsibingan tekrpengendaliaanalis, dan evalugsierta penjabaran kebijakan

serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkarmupdamnyzend otal seluruh Kanwil DJP

adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanlak&d& Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasir
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3.Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor WillBrakmiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas

melaksanakan penyuluh@riayangndan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan

berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministngaitkannya

a. KPP Wajib Pajak Bekhusus mengadmirsisikan wajib pajak besar nasional;

b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan wajib pajak berkriteria khusus;

c. KPP Madykhusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yat
meliputi badan dan orang gsimgnaman modsirg serta perusahaan masuk bursa; dan

d. KPP Pratamaenangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor PelayangPenyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untukmenjangkau masyarakat yang tinggal diddaeasthterpengiémoteyang tidak terjangkau oleh

KPR maka pelaksanaan pelaygmemyuluhaman konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor
PelayanarPenyuluhardan Konsultasi Perpajakan (KP2iiRlah KP2KP yang tersebaeldiuh
Indonesiterdapat 204 unit.

5. Wit Pelaksandeknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknigaituPdnit yang melaksanakan tugas teknis

operasional dan/atau penunjang dalam pengolahamdatdidak bersifat pembinaan serta tidak

berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri

a. PusaPengolahan Data dan Dokumen Perpajakan,§@PQDEjlokasi di Jakarta serta mempunyai
tugas melaksanakan penerinpegmnindaiaiperekamardan penyimpanan dokumen perpajakan
dengamemanfaatkan teknologi informasi;

b. Kantor Pengolahan Data dan DokenpajeRan (KPDD¥ng berlokasi di Makassar dan di Jambi
serta mempunyai tugas melaksanakan penepemiadaiandan penyimpanan dokumen
perpajakaserta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

c. Kantor Layan&nformasi dan Pengaduan (Kii#Pg berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum penyajeigeian informasi
perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas petaypeagelolaan pengaduan
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Tehitung mulai Tahun Angg2@@@Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan
penggabungan dengan DIPA Satker KPP jrsilagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur
Jenderal Anggaran Norist1®/A@01%anggal 31 OktoBed8. Namun demikjaenggabungan DIPA

tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuariga Nieéhidr/ 20tentand?erubahan

atas Peraturan Mentetatgan Nomor 210/PMK.01/2017 t@rgemjsasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan SatwajaKli lingkungan Direktorat Jenderal Pajalauz@2i@iapat dijelaskan
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
JumlahSatuarKerja Direktorat Jenderal Pajak
TA202
. . | KPP WP KPP KPP Instansi Pusat
Jumlah 34 4 9 38 301 5 391
GambaW.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA202

Kanwil DIP Aceh KPDDP Jambi

\ Kanwil DIP Papua, Papusa
Barat, dan Maluku

Kanwil DIP Sumatera
Barat dan famb

www.pajak.go.id
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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atdasterplaBirektorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomo88&&HPJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi,
nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Uendepairedalk (lima)

tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. iRasiarpiaminuga merupakan
alignmerterhadap Rencana Strategis Kementerian Keuar2@2d282tingga proggaagram yang

terdapat dalamasterplagearah @ sesuai dengan progoangram yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kementerian KeudagsarplaDirektorat Jenderal Pajak-202@ ini akan menjadi
pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun peneriomengbajak yang
melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencabaedti@izgilenderal Pdjakada
selurulstakeholdertelah disusun peta straf@igektorat Jenderal Pagthagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA202

/.\

e e zwﬁm

Perencanaan

—_—
Stakeholder
Perspective

Customer
Perspective

PEI'I!;.’IW‘BSEII'I dan
Peqnegeakan Hukum

Pelayanan, Edukasi, dan
\ Kehumasan

Perspective

Internal Process

.'.ffl..f :. penesimsan . =

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaian
Sasarasasaran strategis tersetartliri dari: Sumber Daya Manusia yang koongatiifasi dan
transformasi yang handakem informasi manajemen yang terinfejeksianaaanggaran yang
optimal masimgasing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

%

H
!
£
H

Dalam pelaksanaannyatéraebut mendukung proses yang dianteatigiadari: pelayanan prima
peningkatan efektivitas penyylytemingkatan efektivitas kehumassmingkatan ekstensifikasi
perpajakanpeningkatan pengawasan wajib, pegakgkatan efektivitas pemenjkpaaingkatan
efektivitas penegakan hukiam peningkat&aeandaladata. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang
dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ti
sehingga dapat mengoptimalkan pemngpayea

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh ja
Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakaifelagigdalyang terarah dan terukur untuk mewujudkan
sasaran strategis Direktorat Jendgkl P
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VISIMISIDAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adaMle nj a d i Mitra Terpercaya Pemba
Menghimpun Penerimaan Negara mdPaayelenggaraaAdministrasi Perpajakan yang Efisien,
Efektif, Berintegritas, dan Berkeadil ano.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jndonesia

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitassdentladisasi edukasi dan
pengawasan yang efektif, serta penagak&um yang aglidlan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan
kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi.tBisgitotaienderal Pajak berpedoman kepadhlaiilai

Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas Berpikjberkatgberperilakalan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh
kode etik dan priagimsip moral.

2. Profesionalism®ekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab
dan komitmen yang tinggi.

3. Sinergi Membangun dan memastikan hutkagasamiaternal yang produktif serta kemitraan yang
harmonis dengan para pgka kepentingamntuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan
berkualitas.

4. Pelayanailh Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan
dengan sepenuh hiatinspararcepatakuratdan aman.

5. Kesempurnaain Senantiasanelakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan
memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk
berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagatimgkukeyakinan tersebut mendorong kami untuk
menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
dengan sebdilaiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi
akan dapatewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi
bertindak profesigriabvatif dan memiliki kemampekerja samantuk mencapkinerja terbaik
sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan
ketentuan peraturan perundadgngan dan mengelola sistem perpajakan deifaisefe dan etis
melalui pelayanan terlsmita menerapkan tata kelola yang baik.

www.pajak.go.id
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Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitbtpkesyodditif dari
Customer, Internal ProcdasiLearning and Growlerspekiiferspektif tersebut kemudian dibagi
menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Wliawexga(IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:
Persentase realisasi penerimaan pajak;

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak;

Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;

Persetase pencapaikarja samekonomi dan keuangan internasional;

Indeks efektivitas peraturan perpajakan;

Indeks kepuasan pengguna layanan DJP;

Indeks pencapaiamkingariabel perpajakan dalam EoDB;

Indeks efektivitas komunikasi publik;

Pasentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan;

. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
Persentase data yang valid;

. Tingkaimplementasi transformasi proses bisnis perpajakan;

Indeks implementasi CRMrdarPayer Account

Persentase keberhasilan pelaksgietarogram;

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;

. Persentase implemsidalayerindan efisiensi belanja birokrasi;

Indeks integritas organisasi;

Persentase penyelesaian program RBTK;

. Tingkat implementasirning organization

. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUNdjémgdptdbatjuti;

. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015;

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan

Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

©CoNoGhswWDNE

NNVMNNNNNRPRPRRPRRPRRERRRRR
NREONPOODNDUISWNEO

Pencapaian terhadaj2kdKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah
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A.3. PENDEKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat JenderaldPBfaR02tnerupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjan
struktural di Wwah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung
jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Paja
disusun berdasarkan penggabungdfamtatn keuangan darursél Satuanela di lingkungan

Direktorat Jenderal Pdpfektorat Jenderal Paj@kl A 2022nemperoleh anggaran yang belasal
APBNsebesaR[8.361.829.957.000

SAl terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beedubyeogiuerdapat di

dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaal
dan pertanggungjawaban anggaran dengan mehkeregigingle databagang digunakan oleh K/L

dari level Satker, Wilayah, Eselon |, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangal
Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Peubahan Ekuitas

BerdasarkakER146/PJ/202tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak-Nomor KEP
28/PJ/2021 tentaRgnerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal
Direktoralenderal Paj8kebagaimariaiatur dalam Peraturan Menteri Keuangad 8tRigiK.01/2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuan@ioNvia01/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat JelPd@igDirektorat Jenderal Pajak nemmeorganisasi instansi
vertikadyaper tanggal 24 Mei 2@2drubahan tersetaudiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal

2. Nomenklatur instansi vertikal

3. Wilayah kerja baru instaaskal

4. Jenis Kantor PelayaRajak

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat JengerdilFagdemb@02 adalalB9l unit

kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporat
Keuangan Direktorat Jenderal Bajakah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun
sesudalKER146PJ/2021dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan
identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untulanlikeergalidasigoran
Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wi/ak

Jumlah
Kode Uraian Wilayah SEWET]
Kerja

0 Kantor Pusat Direktdeatderal Pajak 1
0 Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan 1
0 Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar 1
0 Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi 1
0 Kantor Layanan dan Inforresjaduan (KLIP) 1
10 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh 9
20 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara | di Medan 10
30 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Il di Pematang Siantar 9

40 Kanwil Direktodeinderal Pajak Riau di Pekanbaru
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Jumlah
Kode Uraian Wilayah SEWE]
Kerja

50 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang 11
60 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitun 14
70 Kanwil Direktorat Jenderal Bajagkulu dan Lampung di Bandar Lampung 10
80 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta 17
90 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta 12
100 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan | di Jakarta 9
110 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta 10
120 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta 9
130 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta 10
140  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang 13
150  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat | di Bandung 17
160  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il di Bekasi 12
170 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah | di Semarang 18
180  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Ter®atakiadia 13
190 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta 6
200  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur | di Surabaya 14
210  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Il di Sidoarjo 17
220 KanwiDirektorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1l di Malang 16
230  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak 8
240 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Ba 11
250 Kanwil Direktodeinderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan 11
260 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makass: 16
270 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku U 12
280 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar 9
290  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram 12

300 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Rgpua Baratan Maluku di Jayapura
310 Kanwil Direktorat Jenderal PajakP&fikoBesar di Jakarta

320 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan Il di Jakarta 10

330 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il di Bogor 12

340 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam 7
Jumlah 391

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kan
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal PajaBesembdiA 2022dalah 391 unit kantor yang
menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidagiahaperan Barang Milik Negara Direktorat
Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasik
menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tahel 11.A.3.b. berikut
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100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
Jumlah

www.pajak.go.id

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut WidB/siiN

Uraian Wilayah

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Pusat Pengolahan Data Dakumentasi Perpajakan

Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar

Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi

Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)

Kanwil Direktorat Jenderal Pajetk di Banda Aceh

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara | di Medan

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Il di Pematang Siantar

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru

Kanwil Direktodenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitun
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung
KanwiDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan | di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Jakeantali

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa BzaatLidg

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il di Bekasi

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah | di Semarang

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il di Surakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajakah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur | di Surabaya

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Il di Sidoarjo

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur |1l di Malang

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Ba
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makass:
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku U
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Rgmue Baratan Maluku di Jayapura

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Bajadcta Selatan 1l di Jakarta

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il di Bogor

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam
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Jumlah
Satuan
Kerja

11
14
10
17
12

10

10
13
17
12
18
13

14
17
16
11
11
16
12
12
10

12

39
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A.4.BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrysnjailsmman dan penyajian Neraparan
Operasionallan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporz
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peri:
lainnya padaat transaksi dan peristiwa itu teEajgeh memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas ditedilvayatatdal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5.DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang wakukdaamgemasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan peny
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebes
pengeluaran/penggunaamber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untul
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digune
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengokufaorgoseuangan
menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih de
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6.KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu bgasgakentaisui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
dikeluarkan dari KP&nyajian asé&ewajibaman ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis
akrualyaitu pada sadiperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat ka:
atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajiaporanKeuanganTA 202 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah kitetapelalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sta
Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyiapanan keuangitah diterapkan kaidaldah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahaiprifimsgkuntansi yang digunakan dalam
penyusundaporan keuangBirektorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatad Laporan Realisasi Anggaran

PendapatainLapran Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yar
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah-HeAdhpampada saat kas diterima

pada KUN. Akuntansi PendapRArdilaksanakan berdasarkan asgayaitutdengan membukukan
penerimaan bruttan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
PendapataoRA disajikan sesuai dargais pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan, Keektgat Jenderal Pajak menempuh

kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpagalaa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan
pajakpajaklainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negam@dokRKEN)yang
digunakan antara lain daftar nominat®&HPibta kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang
dianggap sah;
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b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PighPBiteerggaeh antara lain
Surat Setoran Pajak (SSP);

C. untuk mencatat penerimaan PPN dan,FFB#Bd4n Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang
digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;

d. dokumen yang digkan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
dan dokumen lain yang dianggap sah;

e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan
keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kel@khé@PREKPEurat Perintah Membayar
Imbalan Bunga (SPMtB)Nn Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang
diperoleh dari KPPN dan masiising telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas Ksanendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka
menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat, deakieral Pajak
dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jgaderal Pajak den
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi
penerimaan pajak dalam database péRidtongan SPMtau database SAlI dan PNBP serta
pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatad Laporan Operasional

Pendapataraporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kem#al. dradapatan

pada saat timbulnya hak atasapatach dan/atau Pendapatan diregigsasiadanya aliran masuk

sumber daya ekonomi. Akuntansi penddpatdiaksanakan berdasadsasbrutg yaitu dengan

membukukan penerimaan ,bdato tidak mencatat jumlabngat (setelatikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebil
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yah@rtidéeeoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluarpengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan di@mtor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajize@ di muka (

laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jensetatagiian di Catatan atas Laporan Keuangan

belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beba adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitasyang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada
saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;derjadingn manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisas
dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



®  cCdp 25

Aset

Aset adalah sumber daya ekormgidikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dz
diperoletbaik oleh pemerintah maupun oleh masgartkatapat diukur dalam satuanteaengsuk

sumber daya nkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbe
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak term
sumber daya alam seperti hkedayaan di daslautdan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadéetAset Lancar
Tetapdan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lagibariigiian segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggtpélepmarkas dan
setara kas. Aset lancar ini terdiri daeisesliaaulanpiutang

1) Kas
disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di ne
dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

2) Persediaan
Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 20
menggunakdirst In First OIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S
3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021

3) Piutang
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan ¢
keputusa penagihannya. Terhadap piutangkepakisan saat terjadinya piutangdiegdit dan
dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset y
diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Sel&ahijakarakuntansi yang diambil oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

() Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundadangan perpajakan yang bepakgakuan piutang pajak
ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:

a) Surat Tagihan Pajak;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayatr;

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan

d) Surat Keputusan Pembeti$amat Keputusan Keberaariusan Bandjngutusan Peninjauan
Kembaliyang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambabh;

e) Surat Pemberitahuan Pajak TerGuaag Tagihan PEEKP PBB;

f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas TiaBahgigman Kurang Bayar;

g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;

h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selginjiaimyaoajak diakui setelah melewati masa jatuh
tempo dari:

a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
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c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya bataspmgangdjran
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;

d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib
Pajak;

e) Wajib Pajak tidak mengajukasr&ian sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;

f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang yesih harus diba
bertambabh;

g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan
banding atas Surat Keputusan Keberatan;

h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;

i) diterbitkan Surat Keputd®laksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang
masih harus dibayar bertambabh;

j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;

k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

[) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

(i) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dendamrddeariaan

pernyataan terselpititang pajak dicatat sebekdrmiminal dokumen yang menjadi dasar pengakuan

piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat
berkurang apabila ada PenguraRgiumasgnPenghapusaiburat Keputusan KeberaPanusan

Banding yanmenyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 20&&hdan tahun
selanjutnyapiutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang
menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam hagtpluisaigtpaak

disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per
tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yan
telah dikeluarkan surat kepupeszagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dar
akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
memprtimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas
piutang didasarkan pada kondisi m@sig piutang pada tanggal pelaporan sesuai elfengam P

Menteri Keuangan NoB®PMK.06/2015 tentang KualitasgPiKeamenterian Negara/Lembaga dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:
kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jalitategrkan; yang

kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan;

a. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedue
tidak dilakukan pelunasan; dan

b. kualitas macet apabila:

(i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
atau

(ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorataaniegdisekay

www.pajak.go.id
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TabeNM.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Penyisihan
Lancar Penyisihan piutang tak tertagih yang
Kurang lancar 10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan 50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk pietagerpdjakada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentul
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
peraturan pelaksanaannya, yakni Peratetanr Dienderal Pajak Nomor-CRER/2020 tentang
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak

BerdasarkaRER01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lanca

kurangdncar, diragukatan macet

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s
Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalafahceigpabila mempunyai umur Piutang
Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;

b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s
Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalarkukaadjtésncaapabila mempunyai umur
Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s
Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan daladirkgak@®pabila mempunyai umur Piutang
Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s
Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalamdaetifsdila:

() mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;

(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;

(ihak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentt
peraturan perundamglangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian
administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyinappilistandpgiajak tersebut
memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau

(ivketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Perjaklzsamg&asin
Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Se
Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengs
(enam) bulan.

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sakilbunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Se
Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih de
(enam) butesampai dengan 1 (satu) tahun.

g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan (
Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Se
Lainnya digolongkan dalam kuaktgskdin apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu)
tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited ———— www.pajak.go.id



28 o cCdp

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Peftéindrahgam Batubara, dan
Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila:

() mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;

(i) hak penagihannya telah daluwarsa;

(i) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapushatuasesuai ke
peraturan perundanmglangan di bidang perpajakan dan telah dibuat hezdraoenelitian
administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut
memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau

(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5a (lima permil) dari piutang dengan kualitas

b. 10% (sepuluh perseratus) dari pigaggn kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan;

c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan; dan

d. 100% (seratus perseratag)miutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik
yang mempunyai masa manfaat lebih dariwati\seh tetap dilaporkan pada neraca Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1
Januar2019idasarkan pada nilai satuan minimum kapjtatisasi

(i) Pengeluaran untuk per satuatatsralan mesin daset tetap renovasi peralatan danyaagin
nilainya sama dengan atau lebih daB@@0OMO éatu jutaupiah); dan

(i) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yanganiaimemngan atau lebih dari. 28000
(dua puluh linpata rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi telipebiakdkatas

sebagai biaya kecuali pengeluaran untyjatanatigasi/jaringdan ast tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004
disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31
Desember 2004 yangietlilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdas&kan Buletin Teknis 15 tentang AkuntansetAgBeibasis Akruahtuk renovasi aset milik
sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akain dicatat sebag
Korstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukardatdlik lingkup entitas pej3iar renovasi telah selesai sebelum

tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tet#sdiaReyavasi. Jika sampai dengan akhir

tangal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai
konstruksi &am pengerjaan. Pada akhir eaiggararaset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada

pemilik. Jika pada akhir periode pelaporatapsenovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka

entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetaj\dadirfRgaovasi. Apabila dokumen sumber
penyerahan telah diterbjtkaka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor d
pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan
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milikdiluar entitas pelapgiengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi asetild@n milik
lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaa

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuanc

No0.01/PMK.06/2013 tentang PenyusutanMibkaNggara BpeuAset Tetapga Entitas Pemerintah

Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak b
dan/atau usang yang tdlabulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 |
aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Agetroketap ya
setelah 31 Desember 20il& yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tan
memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukeyaiolenenggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan
nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No
59/KMK)6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa £
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai beril

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun
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c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan
sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah TagihgsuPsmjualan
(TPA)Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah yang idgglzesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan etapgaditoleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada
bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai
negeri bukan behdea dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksgm@aan tugas

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan
Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan padbaafkun Aset Lain
melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka
panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain asevksiaaangka panjajaan aset tetap. Termasuk
dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dadAaset Lain

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barfagpattau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak

atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujudsafisligiiomputer; lisensi deanchisehak cipta
(copyrightpatengoodwildan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang membasik@amghanf

panjang.

AsetLainlain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke TatahammF&GR
Kemitraan dengan Pihak Ketaapun Dana yang Dibatasi Penggunaannya-l&iseddgiat berupa
aset tetap pemerintah yang dihentikperiggunaan aktif pemerintah.

Di samping jipiutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian
Keuangao.g. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompdkiAset Lain
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Kewajiban

Kewajiban adalah utgagg timbul dari peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pdwemjitramuncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari mbsyhad@keuangantitas pemerintahan, lain

atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai y
bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi
kontrak yang mengikat atau pemgterundanmdangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan uatuk dibayar atau
tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi U
Kepada Pihak Ketigéang Perhitungan Fihak Ketiga B¥ekgn Lancar Utang Jangka Padjang
Bungadccrued intergditang Jangka Pendeky.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh te
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sepesar nilai non
yaitu skesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pempbayzahan penilaian karena perubahan kurs mata
uang asinglan perubahan lainnya selain perubahan njidipeakirgkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari el
disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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B. PENJELASAN ATAS ROH_APORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni
b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realendapatan Negara dan lddraBelanja Negara tersebut dijelaskan
dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATANGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yadd es&hiber 2028alah sebesar
RL.997.220.544705000 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar
R280.412.225.655.08makeealisasi Pendapatan Neto meejztiaRpl.716.808.319.791,80atau
mencapaill5,61 persen dari estimasi yang ditetapkan Taliuk Anggaran 2022 sebesar
RpL.484.972.756.790,008esualJUNomo6 Tahur2021 Dibandingkaealisasi pendapatatoi ahun
Anggaran 208&besaR{l.278.697.268.724,0@Mhaka pendapatan rMeabun Anggaran 2@2hgalami
kenaikan sebesRpt38.111.051.066.086atau 3426 persen.Kenaikariersebut berasal desnaikan
PenerimaaRerpajakan sebe$yip138.109.328.839.080lan kenaikarPenerimaan f§ra Bukan Pajak
(PNBP) sebedapl.722.227.7@Q Secara umum, kinerja penerjmagtahun ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain aktivitas ekonomi yang semakintreengemingkatan harga komoditas, dan dampak
reformasi perpajakan

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PalRR Naggaran 202ATahun Anggaran
2021sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut

Tabel V.B.2.1
Realisasi Pendapat®ajak dan PNBP Neto
yang berakhi8l Desember 208an2021

(dalamrupiah)
A 31 Desember 2022 % 31 Desember 2021 o Naik/
Estimasi Realisasi Realisasi (Turun)
Pendapatan Pajat 1.484.957.986.654.C 1.716.763.787.853.5 115,61 1.278.654.459.014.4 34,26
PNBP 14.770.136.00 44.531.938.00 303,84 42.809.710.30 4,02
Jumlah 1.484.972.756.790.C 1.716.808.319.791.5 115,61 1.278.697.268.724.7 34,26
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B.21.1. PendapataDirektorat Jenderal Paja&r Kantor Wilayah DJP

RealisadPendapataNetoper Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel
V.B.2L.1. berikut:

TabeN.B.21L.1.
RealisasPendapataieto Per Kantor Wilayah
yang berakhi8l Desember 2022 dan 2021

(dalanrupiah)

. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 o4 Naijk/
Nama Kanwil — % — T
Anggaran Realisasi Realisasi

Instansi Pusat 7.507.293.397.0( 8.876.605.360.9) 11824  11.749.822.666.3. (24,45)
Kanwil DJP Aceh 4.489.323.032.0( 5.806.290.259.9; 129,34 4.666.275.289.0( 24,43
Kanwil DJP Sumatera Utara | 23.844.340.129.00  28.390.550.003.0. 119,07  17.274.934.208.9( 64,35
Kanwil DJBumatera Utara Il 6.589.259.234.0( 7.824.401.9456¢ 118,74 6.028.447.381.3. 29,79
Kanwil DJP Riau 17.506.959.871.0/  21.775.904.861.6. 124,38  16.941.088.006.5 28,54
JK:F':]"&" DJP Sumatera Baratdar 1, 498 045872.00  11.975.192.653.00 114,07 9.824.623.878.6: 21,89
ﬁgg‘_’vg;‘éifggﬁﬁg Selatand 109441571900 20442.869556.7. 11959  15817.232.100.6 29,24
Kanwil DJP Bengkulu dan Lamg 8.584.550.557.0(  10.188.750.541.4i 118,69 9.063.597.808.2¢ 12,41
Kanwil DJP Jakarta Pusat 66.933.602.688.00  82.790.111.471.2° 123,69  56.294.428.635.6. 47,07
Kanwil DJP Jakarta Barat 50.781.861.665.00  59.700.072.365.7: 117,56  43.195.030.347.4¢ 3821
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 69.117.193.013.00  77.319.320028.61 111,87  57.764.740.808.6° 33,85
Kanwil DJP Jakarta Timur 22.656.373.555.00  27.823.290.347.6 122,81  21.130.607.877.9; 31,67
Kanwil DJP Jakarta Utara 47.308.050.469.00  57.324.060.301.2° 121,17  39.050.253.364.6( 46,80
Kanwil DJP Jakarta Khusus 207.095525.4050  237.603.615.3845 11473  184.461411.366.9 28,81
Kanwil DJBanten 57.484.236.450.00  66.447.665244.4 11559  53.382.986.320.8 24,47
Kanwil DJP Jawa Barat | 29.276.190.149.00  33.447.811.978.3! 11425  26.080.599.733.7! 28,25
Kanwil DJP Jawa Barat |l 35.745.818.158.00  43.545302.937.0. 121,82  32.138.029.902.6 35,49
Kanwil DJP Jawa Tengah | 29.100.616.941.00  32.575.456.049.6/ 111,94  28.391.993.758.4: 14,73
Kanwil DJP Jawa Tengah Ii 11.902.707.268.0/  13.816.158.346.7 116,08  11.591.771.886.8: 19,19
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 4.796.308.529.0( 5.513.611.455.6¢ 114,96 4.623.938.105.4¢ 19,24
Kanwil DIP Jawa Timur | 44.490.713.438.0  50.032.750.528.7i 112,46  44.907.010.395.5 11,41
Kanwil DJP Jawanur 11 23.072.636.154.0  26.553.653.887.31 11509  21.688.556.202.8 22,43
Kanwil DIP Jawa Timur Ill 27.898.701.715.00  30.348.579.585.3. 108,78  32.557.812.195.9' (6,79)
Kanwil DJP Kalimantan Barat 8.858.767.158.0(  10.769.430.859.8! 121,57 7.990.456.195.9: 34,78
'IF:Q;v;hDJP Kalimantan Selatan 16 334 951 87801 23.300.164.163.0! 127,09 154747454485 50,57
Ef‘;‘g" DJP Kalimantan Timur d: 5 704 906737.00  33.585.718.227.5( 147,66  18.422.012.823.1: 8231
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, B J
o Temggara 14.653.273.206.0/  18.277.567.903.1; 12473  13.686.178.715.4¢ 3355
éi?gvn'ltggzasnuﬁ‘gﬁ?' Utara, Ter 1 425.476.312.0 14.049.180.378.6. 122,96  11.051.785.640.1« 27,12
Kanwil DJP Bali 7.716.098.137.0(  10.138.682.243.7. 131,40 7.365.786.917.5¢ 37,65
Kanwil DJP Nusa Tenggara 4.812.344.575.0( 6.502.720.184.9( 135,13 5749.018.215.8: 13,11
Kanwil DJP Papua dan Maluku 10.372.142.203.00  13.076.551.727.2( 126,07  11.277.307.243.1! 1595
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ~ 475.576.198.687.0  525.683.031.283.8 110,54  365.982.465.521.5 43,64
Kanwil DJP Jakarta Selatan I 54.437.388.890.00  63.691.758.826.71 117,00  43.182.988.646.1f 47,49
Kanwil DJP Jawa Barat Ill 23.811.974.414.00  28.244.026767.8, 118,61  22.662.437.127.3. 24,63
Kanwil DJP Kepulauan Riau 8.455.211.176.0( 9.367.453.129.8¢ 110,79 7.226.893.986.6: 29,62
Jumlah Pendapatan 1.484.972.756.790.0  1.716.808.319.791.5 115,61 1.278.697.268.724.7 34,26

B.2.12 Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Peneri
Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara BukarefaallinBan Realisasi Penerimaan Perpajakan
Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada ZdteiknB.2.1.
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Uraian

Pendapatan PPh Migas

PPh Minyak Bumi
PPh Gas Bumi
PPh Migas Lainnya

Pendapatan PPh Nbfigas

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 23

PPh Pasal 25/29 Orang Pribe
PPh Pasal 25/29 Badan

PPh Pasal 26

PPh Final

PPh Non Migas Lainnya

Pendapatan PPh DTP

PPh Pasal 21 DTP

PPh Pasal 22 DTP

PPh Pasal 23 DTP

PPh Pasal 25/29 OP DTP
PPh Pasal 25/29 Badan DTP
Pend. PPh Pasal 26 DTP
PPh Final DTP

PPhNon Migas Lainnya DTP

Pendapatan PPN

PPN Dalam Negeri
PPN Impor

PPN Lainnya

PPN DTP

Pendapatan PPnBM

PPnBM Dalam Negeri
PPnBM Impor

PPnBM Lainnya

PPnBM Ditanggung Pemerin
Penanganan Pand€@VIEL9

Pendapatan PBB

PBB Perkebunan

PBB Kehutanan

PBB Pertambangan Minerba
PBB Pertambangan Migas
PBBPertambangan Panas BL
PBB Lainnya
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Tabel V.B.2A.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhB1 Desember 2082n2021

(dalam rupiah)

31Desember 2022
Estimasi Realisasi
64.656.975.130.0( 77.841.631.911.6
25.478.670.888.0( 29.600.794.936.2!
39.178.304.242.0 48.237.728.525.1!
- 3.108.450.21

741.611.121.454.0
161.331.846.901.0
28.533.989.285.01
47.936.769.879.0
44.747.358.022.01
13.608.450.129.0(
253.283.684.834.0
45.403.232.389.0
145.555.297.130.0
1.210.492.885.0(
7.492.523.261.0(

2.298.643.261.0(
5.193.880.000.0(

627.339.522.412.0
395.516.082.531.0
227.412.631.165.0
4.410.808.716.0(
11.572.169.467.0(
8.647.998.635.0(
2.878.573.187.0(
45.597.645.00

20.903.786.654.0(
3.254.123.323.0(
603.042.185.0C
4.563.485.628.0(
12.122.964.495.0(
343.060.482.0C
17.110.541.00

963.774.601.433.8
172.657.570.672.7
34.145.483.440.9:
74.200.218.096.2I
50.093.092.160.5
11.675.834.771.8:
385.419.889.955.1
68.615.344.318.0I
166.820.057.022.9
147.110.995.3¢
11.371.952.837.2.
2.108.934.819.3°
4.400.97¢
113.000.44!
2.010.002.68
3.218.109.480.7+
5.654.083.177.4:
388.696.038.4<
1.917.11¢
891.002.932.192.4
610.860.535.451.8
270.723.807.410.2
6.159.193.860.0¢
3.259.395.470.3(
20.655.875.906.6:
14.488.123.666.3
5.056.008.136.6:
444.465.62!

1.111.299.638.0:

23.488.511.352.2;
2.999.467.409.5¢
778.859.582.47
5.418.420.371.6°
13.711.084.449.01
490.714.138.0¢
89.965.401.33

%

120,39
116,18
123,12
100,00
129,96
107,02
119,67
154,79
111,95
85,80
152,17
151,12
114,61
12,15
151,78
100,00
100,00
100,00
100,00
140,00
108,86
100,00
100,00
142,03
154,45
119,05
139,64
100,00
178,50
167,53
175,64
0,97
100,00

112,36

92,17
129,16
118,73
113,10
143,04
525,79

® Cdp

31 Desember 2021
Realisasi
52.854.620.712.5
19.432.735.967.5.
33.420.523.338.0:
1.361.407.03
689.990.467.908.4
146.035.686.963.1
24.563.473.711.1
40.475.114.514.7.
44.713.700.523.8
12.408.555.474.7:
250.369.354.417.0
59.522.606.645.8!
111.766.295.920.2
135.679.737.61
16.892.265.502.9:
4.339.474.353.3¢

25.250.00(
2.401.859.480.0(
9.342.594.280.0(

808.312.139.5¢
670.844.169.456.6
470.341.907.057.7
191.614.356.053.5
3.967.703.054.7:
4.920.203.290.6:
13.194.886.418.1!
4.909.123.043.6(
3.367.843.685.5(
1.635.265.82

4.916.284.423.2¢

19.028.149.680.3:
3.044.595.298.9¢
827.914.154.01
3.019.564.519.8¢
11.594.155.744.8:
445.582.008.6¢
96.337.954.00

%
Naik/Turun
47,27
52,32
44,34
128,33
39,68
18,23
39,01
83,32
12,03
-5,90
53,94
15,28
49,26
8,43
(32,68)
(51,40)
100,00
347,53
100,00
33,98
(39,48)
(51,91)
100,00
32,82
29,88
41,29
55,23
(33,75)
56,54
195,13
50,13
(72,82)
(77,40)
23,44
(1,48)
(5,93)
79,44
18,26
10,13
(6,61)
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_ 31Desember 2022 31 Desember 2021 %
Uraian % .

Estimasi Realisasi Realisasi Naik/Turun

Pendapatan Pajak Lainnya 8.452.223.711.0( 7.175.329.855.8: 84,89 7.836.733.058.9¢ (8,44)
Bea Meterai 2.234.561.897.0( 1.093.041.634.6¢ 48,92 1.502.768.104.8: (27,26)
Penjualan Bendatbtai 5.607.377.463.0( 5.661.404.285.3: 100,96 5.938.022.861.3¢ (4,66)
PPn Batubara 473.868.926.0C 417.224.046.91 88,05 389.129.516.34 7,22
Pajak Tidak Langsung Lainny 136.415.425.0C 3.659.888.93 2,68 6.812.576.46 (46,28)
Bunga Penagihan Pajak 2.929.664.565.0( 1.864.831.741.7" 63,65 4116560255117 (54,70)
Bunga Penagihan PPh 1.920.078.678.0( 1.410.950.439.1¢ 73,48 3.331.246.842.6¢ (57,64)
Bunga Penagihan PPN 1.008.176.741.0( 453.880.902.5¢ 45,02 785.263.164.6¢ (42,20)
Bunga Penagihan PPnBM 1.409.146.00 400.000 0,03 100,00
Bunga Penagihan PTLL 50.247.72¢ (100,00)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto 1.484.957.986.654.0 1.997.175.667.231.6 134,49 1.474.757.852.993.3 35,42
Jumlah Pengembalian Pajak 280.411.879.378.1 196.103.393.978.9 4299
Jumlah Penerimaan Pajak Neto  1.484.957.986.654.0 1.716.763.787.853.5 11561 1.278.654.459.014.4 3426

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2022 lsdBd<267/R386.654.,000yang meliputi
Pendapatan PPh Migas, Pendapatan RRlighlnnPendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan
PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Bunga PenBgiheen®gjakerimaan
Pendapatan Pajak DTP TA 2022 hanya berasal dari rencana pendapatan Pajak DTP reguler yang

terdiri dari PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh
PembayaraRecurrent COSPAN. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insenti
fiskal Pajak DTP aghimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan ole
Eselon | lain di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, afdendapatan Pajak DTP terkait belanja subsidi PajaRENPtigak terdapat besaran
estimasi/rencana penerimaan dalam APBN TA 2022 karena kebutuhan akan belanja subBiENPajak DTP PC
tersebut tergantung pada situasi dan kondisi perekonom202@i sabagai dampak dari Pandemi-COVID

19. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka proses penyusunan anggaran belanja sudBENPajak DTP PC
baru dilakukan pada tahun anggaran berjalan, sehingga pendapatan-péjbktidd@l d¢€stimasikan dan

bukan mnjadi bagian target yang harus dicapai di tahun berjalan.

Realisasi penerimaan pajak bahtan Anggaran 2022 adalah sebesar Rpfrif@id,d8hgan pengembalia
penerimaan pajak sebesar Rp28ilii4i sehingga penerimaan pajak meto Aaggaran 20 mencapai
Rp1.716,76 triliun, atau mencapai %1841 target APBN 2022 sebesa#8RB9A triliun. Realisasi
penerimaapajak neto tersebut tumbuh®4itgandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun
2021

Dari penerimaan pajak nétont&2022 sebesar Rp1.716.763.787.853.500,00 terdapat pemindahbukuan antar
jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama tahun 2022 sebesar Rp29.019.197.284.42
Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya sebesar Rp19.766,46it6pat3@Maikan
pemindahbukuan sebesar 46,82% atau sebesar Rp9.253.789.592.117,00. Pemindahbukuan yang dilakukal
merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sel
setoran Wajib Pajakuseglengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT. Pemindahbukuan ini tidak mempengaru
faceLaporan Keuangan DJP.
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Dalam realisasi penerimaan pajak tersebut, terdapat kesalahan setoran MPN yang dilakukan oleh Wajib |
dengan menggunakan akun Pajakeb&Bar Rp7.273.288.826,00. Kesalahan setoran hanya dapat dikoreksi
oleh Wajib Pajak melalui KPPN. Adapun dalam administrasi perpajakan, Wajib Pajak dapat melakt
pemindahbukuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sebenarnya tanpa mempengaruhi s
penerimaan LRA.

Hampir seluruh jenis pajak menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 O
Pajak Lainnya. Secara umum, kinerja penerimaan tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ak
ekonomi yang sdédimamenguat, tren peningkatan harga komoditas, dan dampak reformasi perpajakan sepe
penyesuaian tarif PPN, implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penerapan pajak kripto, fir
dan PPNPerdagangan Melalui Sistem Elektronik @Mk penjelasan capaian penerimaan per jenis
pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPhPasal 21
Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 m&pdafab&iliun dengan pertumbut@&B36 dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasiani6¥®apari target sebesar@3Btriliun.
Penerimaan PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan pemulihan utilitas tenaga kerja yang berlanjut dari
sebelumnya. Sebagaimana hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 oleh BPS, b
terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia kerja yangl#rdampak Covi
Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 20,67%. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat N¢
juga menunjukkan peningkatan dengan perturgdehaBeara sektoral, peningkatan nominal terbesar
penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun ini terjadi di sektor Industri Pengolahan diikuti sektor Perdagangal
Jasa Keuangan

b. PPh Pasal 22
Realisasi penmaan PPh Pasal 22 mencapai Rp8tiisdengan pertumbiB8a8% dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi inlLa@§®aolairi target sebesar Rg&Aliun.
Kenaikan PPh Pasal 22 terutama didorong oleh kenaikasmnaEksgetdomoditas Tambang Batubara
Mineral diikuti setoran Pemungut non Bendaharawan yang turdibubt lsettessr 114,69% dan
300,00%. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan diikuti sektor Pertambangan.

c. PPh Pasal 22 Impor
Realisaspenerimaan PPh Pasal 22 Impor meRgEf#RRGriliun, dengan pertumbuBa;B%
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasiib4A®@tcgpatarget sebesar
Rp4,94triliunKenaikan yang tinggi pada PPh 22 Impor disebalpeaningleatan aktivitas impor (nilai
impor Indonesia sampai dengan Desember tumbuh 21,07% (yoy)), ditambah dengan berakhirnya ins
pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk sejumlah KLU tertentu pada tahun 2021. Secara sektoral, ken:
nominal terbesaljadr pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

d. PPh Pasal 23
Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 m&p&pairiliun, dengan pertumbulia@%6 dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi pada periode idil8ttchgppatarget sebesar
Rp4,75triliunPertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran terbesarny
yaitu setoran Jasa yang tumbul%27 2etoran Masa dan Bunga pada tahun ini juga menunjukkan
pertumbuhan positif masiaging sebesar 18,45% dan 9,47%. Secara sektoral, pengingkatan nominal
terbesar PPh Pasal 23 terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti sektor Perdagangarirdan sektor Ind
Pengolahan.
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e. PPh Pasal 25/29 OP
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP nigpichpa8i triliun, dengan pertumibi@drb
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada period
mencapads,08% dari target sebesarFgdtriliurPenurunan setoran PPh OP terutama terjadi pada
setoran Tahunan yang tund)84% dan setoran SKPKB tydak berulang. Secara sektoral, 75,9%
setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbul
sebesa#6,38%, diikuti sektor Perdagangan yang berkontribusi 11,5% dengani@i0ftbuhan

f. PPh Pasal 25/29 Badan
Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan R@8&2aiiliun dengan pertumbubia@%
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh B&d@1 Reedeapai
target sebesar 25828 triliun.Peningkatan realisasi PPh Badeawra umum dipengaruhi oleh
marbaiknya tingkat profitabilitas usaha karena pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan dam
peningkatan harga komoditas. Hal ini tercermin dari peningkatan setoran Masa yang tumbuh 51,1
dan setoran Tahunan yang tumimdal86,05%. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi
pada sektor Pertambangan yang tumbuh hingga 154,78% karena pengaruh peningkatan har
komoditas tambang, diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh 43,66% dan 62,24

g. PPh Pasal®
Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 meRp&8zb2triliun dengan pertumbuli&i?86
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode
mencapdi51,12% dari target sebesar Fgtriliun Peningkatan jempigjak ini terutama ditopang
oleh kenaikan pembayaran deviden yang tumbuh hingga 54,93%. Setoran PPh 26 atas Bunga, Ro
dan Jasa juga mejukkan pertumbuhan positif. Adapun peningkatan nominal terbesar PPh Pasal 26
berasal dari sektor Pertambandai, thisa Keuangan dan Industri Pengolahan dengan pertumbuhan
dua digit.

h. PPh Final
Realisasi penerimaan PPh Final mdRpapéi8&iliun dengan pertumbuttaéso dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPh FindlLlAGBtaizai target sebesar
RpH#5 56triliunPeningkatan yang tinggi pada PPh Final utamanya didorong oleh setoran PPS yanc
mencapai Rp61,01 triliun atau mencapai 37% dari total penerimaan bruto PPh Final. Tanpa PF
realisasi PPh Final mengalami penurantamaepada setoran PPh Final atas Diskonto/Bunga
Obligasi dan Bunga Deposito/Tabungan yangnassmgerkontraksi di andgKdl5% dan
14,17%. Penurunan pada dua jenis setoran ini dipengaruhi oleh turunnya tarif PPh Final atas bul
obligasi dan treenurunan tingkat suku bunga deposito/tabungan. Selain itu, penurunan yang cukuj
besar juga terjadi pada setoran SKPKB séh@886. Secara sektoral, peningkatan nominal PPh
Final terbesar terjadi pada dua sektor penyumbang utama setoran RIP X ggittiaselasa
Lainnya dan Perdagangan yang tumbuh-toedtsebesar 649,58% dan 167,65%. Sementara itu,
sektor Jasa Keuangan masih terkontraksi dengan pefdididhan
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i. PPNDN
Realisasi penerimaan PPN DN meRp#&i#i,8&iliun dengan pentouhar29,886 dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPN DibaAERealaai total target sebesar
Rp3552triliunKenaikan pada PPN DN didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, dan
dampak peningkatan harga kom@#tam itu, capaian realisasi PPN DN juga tidak terlepas dari
dampak reformasi perpajakan sebagai implementasi UU HPP antara lain berupa penyesuaian tarif PPN
menjadi 11%, pengenaan pajak kripto, dan PPN PMSE. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yait
sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan tumbimasimgséetpesar 20,07% dan
28,59%.

j. PPN Impor
Realisasi penerimaan PPN Impor mefapa0,72triliun dengan pertumbuldn29%
dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2021. Realisasi PPN |ai#y®oatarapai
target sebesar RFA1 triliunKenaikan pada PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor
Indonesia yang tumbuh 21,07% (yoy) pada periode J@esginbelr 2022. Secara sektoral,
penerimaan PPN impor ditopang oleh sektor Industri Pengolahan (kontribusi 47,81%) dan sektor
Perdagangan (kontribusi 47,44%) dengan pertumbuhaasimassebesar 19,06% dan 73,71%.

k. PPnBM BlamNegeri
Realisasi penerimaan PPnBM DN mefgabai8triliun dengan pertumbuli®b,13o
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPnBML&MS $tedaapai
target sebesar &b triliunSecara sektoral realisasi PPnBM DN didorhiheduste Pengolahan
terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,35%), dengan pertumbuhan 218,73%. Kenaikan
ini sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor. Kenaikan PPnBM DN juga
terjadi pada sektor Administrasi Pehaariden sektor Transportasi meskipun kontribusinya relatif
kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

. PPnBM Impor
Realisasi penerimaan PPnBM Impor meRgapdbtriliun dengan pertumbulxnls8se
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2021. Realisasi PPnBM |6 etacapai
target sebesar B8 triliunPeningkatan PPnBM Impor utamanya disebabkan oleh peningkatan
pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Kendemagkomeibusi 89,42%)
dengan pertumbuhan 47,43% dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 6,45%) dengan
pertumbuhan 82,94%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang
sampai dengan Desember 2022 tumbuh(y4y34%

m. PBB
Realisasi penerimaan PBB menRa@&i48riliun, dengan pertumbuba#d®s dibandingkan
realisasi periode yang sama tahun 2021. Pada periode ini realisasi PBB meht3p@osebesar
dari target sebesar2B®0 triliun.Pertumbuhan PBBhunini terutama ditopang oleh PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara dan PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang tumbuh
79,54% dan 18,26%.
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n. Pajak Lainnya
Realisasi pemaaan Pajak Lainnya mencapai Rp8i0d4 dengan pertumbukzd 3%
dibandingkan realisasi periode yang sama tahun [l .pRgk Lainnya mencapai?s 48
target sebesar Rpl1,38 trik@murunan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan
beberapa jenis setoran utama yaitu setoran Bunga Pétmaggmantumbidi,39%, setoran Bea
Meterai sebesd80,49%, Bunga Penagihan PPN sed22it%dan Penjualan Benda Meterai
sebesa#d,65%. Secara sektoral, penurunan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambang
dengan pertumbuh@an,92% ikiuti sektor Jasa Keuangan dan sektor Transportasi dan Pergudangan
dengan pertumbuhah,81% dad,79%.

B.2.12.a.Penjelasan Terkait Pemindahbukuan atas Setoran Penjualan Benda Meterai

Direktorat Jenderal Pajak telah melglerkamdahbukuan (Pbk) pada sistem administrasi Direktorat
Jenderal Pajak atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai) masa [
TahunAnggarar2022 yang salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran, salah Masa Pajak, sala
Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun 411612 atas kesala
kode akun pajak dengan nilai sebesar/RFZ(Ed,00.

b. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Beraiptdteun 2DRe tahun 2@atas kesalahan
masa datahun pajak dengan nilai sebeS&41Rp.0000.

c. Pemindahbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesala
kode akun pajak dengan nilai sebé&sz0MR0.

d. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis seto
danantar NPWP Penyetor pad20P&ilengan nilai sebesa25§500000,00.

Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi peneriyean tdialoJP
mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

B.2.13. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPahileté@Anggaran 2028alah sebesar
Rp14.531.938.008 atau 30150 persen dari target yang ditetapkan seBgdr770.136.000Q

Realisasi PNBRhun Anggaran 2@22 202adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3
berikut

Tabel V.B.23.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhi81l Desember 20@an 2021
(dalam rupiah)

31 Desember

: 31 Desember 2022 2021 Naik/
Uraian % (Turun)
Estimasi Realisasi Realisasi %
Pendapatan Dari PenjugBangelolaan 10.925.408.00 28.243.747.98 258,51 34.958.833.83  (19,21)
BMNdanluran Badan Usaha e e ’ DN '
Pendapatan Penjualan Dokumen 793.000 100,00 ) 100,00
dokumen Pelelangan
Pendapatan Penjualan Hasil Produk 203.148.12! 100,00  158.052.38 8548
Non Litbang Lainnya
Pendapatan dari Penjualan Tanah,
Gedung, dan 100,00 15.678.99¢  (10Q00
Bangunan
aig?rf‘pata” dari Penjualan Peralata 14.366.004.77 100,00 20.457.440.13  (29,78)
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Uraian

Pendapatan dari Pemindahtanganar
BMN Lainnya

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung,
Bangunan

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
Lainnya

Pendapatan BungBengelolaan Rekening
Perbankaydan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan Jasa Lembaga Keuang
(Jasa Giro)

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak
Negara dengan Surat

Paksa

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kel
Negarderhadap Pegawai Negeri Buk
Bendaharatau Pejabat Lain
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kel
Negarderhadap Bendahara

Pendapatan Denda

Denda Penyelesaian Pekerjaan
Pemerintah

Pendapatan Laimain

Penerimaan Kembali Belanja Pegaw
Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Baran:
Tahun Anggaran Yang

Lalu

Penerimaan Kembali Belanja Modal
Tahun Anggaran Yang

Lalu

Penerimaan Kembali Persekot/Uanc
Muka Gaiji

Pendapatan Anggaran-lzam

Jumlah PNBP Bruto
Jumlah Pengembalian PNBP
Jumlah PNBP Neto

31 Desember 2022

Estimasi
5.650.613.00

5.274.795.00

2.303.350.00

2.303.350.00

1.541.378.00

1.541.378.00
14.770.136.00

14.770.136.00

Grafik V.B.2.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Ragjtk
yang berakhi8l Desember 208an2021

Realisasi

8.366.806.64

5.195.987.33

21.008.10(

1.922.512.96

1.284.059.13

638.453.83:

4.582.319.36
4.582.319.36
10.129.635.07
1.043.578.67

1.702.352.12

6.361.800.39

261.476.61!

760.427.25
44.878.215.38
346.277.37!
44.531.938.00

(dalam jutaan rupiah)

%

148,07
98,51
100,00

83,4

5575

100,00

10Q00
10Q00
65718
10Q00

10Q00

10Q00

10000

49,33
303,84

301,50

® Cdp

31 Desember
2021

Realisasi
9.831.380.76
4.406.758.55

89.523.00(
2.106.773.85

14.389

1.668.408.53

407.651.71:

30.699.227
2.616.123.15
2.616.123.15
3.128.854.25
1.085.613.54

545.384.12:

908.962.44°

249.659.33°

339.234.80!
42.810.585.10
874.800
42.809.710.30

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, (i NNEGEGEEEEEE 27590

luran Badan Usaha

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbanifh, 1.921

dan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan Denda

Pendapatan Lain-Lai

m 31 Desember 2022
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B.2.14. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di at&shypeflaggarar2022terdapat pengembalian
pendapatan sebes&280.412.225.655.8MB Rengembalian pendapatan terséleusumberdari
pengembalian pendapatan pajak sdRy@&i.411.879.378.@dan pengembalian pendapatan PNBP
sebesar R346.277.3730.Total pengembali@ndapatan jika dibandingkan dé@iadgam Anggar2021
sebesaR{l96.103.394.853. DmengalarkienaikasebesaiRB4.308.830.801.8Batau sebesd?99
persen

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengeetddipatatahun anggaran
yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua
pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan tesuddng faka dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periogadmya pengembalRengembalian Pendapatan Nég2@22an 202adalah
sebagaimana Tabel V. B.2.1.4.tberiku

Tabel V.B.24..

Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhi8l Desember 2083an2021
(dalam rupiah)

Pengembalian d&®endapatan: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 I;(::L?:Eﬁgllq [{%L:\:Slrl:)/
Pengembalian Pajak 280.411.879.378.1  196.103.393.978.9 84.308.485.399.2! 42,99
Pengembalian PNBP 346.277.37! 874.800 345.402.57¢ 39.483,61
Jumlah 280.412.225.655.5  196.103.394.853.7 84.308.830.801.8: 42,99

Sepertiyang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi y
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atditesatergoida Kas Umum

Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Pe
Pencairan Dana (SP2D).

B.2.14.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sdtzpgim@na4la. berikut:
TabeVB2.14a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhi8l Desember 20dan 2021
(dalam rupiah)

Peggﬁ?:g;;’;fari 31 Desember 2022 31 Desember 2021 gfﬁﬂﬁﬁgﬁ E/;lﬂ\'rﬁ'nk)/
PPh NoMigas 54.783.463.845.1  63.033.281.222.4'  (8.249.817.377.32 (13,09)
PPN 223.851.061.455.1  132.109.415.239.0  91.741.646.216.0. 69,44
PPNBM 199.440.408.32 30.075.678.86 169.364.729.4¢ 563,13
PBB 223.847.824.5: 103.363.026.12 120.484.798.4( 116,56
Pajak Lainnya 22.778.306.80 5.932.173.00 16.846.133.8C 283,08
Bunga Penagihan Pajak 1.331.287.538.2; 821.326.639.3¢ 509.960.898.87 62,09
Jumlah 280.411.879.378.1  196.103.393.978.9  84.308.485.399.2 42,99

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang be3akiideseenber 20Z2besar
R®280.411.879.378.®4serta pengembalian pendapatan pajak -periode sebelumnya merupakan
produk dari Surat Ketetapan Pelplik Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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GrafikvB2.14.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhi81l Desember 2082n2021
(dalam miliaran rupiah)
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B.2.14.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2022346124030 sedangkan
pengembalian per 31 Desember 2021 adalah s8B4sE0@RD

GrafikvB2.14b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhi8l Desember 208dan2021
(dalam jutaan rupiah)
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www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



 Cdip 43

B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkapripsipsiefektif, efisien, dan ekonomis namun tetap
menjaminterlaksananya kegidtagiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Ba
dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak kikidssfitasarkan sumber dana, unit kantor
wilayah, dan jenis belanja

B.2.2.1. Belanja
Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajahpadiagfarar2022 dengan memperhitungkan
pengembalian belanja adalah seBgg®02.120.375.229 ataw®4,5Jersen dari pagu belanja dalam
DIPA sebesar &p61.829.957.000. Realisasi belanja fatmunAnggarar2022 mengalami kenaikan
sebesar B§63.802.235.580ataul2,2persen dari realisasi belanjafatdam Anggara@2isebesar
Rpr.038.318.139.680. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisadBabBatanjaebesar
R{AL.411.055.078.680dan kenaikan realisasi Belanja Modal seldesabP(p196.088 meskipun
terjadi penurunan realiBatinj®egawasebesar R§89.778.039.1,6B. Perbandingan antara realisasi
belanja neto dengan pagu ang@ananAnggara2022danTahun Anggarad2ldsebagaimana Grafik
V.B.2.2.1 bewik
Grafik V.B.2.2.1
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran

yang berakhiB1l Desember 208an31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)
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8.000 7038
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7.000
6.500

6.000
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Anggaran mRealisasi Belanja

Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut SuffdieunBaggarar?022 dan Tahun
Anggaraf021dapat dilihat padab€N.B.2.2. berikt

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi BeladgtoMenurut Sumber Dana
yang berakhi81Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 % 31 Desember 202 % Naik/
Anggaran Realisasi Realisasi (Turun)
Rupiah Murn| 8.361.111.710.0( 7.901.491.348.8! 94,50  7.035.414.974.6¢ 12,31
zg’g‘:ﬁ"“ar 718.247.001 629.026.37 87,58 2.903.165.00 (78,33)
Jumlah 8.361.829.957.0( 7.902.120.375.2; 94,50  7.038.318.139.6¢ 12,27
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B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Nptw Kantor Wilayah lingkup Direldemderal Pajak dapat dilihat pada Tabel
V.B.2.2.2. berikut:

TabeN.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhiBl Desember 2022 dan 2021
(dalanrupiah)

. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 o4 Naik/
Nama Kanwil —— % — Turun
Anggaran Realisasi Realisasi

Instansi Pusat 3.784.036.336.0( 3.563.695.059.0¢ 94,18  2.155.984.926.0° 65,29
Kanwil DJP Aceh 04.478.10500  90.825.491.83 96,13 122.047.486.81 (25,58)
Kanwil DJP Sumatera Utara | 112.348.724.0C  106.831.673.38 95,09 125.904.368.9¢ (15,15)
Kanwil DJP Sumatera Utara II 102.365.629.0C  96.341.835.05 94,12 122.882.117.31 (21,60)
Kanwil DJP Riau 109.104.076.0C  102.247.346.47 93,72 112.254.275.7C  (8,91)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jamt ~ 120.510.540.0C  112.753.591.26 93,56 122.624.209.05  (8,05)
ggﬂ‘é"&'fé;@‘;?atera Selatandanke . 30107500 150.561.443.06 96,33 157.225.981.32  (4,24)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 110.756.268.0C  107.147.640.36 96,74 112.954.926.76  (5,14)
Kanwil DJP Jakarta Pusat 209.514.299.0C  195.753.355.27 93,43 206.685.259.93  (5,29)
Kanwil DJP Jakarta Barat 145.705.382.0C  137.524.154.81 94,39 163.324.263.5¢ (15,80)
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 125.934.468.0C  119.342.98354 94,77 138.475.031.08 (13,82)
Kanwil DJP Jakarta Timur 135.582.509.0C  126.943.106.66 93,63 145.822.870.02 (12,95)
Kanwil DJP Jakarta Utara 116.575.102.0C  109.910.340.25 94,28 121.958.964.62  (9,88)
Kanwil DJP Jakarta Khusus 156.675.078.0C  148.769.560.5¢ 94,95 167.878.455.8¢ (11,38)
Kanwil DJP Banten 177.618.020.0C  169.382.148.31 95,36 184.500.963.3C  (8,19)
Kanwil DJP Jawa Barat | 207.406.216.0C  196.415.315.4¢ 94,70 214.729.816.17  (8,53)
Kanwil DJP Jawa Barat Il 147.478.203.0C  141.825.240.6€ 96,17 146.341.136.3C  (3,09)
Kanwil DJP Jawa Tengah | 191.388.964.0C  182.916.424.85 9557 207.412.540.5¢ (11,81)
Kanwil DJP Jawa Tengah II 148.803.667.0C  143.314.344.73 96,31 175.180.464.32 (18,19)
Kanwil DJP Dvlogyakarta 63.255.855.00  60.112.210.43 95,03 72.707.349.18 (17,32)
Kanwil DJP Jawa Timur | 131.335.671.0C  126.464.017.3C 96,29 144.759.266.48 (12,64)
Kanwil DIJP Jawa Timur II 191.529.803.0C  184.785.162.3C 96,48 182.536.830.4C 1,23
Kanwil DIP Jawa Timur Ill 163.350.850.0C  155.774.920.1C 95,36 174.281.765.32  (10,62)
Kanwil DJP Kalimantan Barat 88.334.819.00  82.271.002.08 93,14 86.950.153.32  (5,38)
Kanwil DJP Kalimantan Selatafedah ~ 130.428.088.0C  124.509.852.66 95,46 124.270.984.3¢ 0,19
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Ute 129.833.158.0C 124.880.803.93 96,19 132.700.060.42  (5,89)
-PF:EZ]V&L?;P Sulawesi Selatan, Baratd 154 591 171 0c  156.934.21032 92,71 174.823.599.12 (10,23)
é%?mggzzfn“:\jgi? Utara, Tengah, 132.607.401.0C  127.564.238.7C 96,20 157.939.404.47 (19,23)
Kanwil DJP Bali 82.444.86500  76.637.498.48 92,96 87.044.620.72 (11,96)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 116.561.379.0C  109.358.938.7C 93,82 125.107.942.12 (12,59)
Kanwil DJP Papua dan Maluku 109.595.921.0C  105.100.234.98 95,90 109.342.749.12  (3,88)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 81.265.790.00  76.941.158.33 94,68 90.058.191.57 (14,57)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II 167.822.619.0C  155.479.023.46 92,64 167.351.433.3¢  (7,09)
Kanwil DJP Jawa Barat Ill 164.129.564.0C  152.272.460.21 92,78 205.983.691.4S (26,08)
Kanwil DJP Kepulauan Riau 87.470.052.00  80.533.587.48 92,07 98.272.040.37 (18,05)
Jumiah Belanja 8.361.820.957.0( 7.902.120.375.2; 94,50  7.038.318.139.6¢ 12,27

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: BBklnjgd’Bgeayem)
dan Belanja Modal. Komposisi rebditsaga neto tersebut menurut jenigabstagaimana disajikan

TabeV.B.2.2.3. berikut:

yang berakhiBl Desember 2022 dan 2021

www.pajak.go.id

Tabel V.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja

(dalam rupiah)
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Uraian 31 Desember 2022 % 31 Desember 2021 o4 Naik/

Anggaran Realisasi Realisasi (Turun)
Belanja Pegawai 2.198.180.267.0( 2.121.033.125.5¢ 96,51 2.810.811.164.7( (24,54)
Belanja Barang 5.264.688.626.0( 4.950.656.318.9! 94,06 3.539.601.240.2¢ 39,86
Belanja Modal 898.961.064.0C 830.430.930.7€ 92,38 687.905.734.72 20,72
Jumlah 8.361.829.957.0( 7.902.120.375.2: 94,53 7.038.318.139.6¢ 12,27

Perbandingan Pagu Anggaran dan RBalisagi berdasarkan jenis belanjarahtuldnggara2022
dan Tahun Anggaran 2gtiagaimanarafik/.B.2.2.3.a. dan komposisiasiabglanja sebagaimana
Grafik/.B.2.2.3.b.berikut:
Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut JBeisinja
yang berakhi8l Desember 208an31 Desember 2021
(dalammiliararrupiah)

4.951
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GrafikVv.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhiB1l Desember 2022

Belanja Modal
10%

Belanja Pegawai
27%

Belanja Barang
63%
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B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai MétoAnggaral022adalah sebesa.121.033.125.58Q yang berarti
96,51persen dari pagu yang ditetapkan dalam DI®Z FAbesaR[2.198.180.267.000. Hal ini
berarti realisasi Belanja PegavediunTAnggaran 2022 mengalamipenurunan sebesar
R®8.778.039.188) ataw?4,5%ersen dafiahun Anggarad21l

Rincian Belanja Pegawd 22 sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut

Tabel V.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhi81l Desember 208an2021
(dalam rupiah)

31 Desember

Uit 31Desember 2022 % 2021 % Naik/

Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto  (Turun)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS ~ 2.140.746.452.0( 2.090.380.565.07 97,67 2.782.815.400.1f (24,88)
Belanja Gaji Pokok PNS 1.419.842.760.0( 1.413.430.426.4. 99,55 1.971.600.655.3¢ (28,31)
Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.676.00( 23.401.78¢ 87,73 32.310.76f  (27,57)
Belanja Tunj. Suamiflstri PNS 88.422.011.00  87.264.803.28 98,69  120.017.108.4: (27,29)
Belanja Tunj. Anak PNS 27.464.858.00  27.060.060.78 9853  37.207.739.34  (27,45)
Belanja Tunj. Struktural PNS 33.825.568.00  33.270.330.00 9836  46.921.844.61 (29,09)
Belanja Tunj. Fungsional PNS ~ 37.963.294.0C  37.433578.92 98,60  51.200.490.00 (26,89)
Belanja Tunj. PPh PNS 2.524.624.00 241214203 9554  3.226.262.99 (25,23)
Belanja Tunj. Beras PNS 79.050.205.00  78.264.394.02 98,99  109.484.893.0/ (28,52)
Belanja Uang Makan PNS 380.000.406.0  349.667.783.5( 89,89  356.120.269.6¢  (1,81)
.Eﬁg:;gjrf‘cﬁ/“s“;h g;e'g:pencil o 154.225.00! 143.600.000 93,11 206.725.00(  (30,54)
gﬁ'g”ja Tunjangan Khusus Pap, 446 148 0o 2.011.090.00 9829  3.110.170.00 (35,34)
Belanja Tunjangan Umum PNS ~ 60.407.677.0C  59.398.954.31 98,33  83.596.939.92 (28,95)
Belanja Lembur 57.433.815.00  30.652.560.48 53,37  27.995.75555 9,49
Belanja Uarigmbur 57.433.815.00  30.652.560.48 53,39  27.995.75555 9,49
Realisasi Belanja Pegawai Neto ~ 2.198.180.267.0( 2.121.033.125.5! 96,51 2.810.811.164.7( (24,54)

Penurunarealisasi Belanja PegawhaunAnggararz022 sebes&p689.778.039.155,00 &dib4
persen dafiahun Anggaraf21l
Grafik V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto

yang berakhi81l Desember 2083n2021
(dalam miliaran rupiah)
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B.22.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TatanAnggarar2022 adalah sebesBpt.950.656.318.908atau94,06
persen dari pagu yang ditetapkan dalamARBZ? sebesar Rp264.688.626.000 Hal ini berarti
realisasi Belanja Barang nelahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar
RAL.411.055.078.68Qatau 39,86persen dafiahun Anggaran 20Rincian Realisasi Belanja Barang
NetoTahumAnggara2022setagaimana Tabel V.B.2.2.5. herikut

TabeN.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhi8l Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

31 Desember

Lainnya

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

e 31 Desember 2022 % 2021 z_/lt_,u,\r,a,;/
Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto

BelanjaBarang Operasional 869.974.451.0C 833.149.327.61 95,78 814.137.748.3¢ 2,34
Belanja Keperluan Perkantoran 540.740.162.0C 527.038.942.4¢€ 97,47  499.035.424.2¢ 5,61
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 245.832.00( 223.519.71. 90,92 180.308.19( 23,97
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 115.091.842.0C 105.214.501.4¢ 91,42 99.745.735.19 5,48
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 62.381.235.00  60.079.034.61 96,31 59.951.888.67 0,21
Belanja Baraf@perasional Lainnya 110.360.770.0C 104.118.030.4€ 94,34  106.520.306.94 (2,26)
ngégﬁgg&gmor’erasma“a”ga”a” 4115461000 3647529888 88,63  48.704.085.14  (25,11)
Belanja Barang Non Operasional 1.674.040.132.0( 1.631.000.522.3¢ 97,45  891.128.520.7¢ 83,03
Belanja Bahan 90.571.374.00  78.969.527.49 87,19 51.188.569.80 54,27
Belanja Honor Output Kegiatan 4.882.157.00 3.598.786.00 73,71 3.986.557.60 (9,73)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.576.594.500.0( 1.546.547.198.0( 98,09 835.953.393.37 85,00
Belanja Peralatan dan Mdshstrakomptabel 1.992.101.00 1.885.010.87 94,62 - 100,00
Belanja Barang Persediaan 417.236.394.0C  355.444.526.32 8520  336.584.303.84 5,60
Belanja Barang Persediaan Barang Konsui 158.599.575.0C 147.209.803.27 92,82 137.362.082.2€¢ 7,17
Sgllafézssrang Persediaan Pita Cukai,Me 553 088 887.00  203.972.777.94 80,34  192.634.200.0C 5,89
Belanja Barang Persediaan Lainnya 2.556.017.00 2.481.977.00 97,D 2.482.790.91 (0,03)
ggfé‘éﬁ‘n?gg{‘g[gpersed‘ma”ga”a” 219191500  1.779.968.11 8121  4.105.230.66  (56,64)
Belanja Jasa 1.101.447.362.0( 1.028.611.410.2¢ 93,41 677.583.760.0¢ 51,81
Belanja Langganan Listrik 190.632.685.0C 184.045.063.1% 96,54 163.755.161.9C 12,39
Belanja Langganan Telepon 29.351.308.00 25.751.426.94 87,74 24.383.308.60 5,61
Belanja Langganan Air 7.795.929.00 6.533.037.05 83,80 6.277.527.94 4,07
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnyi 192.810.00( 177.566.22¢ 92,09 264.835.25:  (32,95)
Belanja Jasa Konsultan 1.033.850.00 1.033.840.12 100,00 190.476.00( 442,77
Belanja Sewa 359.357.405.0C 341.305.920.3¢ 94,98  355.760.941.1¢ (4,06)
Belanja Jasa Profesi 22.559.582.00  17.838.840.73 79,07 15.837.823.20 12,63
Belanja Jasa Lainnya 466.870.193.0C 436.479.689.3z 93,49 42.029.987.57 938,50
Belanja Jas@enanganan Pandemi CQ9ID 23.653.600.00 15.446.026.38 65,30 69.083.698.42  (77,64)
Belanja Pemeliharaan 584.131.012.0C 542.206.249.4Z 92,83 515.687.117.8% 5,14
Belanja Pemeliharaan GedunBatagunan 200.991.544.0C 195.244.306.6C 97,14  181.883.450.11 7,35
gzlgg%%zrnarégsgi:?‘iaan Pemetharaan 655.043.00( 600.198.61: 91,63 647.644.29¢ (7,33)
?Zf:gg:neamneggﬁéﬁgﬁggng dan Bangui 156.973.00( 115.744.03( 73,73 285.879.71.  (59,51)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangui 4 ge6 535 00 4.660.897.32 9597  2.391.721.19 9525
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31 Desember 2022

%

® Cdp

31 Desember

% Naik/

Uraian . (Turun)
Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesir 328.654.364.0C 302.993.787.6% 92,19  292.552.202.2F 3,57
Belanja Barang Persediaan Pemelinaraan 3.179.031.00 235117588 73,96  1.796.408.16 30,88
Peralatan dan Mesin
E:i'ﬁg;zpeme“haraa” Peralatan dan Mesir 904.600.00( 903.71450( 99.®  2.201.365.80  (58,95)
Belanja Pemeliharaan Jaringan 746.383.00( 738.411.47¢ 98,93 1.118.788.32  (34,00)
Belanja Pemeliharaan Lainnya 43.976.842.00  34.589.013.33 78,65 32.809.658.00 5,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 615.003.532.0C 558.412.304.87 90,91 304.416.519.9C 83,44
Belanja Perjalanan Biasa 526.901.089.0C 486.360.955.2¢ 92,31 265.488.306.7¢ 83,19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.610.946.00  38.981.193.71 75,53 22.762.005.68 71,26
Eﬁ't‘;”’a Perjalanan Dinas Paket Makimgy 3500.180.00  2.668.978.96 7625  5.679.358.60  (53,01)
pelanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Lt 37991.317.00 3040117695 9215  10486.848.86 189,90
Belanja Perjalanan Luar Negeri 2.855.743.00 1.831.977.99 64,15 63.269.36( 2.795,52
Belanja Perjalanan Bidsaar Negeri 2.855.743.00 1.831.977.99 64,15 63.269.36( 2.795,52
Realisasi Belanja Barang Neto 5.264.688.626.0( 4.950.656.318.9: 94,06 3.539.601.240.2¢ 39,86
Grafik V.B.2.2.5.
RealisasBelanja Barang Neto
yang berakhi8l Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiah)
2.000
1.631
1.500
1.029
1.000 833 814 891
678
542 516 558
500 355 337 304
] B . 2 0
0
Belanja BarangBelanja BarangBelanja Barang Belanja Jasa Belanja Belanja Belanja

Non Persediaan Pemeliharaan

Operasional

Operasional Perjalanan Perjalanan Lua

Dalam Negeri Negeri

m 31 Desember 2022 = 31 Desember 2022

Dalam realisasi belanja barang tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Bar
Nonpersediaan yang digunakan untuk pengadaan barang persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Satuan Kerja Nilai (Rp)

1. Kanwil DJP Sumat8edatan dan Bangka Belitung 192.950.00!

2. KPP Pratama Majene 4.218.00C

3. KPP Pratama Ambon 4.000.00C

4. KPDDP Makassar 353.143.17(
Total 554.311.17(

Hingga akhir periode pelaporan keukatganggaran 2022uditedkesalahapenggunaan kode MAK
Belanja Barang Nmrsediaan tersebut tidak bisa dilakukan koreksi SPM maupun revisi anggaran karena sis
pagu anggaran tidak tersedia.
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B.2.2.6. Belanja Modal
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Realisasi Belanja Modal rettorAnggara2022adalah sebes&B830.43030.760 yang berdott,38

persen dari pagu yang ditetapkan dalam RR22sEbesaRB98.961.064.000. Hal ini berarti realisasi

Belanja Modal netahlinAnggaran 2022engalankenaikasebesaRpl42.525.196.008 atalR0,72

persen dafiahun Anggara@21 Rincian Belanja ModdluhAnggara@022sebagaimana Tabel V.B.2.2.6.

berikut

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhi81 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

: 31 Desember 2022 31D2es§{nber % Naik/
Uraian % 0 (Turun)
Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto
Belanja Modal Tanah 2.262.708.00 2.107.806.48 9315  1.931.624.77 9,12
Belanja Modal Tanah 787.421.00( 659.716.69 83,78 504.493.18. 30,77
Belanja Modal Pengurukan 1.475.287.00 1.448089.79 9816  1427.13159 1,47
Pematangan Tanah
m‘;‘;‘a Modal Peralatan dan 363.402.347.0C 314.213476.3¢ 86,46 240.729.944.65 30,53
m‘:‘iwa Modal Peralatan da 363.311.035.0C 314.122.400.05 8646 240.129.377.67 30,81
Belanja Modal Peralatan da
Mesin Penanganan Panden 51.000.00C 50.949.00( 99,90 583.978.96. (91,28)
COVIEL9
Belanja Penambahan Nilai 40.312.00( 40.118.30¢ 99,52 16.588.00( 141,85
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan 77.351.855.00 70.741.252.02 9145 190.755.549.0¢ (62,92)
Bangunan
Belanja Modal Gedung dan 11.452.396.00 10.817.70473 94,46 116.745502.47 (90,73)
Bangunan
Belanja Modal Pengosonga 63.610.00( 63.270.00C 99,47 - -
danPembongkaran Banguni
Belanja Penambahan Nilai 65.835.849.00 50.860.277.28 90,92  74.010.046.61 (19,12)
Gedung dan Bangunan
BelanjaMlodalalan, Irigasi dan i i i 136.730.00( (100,00
Jembatan
Bel_anja Penambahan Nilai i i i 136.730.00( (100,00)
Jaringan
Belanja Modal Lainnya 455.944.154.0¢ 443.368.395.8¢ 97,24 254.351.886.2z 74,31
Belanja Modal Lainnya 447.627.201.0C 435.346.212.02 97,26  253.503.209.4z 71,67
Belanja Penambahan Nilai
Tetap Lainnya dan/atau Ase 8.316.953.00 8.022.183.86 96,46 758.676.80: 957,39
Lainnya
Realisasi Belanja Modal Neto 898.961.064.0C 830.430.930.7€ 92,38 687.905.734.7z 20,72

Grafikv.B.2.2%.
Realisasi BelanjdodalNeto
yang berakhi8l Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalammiliaranrupiah)
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500,00 443,37
400,00 314,21
300,00 240,73 254,35
190,76
200,00
100.00 2,11 1,93 _ 0,00 0,14
000 [ R
Belanja Modal Tanah Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin ~ Gedung dan Irigasi dan Jembatan Lainnya
Bangunan

m 31 Desember 2022 m 31 Desember 2021

Dalam realisasi Belanja Modal tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Modal Penaml
Nilai Aset Tetap, dengan riselaagai berikut:

No.  Nama Satuan Kerja ~ Kode Akun Nama Akun Realisasi (Rp)
1 KPP Pratama Ende 532121 ll?/lee};r:]ja Penambahan Nilai Peralatan da 40.118.30-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Li 48.951.00(

2. Kanwil DJP Jawa Teng: 536121 dan/atau Askainnya

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Li 7.973.232.86
dan/atau Aset Lainnya

Total

3. KPP Madya Dua Bandu 536121
8.062.302.17

Hingga akhir periode pelaporan keukalgamAnggaran 2022 Audited, kesalahan penggunasiiikode
Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap tersebut tidak bisa dilakukan koreksi SPM maupun revisi ang
karena sisa pagu anggaran tidak tersedia.

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas beladjpgdagtem Anggara@22adalah
sebesar Rpl.943.452.9@0 atau naik sebesar25,70 pers@ dari tahun sebelumnya sebesar
RpL.546.139.84. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut

TabeN.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhiBl Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

. Kenaikan/ % Naik/
Uraian 31 Desember 202; 31 Desember 202
(Penurunan)  (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai 398.731.32( 623.529.64( (224.798.32C (36,05)
Pengembalian Belanja Barang 1.544.721.64 830.160.20( 714.561.44: 86,08
Pengembalian Belanja Modal - 92.450.00( (92.450.000 (100,00)
Jumlah 1.943.452.96 1.546.139.84 397.313.12 2570
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GrafikVv.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhi81l Desember 2022 dan 2021
(dalam jutaan rupiah)

2.000

1.545

1.500

1.000 830

624
500 399

,

Pengembalian Belanja Pegawai Pengembalian Belanja Barang Pengembalian Belanja Modal

m 31 Desember 2022 m 31 Desember 2021

B.2.2.8 Penjelasan atas Realisasi BalatgamRangka Penanganan Pand@umiona Virus Disease
Tahun Anggaran 2082n Penghematan Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka percepatan penan@O¥iEL9, DJP memfokuskamgaran sesuai dengan SE
6/MK.02021 Sampai dengan Triwularahyr2022, atuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi
anggaratelanja barang penanga@@VIEL9 yang semusenilai Ri08.485.419.000 menjadi
sebesaR67.157.098.000 dan belanja modal penang@@WlEL9yang semula RpOdenjadi
sebesaRH1.000.0000.

1. Belanja Barang
Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanda@atBharahasar
Rp67.157.098.000 Angaran tersebut terserap sebe&®.&y.037.400dengan rincian sebagai

berikut
TabeNV.B.2.81.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi @9VID
yang berakhiBl Desember 2022

(dalam rupiah)
Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapar
Belanja Barang OperasioRananganan o
521131 O COVID 41.154.610.00 36.475.298.88 88,63%
521841 gg%ﬁ‘g?ara"g Persedidananganan Pandel 191 91500 1.779.968.11 81,21%
522192 Belanja JasaPenanganaPandemi COVID 23.653.600.00 15.446.026.38 65,30%

Belanja Pemeliharaan GedBeganganan

523114 O - COVID 156.973.00(  115.744.03 73,73%
Jumlah 67.157.098.00 53.817.037.41 80,14%

Grafikv.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi @9QVID
yang berakhi8l Desember 2022
(dalammiliararnrupiah)
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45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00 : — : .
Belanja Barang Belanja Barang . Belanja Pemeliharaan
. . Belanja Jasa -
Operasional - Persediaan - . Gedung -
. Penanganan Pandemi .
Penanganan PandemiPenanganan Pandemi COVID-19 Penanganan Pandemi
COVID-19 COVID-19 COVID-19
m Pagu 41,15 2,19 23,65 0,16
Realisasi 36,48 1,78 15,45 0,12

2.Belanja Modal

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan {i&nsieineis@OVID
RB1.000.000Q Anggaran tersebut terserap sebeS@r9Bp0000 pada Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut

TabeN.B.2.28.2.a.
BelanjaModaluntuk Penanganan Pandemi C&9ID
yang berakhi81 Desember 2022
(dalam rupiah)

Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapar
532119 Belanja Modal Peralatan dan M

i Penanganan Pandemi CAYID 51.000.001  50.949.00! 99,90

Jumlah 51.000.00(  50.949.001 99,90

Pada Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderakiigaktnpenambahan pagu anggaran yang
bersumber dédainjutan kegiatan yang did#araihibah luar negeri yRithlic Financial Management

Multi Donor Trust FuhdTahumAnggaran 202g8réntno. TFOB5420) yang tidak tersirgghun
anggaran 2021 sebeRa411.647.000,00 serta telah mendapat pengkdatidirektur Jenderal
Anggaramelalui surat Direktur Jenderal Anggaran-hdhaGBAG.3/2022 tanggal @@tD22 hal
Pengesahan Revisi Anggaran Tahun Ang@aarUnit Organisasi Direktteatleral Pajak,
Kementerian Keuangan (revisi 8elain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan revisi anggaran
dalam rangka sentralisasi gaji berdasgrp@msan Menteri Keuangan Repguodibkesia Nomor
107/KMK.01/2022 (KMK 107/28@@)ng Pelaksanaan Sentral®asibayaran Gaji Pegawai di
Lingkungan Kementerian KeuaagaiNota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND
418/SJ.1/2022 tanggah@®il 2022 hd&telaksanaan Revisi Anggaran DalarkaR&egtralisasi
Pembayaran Gdflegawai di Lingkungan Kementerian KeuAnggaran semula sebesar
RB.550.669.857.000dan setelah revisi terakhir menjadi sd®@s361.829.957.000sehingga

pagu anggaran menjadi sebagai berikut:
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TabeNV.B.2.28.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggara2022
(dalam rupiah)

Uraian Anggaran Semula (Rp) Anggaran Setelah Revisi (R|
Belanja Pegawai 2.643.362.943.0 2.198.180.267.0
Belanja Barang 5.212.640.169.0 5.264.688.626.0
Belanja Modal 694.666.745.0( 898.961.064.0(
Jumlah Belanja 8.550.669.857.01 8.361.829.957.0

TabeV.B.2.28.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun AnggaraR022
(dalammiliaranrupiah

m Anggaran Semula = Anggaran Setelah Revisi

6.000

5213 5.265

5.000

4.000

3.000 2.643

2.198
2.000
899
1.000 695
. ]
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
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C.PENJELASAN ATAS PRSS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagaimane
Tabel V.C.1 berikut:
Tabel V.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalanrupiah)

0 :
Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021  Kenaikan/ (Penurunai ({T_L:\:S':)/
Aset 69.277.022.394.5! 73.246.528.467.3: (3.969.506.072.81 (5,42)
Kewajiban 9.507.371.062.5( 20.145.937.673.0- (10.638.566.610.5° (52,81)
Ekuitas 59.769.651.331.9! 53.100.590.794.2° 6.669.060.537.7: 12,56

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.277.022.394.505,20 yang terdiri dari Aset Lanca
sebesar Rp30.174.318.280.016,20, Aset TetafRp@8e84r.485.389.405,00, Piutang Jangka Panjang

sebesar Rp2.206.267.194,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp823.012.457.890,00. Jumlah Kewajiban per 31
Desember 2022 adalah sebesar Rp9.507.371.062.507,30 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
Sementara itu, jiaim Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,90.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.969.506.072.814,00 dari jumlah
Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.246.528.467.319,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh
penurunan  kewajiban sebesar Rp10.638.566.610.537,00 dan dert@ikan sebesar
Rp6.669.060.537.722,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2024simgaséedpesar
Rp30.174.318.280.016,20 dan Rp34.313.231.607.924,00. Aset Lancar mgangakdraragdan

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 dan 3:
Desember 2021 disajikan sétmama Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 202 31 Desember 202 NEENET 0 NETIS

Penurunan /(Turun)
Kas di BendataPengeluaran 112.699.65! 168.052.60:! (55.352.958 (32,94)
Kas Lainnya dan Setara Kas 4,994.94¢ 256.129.54: (251.134.59¢ (98,05)
Belanja Dibayar Dimytegaiyl 215.761.806.1¢ 235.861.324.81  (20.099.518.65 (8,52)
Uang Muka Belargeepayment 164.135.42 355.790.67. (191.655.25: (53,87)
Pendapatan yang Masih Harus Diter  1.374.382.216.7¢ 4.667.858.628.2 (3.293.476.411.4% (70,56)
Piutang Perpajakan (neto) 28.299.666.530.9° 29.150.286.445.0' (850.619.914.16 (2,92)
Piutanddukan Pajak (neto) 8.779.931.55 - 8.779.931.55 100,00
Bagian Lancar TP/TGR (neto) 26.811.70¢ 36.790.31: (9.978.602 (27,12)
Persediaan 275.419.152.8¢ 258.408.446.6% 17.010.706.23 6,58
Jumlah 30.174.318.280.0 34.313.231.607.9: (4.138.913.327.9C (12,06)

www.pajak.go.id
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C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00. Kas di Bendal
Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp55.352.958,00 atau 32,94 perseBld&esatdoepe
2021 sebesar Rp168.052.608,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan
bulan berikutnya dan Saldlme Added T&XAT)Refund For Tourigidapun rincian Kas di Bendahara
Pengelaran adalah sebagai berikut:
Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil 31 Desember 31 Desember Kenaikan/ % Naik/
2022 2021 Penurunan (Turun)
Kantowilayah DJP Jakarta Timur 109.864.65! 148.648.90: (38.784.258 (0,26)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Bar 2 835.00C ) 2 835.00C 100,00
Tenggara
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengs |
Gorontalo dan Maluku Utara ) 192.700 (192.700; (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat IlI - 19.211.00( (19.211.000 (100,00)
Jumlah 112.699.65! 168.052.60! (55.352.958 (32,94)

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2(RR46Bds249,20. Jika dibandingkan dengan
31 Desember 2021 sebesar Rp256.129.548,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp251.134.599,00 a
mencapai 98,05 persen
Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2@ 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil 31 Desember 202 S [DEEEnMIEE) SEENE % Naik/ (Turun)
2021 Penurunan

Kantor Wilayah DJP Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka - 3.341.98¢ (3.341.984 (200,00)
Belitung
Kantor Wilayah DJP Jalutat - 9.271 (9.271) (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | - 4.162 (4.162) (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 0,20 0,20 - 0,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan | - 248.004.91 (248.004.917% (100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan ¢ ) 411 (411) (100,00)
Tengah
Kanwil DJP Kalimantan Timur da . 200 (200) (100,00)
Utara
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Se ) 3.417.30C (3.417.300 (100,00)
Barat dan Tenggara
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Ut: d
Tengah, Gorontalo dan Maluku U 1.271.738 (1.271.735 (100.00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara - 342 (342) (100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat IlI 4.994.94¢ 79.226 4.915.72°% 6204,68
Jumlah 4.994.949,. 256.129.548, (251.134.59¢ (98,05)
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C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja DibayBimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember
2022 adalah sebesar Rp215.761.806.159,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp235.861.324.816,C
sehingga terjadi penurunan sebesar 8,52 persen atau sebesar Rp20(99.518.657,0

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

0 :

Nama Kanwil 31 Desember 2022 Sl BB Kenaikan/ Penurunan b INELY

2021 (Turun)
Kantor PusBtirektorat Jenderal Paja 17.100.000.0C 13.488.587.78 3.611.412.21 26,77
Kantor Pusat Pengolahan Data dan 3.673.638.04  2.114.365.00 1559.273.04 73,75
Dokumen Perpajakan
| . . .49¢

Kantor Wilayah DJP Aceh 314.635.01 5.993.654.51 (5.679.019.49 (94,75)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utar 31.468.50( - 31.468.50( 100,00
Kantor Wilayah DJP Riau 295.673.50! 2.788.581.86 (2.492.908.36° (89,40)
?:rrr‘]t;r Wilayah DJP Sumatera Bare 217.404.73,  195.890.92 21513800 10,98
Kantor Wilayah DJP Sumatera Sele 2.315.008.47  453.646.94: 1.861.451.52 410,33
dan Kep. Bangka Belitung
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan 2.083.216.57 671.839.95 1.411.376.61 210,08
Lampung
Kantor W||ayah DJP Jakarta Pusat 11.951.383.02 11.603.070.93 348.312.09: 3,00
Kantor W||ayah DJP Jakarta Barat 20.455.166.6¢€ 24.610.416.66 (415525000( (16,88)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selata 18.676.000.0C 20.575.254.92 (1.899.254.92! (9,23)
Kantor W||ayah DJP Jakarta Utara 18.780.000.0C 19.523.166.6€ (743166667 (3,81)
Kantor W||ayah DJP Jakarta Khusu 9.468.086.59 9.344.576.99 123.509.59: 1,32
Kantor Wilayah DJP Banten 5.058.961.44 9.920.322.30 (4.861.360.86( (49,00)
Kantor W||ayah DJP Jawa Barat Il 3.967.500.00 4.213.843.08 (246343085 (5,85)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah | 394.602.62! 818.009.64! (423.407.02¢  (51,76)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah | 1.602.916.66 1.283.333.33 319.583.33 24,90
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | 18.335.00( - 18.335.00C 100,00
Kantor W||ayah DJP Jawa Timur |l 4.302.659.17 917.633.33. 3.385.025.83 368,89
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il 60.000.00( 60.000.00¢ - 0,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Se 2.599.707.39  1.423.990.00 1.175.717.39 8257
dan Tengah
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tir 5.802.313.73  5.454.166.75 348.146.97; 6,38
dan Utara
Kantor Wilayah DIP Sulawesi Selat 526.468.33  720.629.26! (194.160.93¢  (26,94)
Barat dan Tenggara
Kantowilayah DJP Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo dan Maluku Uta - 2.055.617.60 (2.055.617.60(  (100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali 99.597.80: 97.961.35¢ 1.636.44¢ 1,67
Kantor W||ayah DJP Nusa Tenggar‘ 859.105.83: 2.258.065.83 (139895999( (61,95)
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Nama Kanwil 31 Desember 2022 e ggszelmber Kenaikan/ Penurunan Z/Tou’\rlt?:;/
dKaarrllt,i)A;\l/L\jlli(lﬁyah DJP Papua, Papua i 10.185.26" (10185267 (100,00}
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selata 30.844.315.5€  30.711.416.02 132.899.54 0,43
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |l 12.042.591.65  18.805.785.73 (6.763.194.08(  (35,96)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Ria 15.664.583.32  20.303.750.0C (4.639.166.66°  (22,85)
Jumlah 215.761.806.1f 235.861.324.81 (20.099.518.65 (8,52)

C.2.1.4. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2(
adalah sebesar Rp164.135.420,00 dan per 31 Desertirrs20Rp355.790.673,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil 31 Desember 202 31 Desember 202 F},(:r:i's?g:] E"/I("ul\rll?rlwl;/
Kantor Wilayah DJP Aceh 5.278.96( 13.177.60( (7.898.640 (59,94)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara Il 7.695.80( - 7.695.80( 100,00
Kantor Wilayah DJP Riau 4.272.40( 36.578.76( (32.306.360 (88,32)
?:;t;r Wilayah DJP Sumatera Barat de 29.815.19¢ 6.854.40( 22.960.79¢ 334,98
Eggfoé :X;gaé‘eﬁt‘]ui;“matera Selatan 20.347.67( 9.584.37C 10.763.30( 112,30
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lam 42.513.97( 103.769.69:i (61.255.728 (59,03)
KantoWilayah DJP Jakarta Pusat 2.215.02( 6.645.06( (4.430.040  (66,67)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat 1.902.42( - 1.902.42C 100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan | - 1.055.70¢ (1.055.700  (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara 2.865.80( 14.288.42( (11.422.62C (79,94)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus 2.775.84( - 2.775.84( 100,00
Kantor Wilayah DJP Banten 2.654.19( - 2.654.19( 100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | 3.988.46( 21.408.80° (17.420.347 (81,37)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat || 6.766.33¢ 34.121.60( (27.355.266 (80,17)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah | 884.730 6.662.54( (5.777.810  (86,72)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I 1.020.50¢ 7.143.50C (6.123.000  (85,71)
Kantor Wilayah DDR. Yogyakarta - 4.599.98( (4.599.980  (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | - 3.278.31( (3.278.310  (100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II 6.064.66( 34.256.25( (28.191.59C (82,30)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il 2.925.44( - 2.925.44( 100,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat 2.235.66( 6.068.22( (3.832.560 (63,16)
?:Qghw'layah DJP Kalimantan Selatal 6.555.44¢ 14.408.69¢ (7.853.250  (54,50)
gggt%\ggz{:h DJP Sulawesi Selatan, 4.958.66( 12.390.96( (7.432.300  (59,98)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Te 3187 71C ) 3187 71C 100,00

Gorontalo dan Malut
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; 0 .
Nama Kanwil 31 Desember 202 31 Desember 202 NEEN G 40 NETLY
Penurunan (Turun)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara 974.890 19.497.80( (18.522.91C (95,00)
Kantor Wilayah DIHRva Barat Ill 2.235.66( - 2.235.66( 100,00
Jumlah 164.135.42( 355.790.67: (191.655.25: (53,87)

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pe
Desember 2022 adalah seb&yal.374.382.216.7608&n per 31 Desember 2021 sebesar
Rpt.667.858.628.204

Tabel V.C.24.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Nama Kanwil 31Desember 202 31Desember2021  foranar/ % Naik/ (Turun)

enurunan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pa 1.374.379.344.9. 4.667.856.844.4t (3.293.477.499.53 (70,56)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I 2.871.83¢ - 2.871.83¢ 100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il - 1.496.00(C (1.496.000 (100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali - 287.750 (287.750 (100,00)
Jumlah 1.374.382.216.7¢ 4.667.858.628.2. (3.293.476.411.4E (70,56)

Pendapatayang Masih Harus Diterima merupakan akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerima
yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2022 yRegdéasitariarus Diterima pada

Satker KPDJP per 31 Desember 2022 berdasarkan berita ad#tashasihgbitungan belanja subsidi
perpajakan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.374.379.344.927,00. Pendapatan Perpajakan
tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan sa
dengan 31 Desemi@22berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajaka
Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh
Panas Bumi sebesar Rp666.708.245.363,00 dan Subsidi PPh DTP SRRNesdfalas
Rp33.388.410.699,00. Selain itu, terdapat potensi pajak tahun 2022 yang berasal dari Subsidi Pajak DTF
PEN tahun 2022 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerin
pajak dari Subsidi PPN DTP Alkegak&in sebesar Rp123.418.589.208,00, PPN DTP Rurdah Tapak
Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074,00, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebes
Rp42.930.305.015,00, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp77.990.411.568,00.
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C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo PiutarRerpajakan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp67.687.303.620.366,60. Rincian mute
piutang pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

TabeN.C.2.1.6.
Mutasi Piutang Pajak
Per31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No Uraian Nilai (Rp)
SaldAwal 68.886.856.127.1
Penambah Piutang
72.263.706.372.4
8.021.394.087.4(
19.276.414.557.6.

Penetapan Pajak
InkrachKetetapan
Upaya Hukum Menambah

Penerbitan Kembali Menambah
Pindah Masuk

Selisih Kurs Menambah
Koreksi Menambah

Tambah Lain

Total Penambah

177.471.612.9¢
1.166.750.515.4:
219.337.268.0¢
1.303.305.696.6¢
837.011.144.17
103.265.391.254.7

3 Pengurang Piutang
Pembayaran 53.169.506.571.9
Pemindahbukuan 1.499.350.951.3¢
Kompensasi 7.357.924.008.6-
Upaya Hukum Berkurang 26.550.443.947.8
Penerbitan Kembali Berkurang 1.108.189.285.2(
Pindah Keluar 1.166.750.515.4:
Selisih Kurs Berkurang 1.201.024.10
Koreksi Berkurang 6.237.698.566.0t
Kurang Lain 1.914.899.947.2¢
Hapus Buku 5.458.978.943.6¢
Total Pengurang 104.464.943.761.5

4 Saldo Akhir 67.687.303.620.3

5 Nilai Penyisihan 39.387.637.089.4.
Saldo Neto 28.299.666.530.9.

1. Mutasi Tambah Piutang
Mutasi tambah piutang terdir{tlapenambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir
(ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah j
temp dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menam
nilai piutan@ealized gain and unrealized dam(2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya
yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang
Mutasi kurang piutang terdir(ldapengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran
piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputus
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengutetagiapiutang, ke
pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi n
uang asing yang mengurangi nilai pieatiged loss and unrealized |ges)ghapusan piutang
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sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapusigagpggrhitungan lebih bayar (PLB); dan (2)
Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lair
pengurang periode lalu).

Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP nerkedengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas

kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat seba

penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui aatat¢etmdam di

penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan |

yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP ti
melakukan upaya hukum atau tepdapsan hukumkrachyang berdampak pada penambahan
piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dal
pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ¢
ketetapan @ yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukur
menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakuk
penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengabagencatat
penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

Selama Tahun 2021 dan 2022, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohor

keberatan kepada Kantor Wilayah DJP dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. Na

denikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, den
rincian sebagai berikut:

a. Ketetapan Pajak yang terbit Tahun 2022 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak kare
masih dalam rentang waktu yang dikepkaia WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan
atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 167.831 ketetapan pajak senil
Rp35.533.808.623.763,00 dan USDZBAL72, serta yang masih dalam rentang waktu untuk
mengajukan upaya hukum adrvapding atas keputusan keberatan sebanyak 2.643 ketetapan
pajak senilai Rp9.607.765.283.247,00 dar6AER400; dan

b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak Tahun 2022 karena masih dal
upaya hukum (keberatan atau bandinggny&@eb10.404 ketetapan pajak senilai
Rp30.035.898.306.859,00 dan U3B@2ER00 dalam proses keberatan, dan 17.934 ketetapan
senilai Rp83.908.557.651.212,00 da®QEBR760200 dalam proses banding.

. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan NatarKgimmbetulan, pengurangan, penghapusan,

dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang d:
mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya e
sebagian, menolak,nambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan.
Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputu
sedangkan pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan diakui pada saagkzerakhirnya jan
waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim day
mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan a
putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, t
dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalk
Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pabitkeaabditearPelaksanaan Putusan
Banding (SP2B).
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Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding, terdapat 357 Putusan Banding yang diter

Tahun 2021 dan 2022 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan I

Tahun Anggaraf22 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 26 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp46.205.786.120,
dan USD4581700 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2022; dan

b. sebanyak 331 Putusan Banding dengan nilai Keputusetan Kebebesar
Rp1.383.715.318.877,00 dan .U&123386 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang
diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jend
Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan der
amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat difgkinaa. [Hetang pajak atas Putusan
Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksan
Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapanBjaBatusan Pe

Kembali yang diterima Tahun 2021 dan 2022 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak da

Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 23 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesardRp IR@EM517
USD33.4200 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2022; dan

b. sebanyak 12 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp64.607.553.123,00
USD9481900 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pemiagtulan Putus
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2022 adalah seb
Rp67.687.303.620.366,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.886.856.127.125,60. Rinc
piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.b. berikut:

TabeN.C.2.1.6.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per31 Desember 2022
(dalam ribuan rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (F'fsr']‘jr'ﬁﬁg’n ) ((?u';'u‘?:')‘/
Piutang PPh Minyak Bumi 34.550.11+ 3.725.47¢ 30.824.63¢ 827,40
Piutang PPh Pasal 21 1.595.876.80 1.759.347.12 (163.470.317 (9,29)
Piutang PPh Pasal 22 649.598.29: 634.365.32; 15.232.96¢ 2,40
Piutang PPh Pasal 22 Imp 1.060.30¢ 249.351 810.958 325,23
Piutang PPh Pasal 23 1.774.803.92 1.788.614.05 (13.810.130 0,77)
(F;iru;ra]\ggplr:;tf:dli?asal 25/29 2.074.435.43 2.136.776.48 (62.341.047 (2.92)
E:ngg PPh Pasal 25/29 17.859.792.87 17.632.074.64 297 718.22° 1,29
Piutang PPh Pasal 26 1.252.266.37 1.080.220.21 172.046.16: 15,93
Piutang PPh Final 3.263.144.66 3.766.034.91 (502.890.25¢ (13,35)
Piutang PPN Dalam Negel 26.560.361.89 25.422.538.04 1.137.823.85 4,48
Piutang PPN Impor 17.400.11¢ 20.523.29: (3.123.178 (15,22)
Piutang PPnBM dalam Ne: 108.153.88! 214.846.72. (106.692.83¢ (49,66)
Piutang PBB Perkebunan 1.347.967.48 1.441.595.10 (93.627.624 (6,49)
Piutang PBB Kehutanan 627.948.22. 742.628.777,3 (114.680.55¢ (15,44)
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Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 NEEN RO INETLY
(Penurunan) (Turun)
Piutang PBB Pertambange 2.640.737.95 2.812.442.69 (171.704.737 (6,11)
Piutang PBB Lainnya 84.900.26" 66.624.09¢ 18.276.16¢ 27,43
Piutang Beaekérai 8.573.26¢ 4.109.842 4.463.42% 108,60
Pll_Jtang Pajakdak Langsun 1.761.721 4.499.96¢ (2.738.247 (60,85)
Lainnya
E:;J:]ang Bunga Penagihan 4.101.569.60 5.112.599.43 (1.011.029.83¢ (19,78)
Ilel)J’t\lang Bunga Penagihan 3.668.295.35 4.143.211.53 (474.916.18¢ (11,46)
Piutang Bunga Penagihan 14.105.07¢ 99.829.02¢
PPRBM (85.723.953 (85,87)
Jumlah 67.687.303.62 68.886.856.12 (1.199.552.50¢ (1,74)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami
kenaikan nilai dan penurunan niledrdédiut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang Pajak Bea Meterai, Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPh

Minyak Bumi, Piutang PPh Pasal 25 Badan, Piutang PPh Pasal 26, dan Piutang PPN Dalam Negeri
terjadi kenaikan karenadpat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek
kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkracht dan/atau upaya
hukum. Sedangkan untuk Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Orang Pribadi,
Pitang PPN Impor, Piutang PPh Pasal 4 ayat (2), dan Piutang PPnBM Dalam Negeri terjadi
penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian
melalui upaya hukum, dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Untuk PiutangBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT,
SKP PBB, STP PBB dan/atau adanya upaya hukum yang menyebabkan jumlah pajak yang masih
harus dibayar bertambah. Sedangkan Piutang PBB terjadi penurunan pada Piutang PBB Perkebunan,
Piutang PBB Kehutanan, Piutang Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi, dan
Pertambangan Non Migas karena pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak,
penyelesaian melalui upaya hukum, dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Untuk Piutang iJa Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, Piutang Bunga Penagihan
PPnBM, dan Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya terjadi penurunan karena terdapat pelunasan
melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum, dan/atau ketetapa
tersebut telah daluwarsa.

Rincian piutang pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel
IV.C.2.1.6.c. berikut:
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Kode_ Nama Kanwil
Kanwil
010 Kanwil DJP Aceh
020 Kanwil DJP Sumatera Uta
030 Kanwil DJP Sumatera Uta
040 Kanwil DJP Riau
Kanwil DJP Sumatera Bar
050 .
dan Jambi
060 Kanwil DJP Sumatera
Selatan dan Kep. Babel
070 Kanwil DJP Bengkulu dan
Lampung
080 Kanwil DJP Jakarta Pusat
090 Kanwil DJP Jakarta Barat
100 Kanwil DJP Jakarta Selate
110 Kanwil DJP Jakarta Timur
120 Kanwil DJP Jakarta Utara
130 Kanwil DJP Jakarta Khust
140 Kanwil DJP Banten
150 Kanwil DJP Jawa Barat |
160 Kanwil DJP Jawa Barat I
170  Kanwil DJP Jawa Tengah
180  Kanwil DJP Jawa Tengah
Kanwil DJP Daerah Istime
190
Yogyakarta
200 Kanwil DJP Jawa Timur |
210 Kanwil DJP JaWwamur I
220 Kanwil DJP Jawa Timur Il
230 Kanwil DJP Kalimantan B:
240 Kanwil DJP Kalimantan
Selatan dafengah
250 Kanwil DJP Kalimantan Ti
dan Utara
Kanwil DJP Sulawesi Sele
260
Barat dan Tenggara
270 Kanwil DJBulawesi Utara
Tengah dan Maluku Utara
280 Kanwil DJP Bali
290 Kanwil DJP Nusa Tenggal
300 Kanwil DJP Papua dan
Maluku
310 Kanwil DJP Wajib Pajak
Besar
320 Kanwil DJP Jakarta Selatz
330 Kanwil DJP Jawa Barat Il
340  Kanwil DJP Kepulauan Ri
Jumlah
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31 Desember 2022

667.853.56'
1.073.930.17
475.437.58:
1.414.815.59

1.504.113.82

2.013.919.48

684.116.39!

2.721.639.25
2.573.480.79
3.416.988.48
1.925.298.90
6.200.597.26
5.700.069.02
2.776.806.09
2.436.929.90
1.169.455.83
1.362.201.59

949.446.72:

345.188.16:

1.508.663.40
1.269.437.26
1.511.267.37
1.054.003.04

2.728.862.36

3.180.535.43

2.088.891.21

779.873.44
768.468.51!
524.726.83
607.931.92¢

6.881.448.64

2.350.231.57
1.809.598.86
1.211.075.03
67.687.303.62

31 Desember 2021

641.167.22!
1.164.224.16
418.957.99
1.335.844.84

1.217.771.38

2.298.058.92

652.135.60!

2.508.531.90
2.154.006.21
3.925.819.39
2.174.974.81
6.156.766.06
6.960.467.09
2.526.847.83
2.454.473.32
1.116.504.82
1.913.403.43
1.051.464.63

326.094.84!

1.472.756.36
1.132.752.74
1.118.530.78
1.043.400.95

2.630.054.97

3.131.912.71

1.772.515.76

745.971.08!
720.926.83:
490.736.75!
586.698.46'

7.621.237.25

2.332.000.97
1.747.495.47
1.342.350.46
68.886.856.12

Kenaikan/
(Penurunan)

26.686.34"
(90.293.983
56.479.59¢
78.970.74¢

286.342.44;
(284.139.437

31.980.78¢

213.107.35:
419.474.57:
(508.830.91(
(249.675.912
43.831.20°
(1.260.398.07:
249.958.26!
(17.543.422
52.951.00°
(551.201.83¢
(102.017.91¢

19.093.31:

35.907.04(
136.684.511
392.736.59:

10.602.09:

98.807.38¢

48.622.71¢

316.375.45-

33.902.36:
47.541.68"
33.990.08(
21.233.46:

(739.788.60¢

18.230.59¢
62.103.38:
(131.275.42€
(1.199.552.50¢

63

% Naik/
(Turun)

4,16
(7,76)
13,48

5,91

23,51
(12,36)

4,90

8,50
19,47
(12,96)
(11,48)
0,71
(18,11)
9,89
(0,71)
4,74
(28,81)
(9,70)

5,86

2,44
12,07
35,11

1,02

3,76
1,55
17,85

4,54
6,59
6,93
3,62

(9,71)

0,78
3,55
(9,78)
(1,74)
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Dari nilai piutang pajak sebesar Rp67.687.303.620.366,60 terdapat piutang pajak yang disisihkan
sebesar Rp39.387.637.089.433,80 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat
direalisasikafNet Realizable Valadplah sebesar Rp28.299.86®353,80. Perhitungan nilai

penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

TabeN.C.2.1.6.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

0 :
Uraian 31Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Penurunat ('/I(')u’\rll?rlwl;/
Piutang Pajak Bruto 67.687.303.620.3 68.886.856.127.1; (1.199.552.506.7€ (1,74)
. ) ) 39.387.637.089.4. 39.736.569.679.5! (348.932.590.15 (0,88)
Penyisihan Piutang Paje
Piutang Pajak Neto 28.299.666.530.9. 29.150.286.447.5: (850.619.916.60 (2,92)
TabeN.C.2.1.6.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)
Kualitas Piutang Total

Uraian

Lancar Kurang Lancar Macet

8.219.970.544.5! 12.952.367.852.3 16.069.174.118.6' 30.445.791.104.8: 67.687.303.620.3

Diragukan
Piutang Pajak (Rp
Barang Sitaan/

Agunan yang dap: -
dikurangkan

69.473.333.51 212.171.579.3:  316.044.589.61 597.689.502.51

Dasar

Penghitungan 8.219.970.544.5. 12.882.894.518.8 15.857.002.539.3 30.129.746.515.1 67.089.614.117.8.
Penyisihan

Persentase 0,50% 10,00% 50,00% 100,00%

Penyisihan

Nilai Penyisihan

Piutang Pajak 41.099.852.72

1.288.289.451.8¢ 7.928.501.269.6¢ 30.129.746.515.11 39.387.637.089.4.

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.4.f. Umur piutang pajak digunakan sek
salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yamatidaagih.

TabelN.C.2.1.6.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Umur
Sampai dengan 1 Tahun
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun
Lebih dari 3 Tahun sampai denGaimuh
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun
Lebih dari 5 Tahun

Grand Total
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Piutang Bruto
21.172.344.492 .4
8.959.951.879.7(
7.139.960.760.9¢
9.281.754.601.5!
7.818.364.025.9!
13.314.927.859.7.
67.687.303.620.3!

Nilai Penyisihan
1.329.395.400.1¢
4.420.550.234.0¢
3.538.689.557.5
9.194.753.996.5!
7.740.991.344.6(

13.163.256.556.9

39.387.637.089.9:

Piutang Neto
19.842.949.092.2
4.539.401.645.6:
3.601.271.203.3
87.000.604.99
77.372.681.35
151.671.302.81
28.299.666.530.4.
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Pada tahun 2022

terdapat

penambahan

piutang daluwarsa

Rp5.112.158.793.691,89 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TabeN.C.2.1.6.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Jenis
Piutang Bunga Penagihan PPh
Piutang Bunga Penagihan PPN
Piutang Bunga Penagihan PPnBM
Piutang PBBehutanan
Piutang PBB Perkebunan
Piutang PBB Pertambangan Migas
Piutang PBB Pertambangan Non Migas
Piutang PBB Sektor Lainnya
Piutang PPh Pasal 21
Piutang PPh Pasal 22
Piutang PPh Pasal 23
Piutang PPh Pasal 25 Badan
Piutang PPh Pasal 25 OP
Piutang PPh Pasal 26
Piutang PPh Pasal 4 épat
Piutang PPN
Piutang PPnBM

Jumlah

Jumlah
349.084.924.5¢
234.918.926.17

84.496.106.23
102.693.964.71
113.426.685.01
35.062.171.81
170.231.122.34
46.364.022.26
145.885.207.5¢
2.492.977.87
32.848.506.83
1.860.622.254.0:
195.001.880.2¢
48.106.412.05
100.879.950.63
1.487.123.283.5(
102.920.397.7€
5.112.158.793.6¢

tahun

65

berjalan

sebesc

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada Tahun 2022 dilakukan
penghapustagihan piutang pajak S&slgdPJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan

reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri
Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 20 Keputusan Menteri
Keuangan tem@ Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi
Rp524.844.581.057,76 dari 17 Kantor Wilayah DJP dengan rincian pada Tabel V.C.2.1.6.h. dan atas
piutang pajak tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Kanwil DJP Jawa Timur |

Tengah

TabeNV.C.2.1.6.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil Nomor KMK
19/KMK.03/20Z
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampu 30/KMK.03/20z
Kanwil DJP Jakarta Pusat 60/KMK.03/202
Kanwil DJP KalimarBafatan dan 87/KMK.03/205
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 122/KMK.03/20:
155/KMK.03/20:

Kanwil DJP Bali

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

Jumlah
Tanggal KMK Ketetapan Saldo Dihapuskan
Dihapuskan

21 Januari 202 1.110 184.732.616.153,
02 Februari 20z 388 166.810.328.568,
07 Maret 202 93.222 7.737.553.131,¢

17 Maret 202 2.270 220.544.772,3

11 April 202 42 2.510.878,0

17 Mei 202: 266 65.385.959.473,(
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senilai
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@ Cdp

mlah
Nama Kanwil Nomor KMK Tanggal KMK K\t]al':etaian Saldo Dihapuskan
Dihapuskan

Kanwil DJP Nusa Tenggara 241/KMK.03/20: 02 Juni 202 254 42.815.023.374,(
Kanwil DJP Riau 322/KMK.03/20: 15 Agustus 20z 19.005 1.512.108.710,(
Kanwil DJP Jawa Timur Il 328/KMK.03/20: 24 Agustus 20z 19.195 1.722.791.798,(
Kanwil DJP Kalimantan Barat 329/KMK.03/20: 24 Agustus 20z 16.163 1.449.846.618,(
Kanwil DJP Jawa Barat | 330/KMK.03/20: 24 Agustus 20z 294.408 22.964.741.672,(
Kanwil DJP Kepulauan Riau 339/KMK.03/20: 29 Agustus 20z 3.876 424.933.868,C
g:ﬂ‘é‘ﬂfé;ii‘;gatera Selatanda  3q55MK.03/200 15 September 20, 9.012 875.545.699,0
Kanwil DJP Jawa Timur | 367/KMK.03/202 15 September 20; 41.233 3.976.947.831 ¢
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 407/KMK.03/20: 03 Oktober 20z 2.920 280.531.977,C
Kanwil DJP Jawangah | 416/KMK.03/20: 19 Oktober 20z 240.656 20.941.676.309,
Kanwil DJP Jakarta Pusat 456/KMK.03/20: 18 November 20 2.422 499.291.733,6
Kanwil DJP Sumatera Barat dan . 457/KMK.03/20: 18 November 20: 2.196 182.693.329,1
Kanwil DJP Jawa Tengah | 458/KMK.03/20: 18 November 20: 22.443 2.143.507.183,(
Kanwil DJP Aceh 498/KMK.03/20: 15 Desember 20: 2.039 165.427.979,C

Total 773.120 524.844.581.057,
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Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi
dirinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Rincian Penghapusan Piutang Pajak yang
Tidak Dapat Ditagih Lagi. Nilai yang dicata¢nmtdasahaan piutang hapus buku adalah senilai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Atas 20 KMK terbit senilai Rp524.844.581.057,76 telah diterbitkan
17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak senilai Rp522.019.088.812,04 pada tahun 2022, sedangkan tiga
Keputuan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan tahun 2023 senilai Rp2.825.492.245,72.

Penurunan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp2.548.740.979.949,70 berasal dari penambahan
piutang daluwarsa tahun berjalan (ON) sebesar Rp5.112.158.793.691,89 dan (OFF) sebesar
Rpt.341.624.099 dikurangi transaksi akumulasi penambah/pengurang saldo telah hapus buku tanpa
mempengaruhi status daluwarsa sebds&813Rfr5.868.776,28kurangi Penghapustagihan

Piutang Pajak tahun 2022 sebesar Rp524.814.331.063ta@milatang aluwarsa 2021 menjadi

belum daluwarsa sebesar Rp326.651.197.906,60.

TabeN.C.2.1.6.i
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Keterangan

Nilai
51.328.107.980.238
5.112.158.793.691
4.341.624.099,
(6.813.775.868.776,
(524.814.331.057,]
(326.651.197.906,¢
48.779.367.000.288

Saldo Awal Daluwarsa

Penambah Daluwarsa Tahun Berjalan ON

Penambah Daluwarsa Tahun Berjalan OFF

Transaksi Tambah (Kurang)
KMK HapuBagih
Restat®aluwarsa

Saldo Akhir Daluwarsa
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Nilai yang dicatat sebagai pengurang KMK Hapus Tagih senilai Rp524.814.331.057,76 berbeda dengan
nilai KMK Hapus Tagih senilai Rp524.844.581.057,76 dengan selisih 288 ketetapan senilai
Rp30.250.000,00 karena ketetapan yang dihapsska Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi sudah tidaloeadzgse pada

Selama tahun 2022 telah terbit LapordPedaBibviegsebanyak 10 Laporan, 9 diantaranya telah

terbit Keputusan Mereuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi.
Laporan Hasleer RevieWsulan Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat

Il Nomor LAED/PJ.111/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah ketetapadiysim@gatapat
penghapusan sebanyak 41.803 ketetapan dengan nilai Rp3.040.552.849,00 belum diterbitkan KMK
Hapus Tagih pada tahun 2022.

Apabila tidak terdapat hal yang dapat menangguhkan daluwarsa atas piutang tahun 2022, pada 1
Januari 2023 sampai dengarp@02A823 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa sebesar
Rp1.690.283.641.046,63 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TabeN.C.2.1.5.
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian Nilai
PPh Pasal 21 35.689.078.852,
PPh Pasal 22 566.234.374,1
PPh Pasal 23 12.246.975.676,
PPh Pasal 25 Badan 507.085.912.735,
PPh Pasal 25 OP 84.761.500.037,
PPh Pasal 26 6.527.540.038,1
PPh Pasal 4 ayat (2) 54.069.003.106,
PPN 671.808.440.983,
PPn BM 3.058.920.363,
Bunga Penagihan PPh 137.812.712.964,
Bunga Penagihan PPN 93.104.839.780,
Bunga Penagihan PPnBM 2.215.828.177,
PBB Kehutanan 24.164.663.538,
PBBPerkebunan 24.589.338.324,
PBB Pertambangan Migas 11.146.003.636,
PBB Pertambangan Non Migas| 21.349.432.241,
PBB Sektor Lainnya 87.216.219,0
Total 1.690.283.641.046

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalalsslaespdisetujui oleh Wajib Pajak

untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT PBB karena pada
jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1
Januari 2022 spail dengan 31 Desember 2022, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 223.092
dengan total nilai ketetapan sebesar Rp52.045.386.222.206,00 dan USD318.245.439,00. Rincian nilai
setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:
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TabéV.C.2.1.8.
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Jenis Pajak Kurs LT .
Transaksi
PPh Pasal 21 IDR 24.725
PPh Pasal 22 IDR 2.588
PPh Pasal 22 Impor IDR 14
IDR 41.998

PPh Pasal 23 USD 1
PPh Pasal 25 OP IDR 3.709
IDR 8.878

PPh Pasal 25 Badan USD 207
IDR 4.591

PPh Pasal 26 USD 1
IDR 49.766

PPh Pasal 4 ayat (2) USD 5
. . IDR 26

PPh Minyak Bumi USD 7
Bea Meterai IDR 528
PTLL IDR 16
PPN IDR 84.944
PPN Impor IDR 72
PPn BM IDR 12
PBB Perkebunan IDR 230
PBB Kehutanan IDR 39
PBB Pertambangan Non Migas IDR 614
PBB Pertambangan Migas IDR 11
PBB Pertambangan Pabum IDR 1
PBB Sektor Lainnya IDR 112
IDR 222.874

TOTAL uUsD 218

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkanwmdkamg, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang
atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Paj
Terhadap pajak terutang yang disetujirajédjityajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas
pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang t
disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atawyapgydilakikkan tersebut

inkracht

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun y
tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ¢
kewajibanntuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transak
pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya dipedakibadgaraebagai p

pajak secarself assessmetéin diakui sebageendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Wajib Pajak
yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pa
mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembal
kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang t

berkekuatan hukum tétagacht
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Nilai Ketetapan

1.538.965.572.1;
348.416.253.8¢
2.683.247.56
3.565.023.982.6!
534
1.864.825.378.3I
23.194.123.738.3
314.552.92'
5.127.828.041.5¢
360.672
1.996.283.821.8¢
1.631.141
24.802.783.42
1.700.16¢
18.943.746.53
204.788.548.9:
13.541.425.427.9
129.837.532.4¢
2.509.534.25
68.866.164.84
32.885.694.07
174.276.758.02
204.030.504.17%
653.795
4.868.837.33
52.045.386.222.2
318.245.43!

Nilai Setuju
Ketetapan

1.042.943.069.1¢
224.175.057.3¢
2.683.247.56
1.246.861.753.7(
534
571.557.282.67
4.504.040.120.6¢
47.178.77(
681.969.402.9:
977.985.616.7(
1.631.141
7.234.406.00
958.858
17.452.404.42
669.936.51!
5.950.922.565.3¢
5.567.812.04
2.509.534.25
68.866.164.84
32.885.694.07
174.276.758.02
204.030.504.17%
653.795
4.868.837.33
15.721.500.821.7:
49.769.30¢

@ Cdp

Nilai Tidak Setuju
Ketetapan

496.022.502.9¢
124.241.196.5C

2.318.162.228.9!
1.293.268.095.6¢
18.690.083.617.6
267.374.15
4.445.858.638.6t
360.672
1.018.298.205.1¢
17.568.377.41
741.307
1.491.342.11
204.118.612.41
7.590.502.862.5!
124.269.720.4¢

36.323.885.400.4
268.476.13l
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C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Paa&s@mb&12022 yaitu sebesar
Rp8.825.615.741,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2021 sebesar RpO,C
Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau je
yang dapat dijadikan kas dan bedalesdikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima
dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 seluruhr
berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel V.C.2.1a7
Perbandingan Piutang lun Pajak
Per31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ % Naik/ (Turun
(Penurunan)
Piutang Bukan Pajak 8.825.615.74 - 8.825.615.74 100,00

Saldo Penyisihan PiutangTEatagifPiutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember
2022 adalah sebesar Rp45.684.190,00 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 yang merupak
estimasi atas Penyisihan Piutang Tak FRudigip Bukan Pajak yang ditentukan dtah inading

masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan Piut:
Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.21b
Penyisihan Piutang Tak Terta@ifiutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dab8&3ember 2021

(dalam rupiah
Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (IL(::S:E‘:]‘;L) %’.J\:S:()/
Piutang Bukan Pajak (Bruto) 8.825.615.74 - 8.825.615.74 100,00
Penyisihan Piutang Bukan Paji 45.684.19( - 45.684.19( 100,00
Piutang Bukan Pajak (Neto) 8.779.931.55 - 8.779.931.55 100,00

C.2.1.8. Bagian LanGamtutan PerbendaharaBmhtutan Ganti Rugi (BIPTGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat JenderalVBaf&kia@enpai dengan tanggal

jatuh tempo 31 Desember 2022 sebesar Rp26.946.441,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sel
Rp36.975.187,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp10.028.746,0@ Ath2psedmsddaftar

BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 NG % Naik/ (Turun
(Penurunan)

Bagian Lancar TP/TGR 26.946.44: 36.975.18" (10.028.746 (27,12)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merup:
estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tet
yang ditentukan oleh kualitas rmaasigg piutang. &alPenyisihan BP/TGR Direktorat Jenderal

Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adatasimasiagesar Rp134.732,00 dan
Rp184.876,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:
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Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagidrmancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian st ggséeémber 31 Desember 202 (PK::L?:E‘::ZQ) Z/;::S':)/
Bagian Lancar TP/TGR 26.946.44: 36.975.18" (10.028.746 (27,12)
Penyisihan Bagiaancar TP/TGR (134.732 (184.876 50.144 (27,12)
Bagian Lancar TP/TGR (Neto) 26.811.70¢ 36.790.31: (9.978.602 (27,12)

C.2.1.9. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 adalah tte440Rp2.888. Nilai persediaan dinilai
berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dar
seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajal
berdasarkan jenis persediaannya per 8lbBe2622 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9
berikut:
Tabel V.C.2.1.9
Jenis Persediaan

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (PK::Sriﬁﬁgln ) ((){‘IJ.J\:S::;/
Barang<onsumsi 135.623.988.7¢ 132.525.7508: 3.098.237.82 2,34
Bahan untuk Pemeliharaan 2.210.044.27 2.436.225.17 (226.180.90¢ (9,28)
Pita Cukai, Meterai, dan Leg: 135.669.239.6¢ 121.559.184.2¢ 14.110.055.3¢ 11,61
Persediaan Lainnya 1.915.880.21 1.887.286.30 28.593.91( 1,52

Jumlah Persediaan 275.419.152.8¢ 258.408.446.6¢ 17.010.706.22 6,58
Grdik V.C.2.1.9

Perbandingan Persediaan
Per31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam jutaan rupiah)

Persediaan Lainnyal %g%
Bahan Baku 8
LN Y3 [ FAYYERF y(]dz18 RA2dzl f I GFdz RAASNI K] I yX
Pita Cuka, Meteral, can L e | —— 2 669
i 2.436
Bahan untuk Pemellharaar‘I 5510
132.526

BT aNg KON S UM | N 135624
0 20.00040.00060.00080.000L00.00020.00040.00060.000

31 Desember 2021 m 31 Desember 2022
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Grafikv.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

0 H Tanah
15,93% :
Peralatan dan Mesin
12,10% Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
71.79% m Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaar

Per 31 Desember 2022 terdapat realisasi belanja modal neuB8eb¢3a1930. @B dengan rincian
sebagai berikut:

No MAK Uraian Realisasi Belanja Modal
1. 5311 Belanja Modal Tanah 2.107.806.48
2. 5321 Belanja Modakralatan dan Mesin 314.213.476.3¢
3. 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.741.252.02
4, 5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan -
5. 5361 Belanja Modal Lainnya 443.368.395.8¢
JUMLAH 830.430.930.7¢

Selanjutnya, realisasi belanjdal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan
aset sebagai berikut:

Pembelian (101) 232.714.802.4:
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 471.488.13
Pengembangan Langsung (202) 14.509.502.62
Perolehan Konstruksi D&angerjaan (502) 90.278.604.5¢
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (£ 467.369.052.8(
Jumlah 805.343.450.5¢
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN 25.087.480.1¢

Selisih sebesar Rp25.087.480.183,00 tereripdakabelanja modal dibayar di muka, pengembalian

belanja tahun anggaran berjalan, perekaman BAST Final belanja tahun anggaran sebelumnya, koreksi aset
koreksi SPM mata anggaran belanja 53 ke 52, s@tanbtdaanggaran 52 menjadi aset. Seluruh
kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan,
reklasifikasi, maupun perolehan lainnya

Dalam rincian aset tetap tersebut, terdapat Aset Rusak Berat yamgkeeiypentijgunaannya karena

belum terdapat dokumen sumber penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap atau perubahan kondisi
akan dilakukan pada periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja Penyelesaian Unit Nilai(Rp)
KantoPusat DJP Perubahan kondisi pada Tahun 2023 4 336.407.70(
Kantor Pusat DJP Penghentian aset tetap pada Tahun 2( 76 13.740.025.38

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitu Penghentian aset tetap pada Tahun 2( 1.328 7.450.309.26

Jumlah 1.408 21.526.742.34

www.pajak.go.id
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C.2.2.1.

Saldo akhir Aseetapi Tanah Per 31 Desember 2022 sdRe34r630.263.181.,003mengalami
penurunan sebe&p50.159.070.3680 atau O6persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp31.680.422.251.360,00.

Tanah

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaithariaarabel
berikut
TabeN.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetaplanah Menuritantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

TANAH
SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH % NAIK/
SALDO AWAL SALDO AKHIR

(TURUN)

Kantor Pusat DJP 13.954.911.540.01 13.965.801.648.01 0,08
KPDDP Jambi 20.010.884.00 20.010.884.00 0,00
KPDDRmakassar 94.330.078.00 94.330.078.00 0,00
Kanwil DJP Aceh 133.101.528.87 133.101.528.87% 0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara | 558.368.299.0( 558.384.060.0( 0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 240.540.777.62 240.541.982.5¢ 0,00
Kanwil DJP Riau 222.701.382.0C 222.962.380.6% 0,12
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 343.281.645.04 337.926.968.04 (1,56)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Bel 499.890.625.81 482.360.680.81 (3,51)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 226.963.874.0C 226.963.874.0C 0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat 1.215.931.869.0( 1.215.931.869.0( 0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat 692.047.745.0C 692.047.745.0C 0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 907.590.700.0C 907.590.700.0C 0,00
Kanwil DJPakarta Timur 579.489.303.0C 579.489.303.0C 0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara 278.437.441.0C 278.437.441.0C 0,00
Kanwil DJP Banten 596.378.582.0(C 596.378.582.0( 0,00
Kanwil DJP Jawa Barat | 912.800.432.0C 911.216.575.0C (0,17)
Kanwil DJP JaBarat Il 416.202.216.0C 416.202.216.0C 0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah | 810.913.800.5(C 799.947.368.3( (1,35)
Kanwil DJP Jawa Tengah Il 540.783.260.0( 540.783.260.0(C 0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 297.441.587.0C 297.441.587.0C 0,00
Kanwil DJPawa Timur | 1.393.737.790.5( 1.393.737.790.5( 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur Il 670.243.661.0C 670.243.661.0C 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur llI 723.825.141.0C 723.825.141.0C 0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat 363.178.451.0C 363.178.451.0C 0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 383.009.866.0C 384.089.715.8¢ 0,28
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 714.110.638.6( 714.770.355.3( 0,09
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 515.494.206.57 515.494.206.57 0,00
Kanwil DJBulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan M 542.637.247.5C 525.967.908.92 (3,07)
Kanwil DJP Bali 386.456.046.0C 386.456.046.0C 0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara 316.990.782.32 317.555.757.32 0,18
Kanwil DJP Papua dan Maluku 411.902.491.5(C 412.750.534.7¢ 0,21
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 558.200.775.0C 558.200.775.0C 0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan Il 569.615.090.0( 558.724.982.0( (1,91)
Kanwil DJP Jawa Barat IlI 503.286.596.4¢ 503.286.596.4¢ 0,00
Kanwil DJRepulauan Riau 85.615.898.00 84.130.528.00 (1,73)
Jumlah 31.680.422.251.3i 31.630.263.181.0i (0,16)
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MutasTanah peBl Desember 202hagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

TabeN.C.2.2.1h.
Rincian Mutasi Aset Tet@panah
Per31 Desember 2022
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

TRiﬁgiKS URAIAN JUMLAH RUPIAH
SALDO AWAL 3.457.52¢ 31.680.422.251.3
Mutasi Tambah:
100 Saldo Awal 523 7.823.740.01
101 Pembelian 24.271 575.178.91.
102 Transfer Masuk 9.416 52.138.119.0C
103 Hibah Masuk 31.627 952.459.22i
106 Pembatalan Penghapusan 2.109 4.922.303.00
107 Reklasifikasi Masuk 18.927 62.618.186.00
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 1 29.166.40(
193 Batal Transfer Keluar 2.000 4.177.707.00
201 Koreksi Perubahan Kuantitas (m2) 165 -
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) - 993.081.03I
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah - 610.308.98:
208 Pengembangan Melalui KDP - 518.763.22
214 Koreksi Susulan - 48.923.25(
Mutasi Kurang:
20 Koreksi Manual - (6.958.711.93:
301 Penghapusan (899) (1.111.399.00(
302 Transfer Keluar (23.105) (106.836.117.00
303 Hibah Keluar (1.493) (2.011.817.50(
304 Reklasifikasi Keluar (19.215) (62.681.456.00!
305 Koreksi Pencatatan (31.894) (867.463.96¢
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (1.900) (5.100.041.00¢
Saldo per 3Desember 2022 3.468.05¢ 31.630.263.181.0

Saldo akhir Aset Tetapanah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.630.28R18E00&8lami
penurunan sebe$y50.159.070.380 atau Q6 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp31.680.422.251.360K@antitas Aset Tefafpanah per 31 Desember 2022 berdasarkan Laporan
Intrakomptabel cetakan Monsakti tanggal 31 Desember 2022 sejumlah 3.468.058 meter persegi terdiri
3.352.696 meter persegi tanah persil, 102.376 mdtéarnadrsann persil, dan 12.986 meter persegi
lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tethperalatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.329.52R4289a/48, 00.
mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Difektteet! Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel
IV.C.2.2.2.berikut:

www.pajak.go.id
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TabeN.C.2.2.2.a.

Rincian Aset TetdapPeralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah

Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH

Kantor Pusat DJP

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
KPDDP Jambi

KPDDP Makassar

Kanwil DJP Aceh

Kanwil DJP Sumatera Utara |

Kanwil DJBumatera Utara Il

Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitt
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Jakarta Barat

Kanwil DJPakarta Selatan |

Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Jakarta Utara

Kanwil DJP Jakarta Khusus

KanwiDJP Banten

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

Kanwil DJPawa Tengah Il

Kanwil DJP D.Il. Yogyakarta

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kanwil DJP Jawa Timur Il

Kanwil DJP Jawa Timur llI

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan M
Kanwil DJP Bali

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Kanwil DJP Papua dan Maluku

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Kanwil DJPakarta Selatan Il

Kanwil DJP Jawa Barat Ill

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Saldo

Akum.Penyusutan

Nilai Buku

PERALATAN DAN MESIN

SALDO AWAL

1.237.509.866.2¢
104.862.385.2¢
11.517.736.14
23.475.947.25
46.833.680.72
90.561.973.06
105.756.262.34
93.899.198.69
87.903.241.73
111.233.411.71
141.293.984.52
107.177.523.7¢
188.623.483.6¢
93.826.430.46
85.659.820.89
92.029.003.15
85.188.163.16
87.432.891.42
118.344.771.07%
171.557.757.3Z
115.937.988.2¢
184.507.667.12
130.937.788.2¢
64.927.970.46
145.486.998.77
173.680.889.5:2
145.039.509.72
78.457.517.83
118.868.950.84
105.903.954.4¢
170.851.534.12
125.841.567.6¢
78.478.218.27
120.916.270.7¢
86.048.663.20
74.590.944.93
80.960.285.14
111.137.903.4(
51.373.627.82
5.248.635.783.3!

(4.508.842.503.32

739.793.280.12

SALDO AKHIR

1.297.070.176.4!
104.422.136.0%
14.184.875.54
24.916.207.45
48.038.376.72
92.097.679.94
105.981.109.9C
96.720.653.24
86.759.852.99
113.573.251.7¢
149.225.068.7¢
107.263.159.04
193.140.097.2¢
91.304.210.56
85.652.922.21
87.731.441.02
85.484.037.38
83.602.558.23
117.767.991.6(C
171.143.053.3¢
116.005.388.4%
179.754.810.8¢
139.003.018.7(C
71.522.454.34
142.910.750.04
167.504.737.21
145.055.221.7(C
79.779.129.70
122.848.878.2¢
108.108.422.67
167.492.163.0¢8
133.186.715.77
77.870.106.31
116.373.220.0¢
88.552.866.76
73.541.687.41
81.346.637.09
113.414.096.3¢
49.176.365.33
5.329.525.529.7-

(4.600.257.382.9%

729.268.146.7¢

75

% NAIK/
(TURUN)

4,81
(0,42)
23,16
6,14
2,57
1,70
0,21
3,00
(1,30)
2,10
5,61
0,08
2,39
(2,69)
(0,01)
(4,67)
0,35
(4,38)
(0,49)
(0,24)
0,06
(2,58)
6,16
10,16
1,77)
(3,56)
0,01
1,68
3,35
2,08
(1,97)
5,84
(0,77)
(3,76)
2,91
(1,41)
0,48
2,05
(4,28)
1,54
2,03
(1,42)
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MutasPeralatan dan Mepigr 31Desember 2022 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
TabeN.C.2.2b.
RincianMutasi Aset TetapPeralatan dan Mesin
Per31 Desember 2022
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

Trgrc:gaeksi Uraian Kuantitas Rupiah
SALDO AWAL 538.164 5.248.635.783.3!
Mutasi Tambah:
100 Saldo Awal 75 1.780.892.97
101 Pembelian 18,542 225942201754
102 Transfer Masuk 3,112 84048220373
103 Hibah Masuk 1 335000000
105 Penyelesaid®embangunan Dengan KDF 190 68833215806
106 Pembatalan Penghapusan 48 793990754
107 Reklasifikasi Masuk 989 15488244037
112 Perolehan Lainnya 138 2761254461
115 Reklasifikasi Masuk dari Persediaan 5 47567335
193 Batal Transfer Keluar 11 532405400
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah - 33545473
208 Pengembangan Melalui KDP - 49785000
214 Koreksi Susulan - 4.080000
Penggunaan kembali BMN yang sudah
402 dihe%%kan penggunaan akti>f/ ’ 1,809 12372129064
922 Internal Transfer Masuk 82 7.876.522.59
Mutasi Kurang:
209 Koreksi Manual - (6.378204)
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang - (376932071)
301 Penghapusan (55) (88733000)
302 Transfer Keluar (3,104) (84313551773)
305 Koreksi Pencatatan 46 (264119993)
304 Reklasifikasi Keluar (918 (8.069.127.5p2
315 Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Q) (30167500)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan (26,202) (238983775913)
921 Internal Transfer Keluar (82 (7.876.522.5p¢
Saldo per 31 Desember 2022 532.%8 5.32%25.529.74:

Saldo Aset TetapPeralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022Ryebh828:.525.529.748,00

telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.600.257.382.950,00 sehingga nilai bukunya
menjadi sebesar Rp729.268.146.798,00. Nilai tersebut mengalami pbasamnan s
Rp80.889.746.390,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 1,52 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp5.248.635.783.358,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan 31 De2égihealalsebesaR/.017.469.692.506 Rincian
mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel
berikut
TabeM.C.2.2.3.a.
Rincian Aset TetapGedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupia)
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH

Kantor Pusat DJP

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
KPDDP Jambi

KPDDP Makassar

Kanwil DJP Aceh

Kanwil DJP Sumatera Utara |

Kanwil DJP Sumatera Utara Il

Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Bel
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Jakarta Barat

Kanwil DJP Jakarta Selatan |

Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Jakarta Utara

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kanwil DJP D.l. Yogyakarta

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kanwil DJP Jawa Timur Il

Kanwil DJP Jawa Tittur

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Kanwil DJP Bali

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Kanwil DJP Papua dan Maluku

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Kanwil DJP Jakarta Selatan Il

Kanwil DJP Jawa Barat Ill

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Saldo

Akum. Penyusutan

Nilai Buku

GEDUNG DAN BANGUNAN

SALDO AWAL

1.348.107.155.3¢
76.891.296.30
62.149.389.40
51.850.248.75
101.042.346.9C
202.294.299.8(C
108.160.184.8¢
57.163.929.28
126.388.342.6¢
195.626.181.2¢
114.451.458.01
467.044.808.5C
176.172.098.57
166.789.986.73
106.124.588.0C
130.722.642.0C
168.039.140.0C
136.135.302.7C
190.958.085.62
108.480.105.6¢
201.830.668.67
141.501.401.7%
125.386.024.8¢
157.507.805.0C
242.193.362.61
187.795.923.25
59.559.344.62
145.908.597.81
164.872.286.77
199.773.713.17%
215.571.098.8(
100.522.517.5Z
183.241.341.45
213.370.738.07
164.815.144.0C
95.282.235.98
199.598.469.22
39.003.671.94
6.932.325.935.9¢
(946.229.988.31
5.986.095.947.6]

SALDO AKHIR

1.390.873.050.9:
76.891.296.30
62.170.014.40
51.927.500.75
102.300.245.1(C
204.601.060.3¢
110.883.056.1¢
58.222.171.04
127.403.003.51
195.724.247.0¢
115.213.707.51
470.679.146.92
176.755.776.8¢
170.955.990.5(C
106.290.472.0C
131.486.688.27
168.135.940.0C
138.997.322.42
200.908.841.47
108.775.098.4:
209.880.944.7¢
147.754.513.9¢
127.190.935.6(
157.316.543.0C
246.574.470.7%
188.023.035.2¢
61.948.055.68
152.724.217.2z
165.163.085.17
162.285.779.51
224.263.175.4¢
100.740.700.64
181.938.595.87
218.779.640.02z
164.815.144.0C
97.685.877.98
202.403.700.7¢
38.786.646.74
7.017.469.692.5¢

(1.180.846.044.02

5.836.623.648.5¢

77

% NAIK/
(TURUN;

3,17
0,00
0,03
0,15
1,24
1,14
2,52
1,85
0,80
0,05
0,67
0,78
0,33
2,50
0,16
0,58
0,06
2,10
5,21
0,27
3,99
4,42
1,44

(0,12)
1,81
0,12
4,01
4,67
0,18

(18,77)
4,03
0,22

(0,71)
2,53
0,00
2,52
1,41

(0,56)
1,23

24,79

(2,50)
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TabeN.C.2.2.3.b.

Rincian Mutasi Aset Te@@edung dan Bangunan

per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

@ Cdp

KODE TRANSAK! URAIAN JUMLAH RUPIAH
SALDO AWAL 4.872 6.932.325.935.9¢
Mutasi Tambah:
101 Pembelian 17 2.030.760.79
102 Transfer Masuk 22 10.563.380.00
103 Hibah Masuk 6 9.166.531.22
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 18 16.322.523.79
106 Pembatalan Penghapusan 1 15.866.00(
107 Reklasifikasi Masuk 55 16.704.173.49
112 Perolehan Lainnya 12 2.937.460.50
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 396.589.73:
193 Batal Transfer Keluar 178.634.00!
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) - 1.515.421.59
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah - 3.088.642.50
208 Pengembangan Melalui KDP - 72.878.095.93
209 Koreksi Manual - 30.104.502.61
214 Koreksi Susulan - 9.250.832.28
402 Es:ggg:g;r: ;(Etri?ball BMN yang sudah dihentike 3 2 183.249.00
922 Internal Transfer Masuk 1 329.872.00(
Mutasi Kurang:
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang - (8.130.627.64¢
301 Penghapusan (2) (15.866.000
302 Transfer Keluar (28) (52.929.022.00!
303 Hibah Keluar (7) (690.459.00C
304 Reklasifikasi Keluar (52) (16.328.142.24!
305 Koreksi Pencatatan (25) (7.290.576.99(
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan (32) (6.808.213.00(
921 Internal Transfer Keluar (2) (329.872.00C
Saldo Per 31 Desember 2022 4.865 7.017.469.692.5¢

Saldo Aset Tetafsedung dan Bangunan3ieDesember 20&besaRp7.017.469.692.508telah
dikurangi akumulasi penyusutan seb&sE8R46.044.030 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar
R5.836.623.648.5@4. Nilai tersebut mengatamiikasebesar R35.143.756.600 (tidak termasuk
penyusutan) atdi23persen dari sald@&hir Tahun Anggaran 2EHesar R»p932.325.935.990
Kuantitas Aset Tetapedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sefbnolaih té:@liri atas71L6

unit Bangunan Gedung Tempat K&@8,uBit Bangunan Gedung Tempat Tinggal9ldanit2
Tugu/Tanda Batas.

Dalam rincian Aset Tetapdung dan Bangunan tersebut, terdapat pencatatan aset tetap baru (NUP baru)
yang seharusnyeerupakan penambah nilai aset sebelumnya (NUP lama), dengan rincian sebagai berikut:

www.pajak.go.id
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: Kode i
Satuan Kerja AU Nama Akun Nilai(Rp)
KPPPratama Jakarta Kebon Jeruk Satu = 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Ban 381.086.31(
KPPPratama Jakarta Pluit 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Ban 199.407.81¢
KPPPratama Magelang 533121 @ Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Ban 83.024.00(
Jumlah 663.518.12¢

Atas kesalahan pencatatan NUP tersebdiladiesan koreksi pada periode 2023.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan
C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.582.381.000,00 Rincian mutasi Jalar
Jembatan yang dimiliki Direktorat Jétajakatebagaimana Tatel2.2.4.1.a berikut

TabeM.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset TetdapJalan dalembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

JALAN DAN JEMBATAN

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH % NAIK/
SALDO AWAL  SALDO AKHIR

(TURUN)
Kantor Pusat DJP 161.213.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Aceh 339.073.00( 312.945.00! (7,71)
Kanwil DJP Sumatera Utara | 2.069.453.00 - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 490.101.00( - (100,00)
Kanwil DJP Riau 156.421.00( - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 583.884.56: - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Balitgkg 39.274.00( - (100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 499.879.00( - (100,00)
Kanwil DJP Banten 206.284.00( - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat | 115.981.00( - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat Il 32.084.00( - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah | 594.868.80( - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah Il 659.350.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat 75.699.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 34.760.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Sulawesi Sel&aratdan Tenggara 1.355.813.00 1.203.493.00 (11,23)
Kanwil DJP Sulawesi UigagahGorontalalan Malut 979.598.00( 65.943.00( (93,27)
Kanwil DJP Jakarta Selatan Il 1.052.670.00 - (1200,00)
Saldo 9.446.406.36 1.582.381.00 (83,25)
Akum. Penyusutan (8.639.494.23F  (1.484.438.55( (82,82)
Nilai Buku 806.912.12] 97.942.45( (87,86)

TabeN.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tet@palan dan Jembatan
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)
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KODE TRANSAKS
201
402

304
305

URAIAN JUMLAH
SALDO AWAL 39.052
Mutasi Tambah:
Koreksi Perubahan Kuantitas (m2) 1.316
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan 196
penggunaan aktif
Mutasi Kurang:
Reklasifikasi Keluar (1)
Koreksi Pencatatan (40.052)
Saldo per 31 Desember 2022 511

@ Cdp

RUPIAH

9.446.406.36

3.400.00(¢

(206.284.00(
(7.661.141.36:
1.582.381.00

Saldo Aset Tetagalan dan Jembatan3ikeDesember 202thesaRpl.582.381.0@M™ Nilai tersebut
mengalami penurunan sebesaB®p025.3@1 (tidak termasuk penyusudsa)83,25 persewlari
saldaakhir Tahun Anggaran 2@bksar Rp9.446.406,362

C.2.2.4.2 lIrigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2022 sehEsal®RPO00 Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki
Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebag#&in2ahd.2erikut:

TabeN.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetaplrigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

IRIGASI

SATUAN KERJA ATAU KANVORAY AH

SALDO AWAL SALDO AKHIR

Kantor Pusat DJP 29.138.00(
KPDDP Makassar 72.302.00(
Kanwil DJP Aceh 177.925.00!
Kanwil DJP Sumatera Utara | 27.467.00(
Kanwil DJBumatera Utara Il 105.504.00!
Kanwil DJP Riau 375.738.00!
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 135.985.00!
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 29.650.00(
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 177.665.00(
Kanwil DJP Jakarta Pusat 15.052.00(
Kanwil DJP Jawa Barat | 291.773.00(
Kanwil DJP Jawa Barat Il 164.346.00!
Kanwil DJP Jawa Tengah | 111.453.00(
Kanwil DJP Jawa Timur Il 351.018.00!
Kanwil DJP Jawa Timur llI 8.675.00C
Kanwil DJP Kalimantan Barat 60.945.00(
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 232.520.00(
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 6.503.00C
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 8anaf enggara 155.241.00(
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatanti®lalut 92.793.58:

www.pajak.go.id

% NAIK/ (TURU!

(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00
(100,00

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(100,00)
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IRIGASI

SATUAN KERJA ATAU KANVORAY AH
SALDO AWAL SALDO AKHIR % NAIK/ (TURU!

Kanwil DJP Bali 21.194.00( - (100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 10.342.00( - (1200,00)
Kanwil DJPapua dan Maluku 1.622.351.00 - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat Ill 24.322.00( 15.719.00( (35,37)
Kanwil DJP Kepulauan Riau 8.990.00C - (100,00)
Saldo 4.308.892.58 15.719.00( (99,64)
Akum. Penyusutan (622.540.757% (3.919.823 (99,37)
Nilai Buku 3.686.351.82 11.799.17" (99,68)

TabeN.C.2.2.4.2.h.
Rincian Mutasi Aset Tet@frigasi
Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

TRI,(AﬁgE\KS URAIAN JUMLAH RUPIAH

SALDO AWAL 78 4.308.892.58
Mutasi Tambah:

101 Pembelian 1 198.600.00!

107 Reklasifikasi Masuk 2 37.154.96(

402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggun: 3 3.454.96(
Mutasi Kurang:

304 Reklasifikasi Keluar (10) (349.298.96(

305 Koreksi Pencatatan (73) (4.183.084.54.
Saldo per 31 Desember 2022 1 15.719.00(

Saldo Aset Tetaprigasi pe81 Desember 20&2besaRdl5.719.0000telah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar R3919.8280 sehingga nilai bukunya menjadi seb&&ar9RA730. Nilai tersebut mengalami
penurunasebesar Rp293.173.58® (tidak termasuk penyusutan) atau 99,64dadrsafd@khir Tahun
Anggaran 202¢besar Rp308.892.58®W. Kuantitas Aset Téthjpasi pe31 Desember 20&banyak unit
yangberupdangunan air bersih/air baku.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan peD&sember 2022besaR®.087.138.028 Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat
Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana@.akzi.3. berikut

TabeN.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetd@plaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)
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JARINGAN
SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH

SALDO AWAL SALDO AKHIR (()'/I(')UNF?LIJKN/)
Kantor Pusat DJP 12.046.733.02 8.811.468.02 (26,86)
KPDDRambi 20.625.00( - (100,00)
KPDDP Makassar 4.950.00C - (100,00)
Kanwil DJP Aceh 110.000.00( - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara | 599.920.57 - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 436.126.81I - (100,00)
Kanwil DJP Riau 649.598.76| - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 202.677.30! - (100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Beliti 356.998.80! - (100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 84.705.50( - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat 49.048.90¢ - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat 156.860.00! - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 593.369.00! - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur 361.734.00! - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara 74.671.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus 96.800.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Banten 406.039.81( - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Barat | 126.956.25( - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Barat Il 440.401.30: - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah | 2.451.105.61 - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah Il 717.685.00( - (100,00)
Kanwil DJPawa Timur | 41.497.00( - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Timur Il 332.828.21 - (1200,00)
Kanwil DJP Jawa Timur llI 811.794.36( - (100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat 592.502.60! 2.750.00( (99,54)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 3.094.547.51 - (100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 282.893.00( - (200,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 8anaf enggara 1.028.215.04 272.920.00! (73,46)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatant®lalut 4.958.216.14 - (200,00)
Kanwil DJP Bali 393.978.24! - (100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 621.416.29; - (1200,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku 3.788.096.95 - (100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan Il 73.975.00( - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat Ill 554.062.00( - (100,00)
Kanwil DJP Kepulauan Riau 324.591.80( - (100,00)
Saldo 36.885.620.82 9.087.138.02 (75,36)
Akum. Penyusutan (16.348.180.13i (1.926.651.50( (88,21)
Nilai Buku 20.537.440.68 7.160.486.52 (65,13)
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TabeN.C.2.24.3b.

RincianMutasi Aset Tetaplaringan

Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

TR&%@E\KS URAIAN JUMLAH RUPIAH
SALDO AWAL 1.177 36.885.620.82
Mutasi Tambah:
101 Pembelian 2 198.236.48.
102 Transfer Masuk 9 524.150.001
107 Reklasifikasi Masuk 8 462.080.41
193 Batal Transfer Keluar 2 368.703.00!
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggun: 6 194.702.32:
Mutasi Kurang:
302 Transfer Keluar (11) (892.853.00(
304 Reklasifikasi Keluar (1112) (7.764.897.27:
305 Koreksi Pencatatan (526) (20.846.534.67!
315 Reklasifikasi Keluar ke Persediaan Q) (36.075)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan (1) (42.034.00C
Saldo per 31 Desember 2022 554 9.087.138.02

Saldo Aset Tetaparingan p8i Desember 20besaR®.087.138.028telah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesarl RA6.651.5@D sehingga nilai bukunya menjadi seb@sdf0R86.528.

Nilai tersebut mengalami mengaglanurunansebesar R7.798.482.799 (tidak termasuk
penyusutan) atd@&36 persen dari saldé&hir Tahun Anggaran 28sHesaR[36.885.620.828.
Kuantitas Aset Tetalaringan p&l Desember 20&3umlab54unit yang sebagian besar terdiri atas
552unit istalasi laid,unit jaringan listrik, damitjaringan telepon.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renova&d persember 2022besaRpQ00. Rincian mutasi Aset Tetap

Dalam Renovagsing dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel 1V.C.2.2.5.1.
berikut

TabeN.C.2.2.5.1.
Rincian Aset TetdpAset Tetap Dalam Renovasi
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

ASET ETAP DALAM RENOVASI

NO SATUAN KERJA ATAU KANTOF

WILAYAH SALDO MUTASI MUTASI SALDO % NAIK

AWAL TAMBAH KURANG AKHIR  (TURUN!

1 | KPP Pratama Cilacap 356.475.24 190.584.93! 547.060.18! - | (100,00)
2 | Kanwil DJP Jawa Tengah | - 48.951.00( 48.951.00( - 0,00
3 | Kanwil DJBumatera Utara | - 62.102.83¢ 62.102.83! - 0,00
4 | KPP Pratama Balige - 485.643.12: 485.643.12. - 0,00
5 | KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk - 45.732.00( 45.732.00( - 0,00
6 | KPP Madya Dua Semarang - 662.741.27! 662.741.27! - 0,00
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SATUAN KERJA ATAU KANTOF

e WILAYAH SALDO
AWAL

7 | KPP Madya Diedan

JUMLAH 356.475.24

AKUMULASI PENYUSUTAN
NILAINETTO

ASET ETAP

MUTASI
TAMBAH

62.102.83¢
1.557.858.00

@ Cdp

DALAM RENOVASI

MUTASI
KURANG

62.102.83¢
1.914.333.25

SALDO
AKHIR

% NAIK
(TURUN!

/]

0,00
(100,00)

Saldo Aset TetapAset Tetap Dalam RenovasBhddesember 2022besaRpQ00. Nilai tersebut
mengalampenuruma sebesalRB356.475.2400 dari saldakhir Tahun Anggaran 28&hesar

R$856.475.2400

C.2.2.2 Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainny8pBesember 202besaR2.717.954.080. Rincian mutasiet Tetap
Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajakhdapabdiiaimana Tabel 1V.C.2 Besilut:

Tabel IV.C.2.2.5.2
Rincian Aset TetapAset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per31 Desember 2022

(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KARMILAYAH

Kantor Pusat DJP

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakar
Kanwil DJP Sumatera Utara |

Kanwil DJP Sumatera Utara Il

Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka B
KanwiDJP Bengkulu dan Lampung

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Jakarta Barat

Kanwil DJP Jakarta Selatan |

Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Jakarta Utara

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kanwil DJP D.l. Yogyakarta

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kanwil DJP Jawa Timur Il

Kanwil DJP Jawa Timur llI

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

www.pajak.go.id

ASET TETAP LAINNYA

SALDO AWAL

450.232.14(
59.404.61¢
97.475.28(

1.350.00C
20.086.00(
65.605.00(
15.746.95¢
27.846.50(
35.709.00!
8.250.00C
82.352.50(
8.925.00C
1.540.00C
85.996.88¢
20.050.20(

629.695.00(
49.645.00(
76.144.00(
96.781.852
14.585.00(
54.953.80(
52.657.41¢

3.156.70C
3.372.25(
63.317.40¢

SALDO AKHIR

450.232.14(
59.404.61¢
97.475.28(

1.350.00C
20.086.00(
65.605.00(
15.746.95¢
27.846.50(
35.709.00!
82.352.50(

8.925.00(

1.540.00(
85.996.88¢
20.050.20(

629.695.00I
47.445.00(
76.144.00(
96.781.85:
14.585.00(
51.953.80(
93.727.41¢

3.156.70C

63.317.40¢

%

NAIK/

(TURUN)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(4,43)
0,00
0,00
0,00

(5,46)

77,99
0,00

(100,00)
0,00
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SATUAN KERJA ATAU KARMWILAYAH

Kanwil DJP Kalimarifanur dan Utara

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Banafenggara
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatantilalut
Kanwil DJP Bali

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Kanwil DJP Papua dan Maluku

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Kanwil DJP Jakarta Selatan Il

Kanwil DJP Jawa Barat Ill

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Saldo

Akum. Penyusutan

Nilai Buku

ASET TETAP LAINNYA

SALDO AWAL

13.200.00(
72.500.00(
77.579.09¢
83.295.64(
12.969.00(
83.286.00(
2.689.50C
20.500.00(
10.599.00(
284.853.55¢
2.686.350.30
(91.700.856
2.594.649.44

SALDO AKHIR

13.200.00(
72.500.00(
87.729.09¢
83.295.64(
10.175.00(
83.286.00(
2.689.50(
20.500.00(
10.599.00(
284.853.55i
2.717.954.05
(67.935.840
2.650.018.21

85

% NAIK/
(TURUN)

0,00
0,00
13,08
0,00
(21,54)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,18
(25,92)
2,13

Saldo Aset Tetapset Tetap LainnyagieDesember 202hesaRp2.717.954.080telah dikurangi

akumulasi

penyusutan sebeRaB7.935.8400 sehingga nilai

bukunya menjadi

R[2.650.018.210D. Nilai tersebut mengadtemiikasebesaRB1.603.7500atau 1,18 persdari
saldaakhir Tahun Anggaran 2@bksaR[®.686.350.3@N

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalafengerjaan pada Direktorat Jenderal Paj8d Pesember 2022ebesar

Rp71.410.166.600. Rincian Konstruksi Dalam Pengerj&amtor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

dapat dilihat sebagaimana Tabel N\6.®&riRut

TabeN.C.2.2.6.a.

Rincian Aset TetapKonstruksi Dalam Pengerjaan Meniautor Wilayah

Per31 Desember 2022
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH

Kantor Pusat DJP

Kanwil DJP Aceh

Kanwil DJP Sumatera Utara Il
Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Be
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Jakarta Selatan |
Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

SALDO AWAL

20.765.049.84
24.784.692.77
803.768.38!

1.483.741.80
2.331.345.60

233.503.601
2.664.990.71
9.223.185.84

4.486.992.65

SALDO AKHIR

6.710.931.06
28.915.579.76

43.560.00(
198.026.47!

2.170.827.30
3.006.022.62
3.335.011.89

233.503.60(

5.896.162.11
2.498.575.35
2.840.256.87

% NAIK/
(TURUN)

(67,68)
16,67
(94,58)
100,00
100,00
102,60
100,00
(100,00)
0,00
(100,00)
(36,07)
100,00
(36,70)
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH

@ Cdp

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

SALDO AWAL  SALDO AKHIR z'/l(')UNF?LIJ}EI/)
Kanwil DJP Jawa Tengah Il 5.342.678.81 - (100,00)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 4.064.089.02 - (100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur Il 3.442.941.86 14.608.166.94 324,29
Kanwil DJP Kalimantan Barat 47.511.50( - (100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 34.155.00( - (100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 882.555.94! 882.555.94¢ 0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, GatantMalut 4.859.804.80 34.092.70¢ (99,30)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 60.378.00( 36.894.00( (38,89)
Jumlah 85.511.386.18 71.410.166.67 (16,49)
TabeM.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi As&etapd Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)
KODE TRANSAK! URAIAN RUPIAH
SALDO AWAL 85.511.386.18
Mutasi Tambah:
502 Perolehan/Penambahan KDP 75.550.562.17
503 Pengembangan KDP 60.007.442.61
504 Koreksi Nilai KDP Bertambah 17.858.942.03
510 Perolehan Lainnya KDP 1.285.747.99
512 Transfer Masuk Internal KDP 157.699.36:
514 Reklasifikasi Masuk KDP 592.555.13|
596 BatalTransfer Keluar KDP 710.252.77!
Mutasi Keluar:
505 Penghapusan/Penghentian KDP (645.928.50C
507 Transfer Keluar KDP (710.252.77¢
511 Transfer Keluar Internal KDP (157.699.36%
513 Reklasifikasi Keluar KDP (592.555.13¢
517 KoreksPencatatan KDP (5.865.380.72:
564 Koreksi Nilai KDP Berkurang (2.962.322.28:
599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi (159.330.282.84

Saldo per 31 Desember 2022

71.410.166.67

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderdl Bagakmber 20&2hesar
Rp71.410.166.600, sedangkan saldo Bé&r Desember 203kbesar Fg5.511.386.188
sehingga mengalg@nurunasebesar Rg.101.219.500ataul649persen

www.pajak.go.id
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C.2.2.7. Aset Tetap yang Belum Diregister

Aset tetap yang belum diregistgupakan aset tetap yang telah diterima dan dicatat oleh satker
berdasarkan kuitansi/BAST belum dilakukan pendetailan pada modbingget bedap terakhir
pelaporarPada tahuanggaraB02 terdapat aset tetap yang belum diregister seb@8ar Rp

C.2.3. Piutang Jangka Panjang
C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan G&RRTRAR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per
Desember 2022lalah sebesar Rp2.664.695.108,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 202
sebesar Rp888.444,88&ehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp1.706.250.772

Saldo Penyisihan PiutdalgTertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
per31 Desember 20@2n per 31 Desember 2021 adalah masing sebesar Rp458.427.914,00 dan
Rp72%35516,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TuntbtaaaiRérbenda
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitesimggingang TP/TGR

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen
Aset Tetap pada tanggahca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dataidg@tdetimetap
yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya netDgmzrher 2022 adalah seb@$#3.012.457.890

Tabel \C.24.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 202 lf::ﬁ&ﬁgﬁ] z{l?u’\rlﬂ;/
Aset Tak Berwujud 519.239.881.41 488.110.809.41 31.129.072.00 6,38
Aset Tak Berwujud Dalam Penger 654.189.537.51 246.827.927.3:  407.361.610.1¢ 165,04
Aset LaHain 428.380.562.33 360.805.390.0¢ 67.575.172.23 18,73
Total Aset Lainnya Bruto 1.601.809.981.2¢ 1.095.744.126.8¢ 506.065.854.4Z 46,18
Akumulasi Penyusutan (408.351.417.56/  (340.781.917.92 (67.569.499.64. 19,83
Akumulasi Amortisasi (370.446.105.81 (341.632.853.04  (28.813.252.77. 8,43
Nilai Buku Aset Lainnya 823.012.457.8¢ 413.329.355.8¢  409.683.102.0C 99,12

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 202Rp838aR39.881.40®yang terdiri ddBioftware isensi,
dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1Software

Jumlah Aset Tetap Tak BerwSjpithware pada Direktorat Jenderal Pedalkssember 20besar
Rp202.645.306.08® Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2:4.1.1 berikut
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Tabelv.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujd8oftwarevienurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAF

Kantor Pusat DJP

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajaki
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Kanwil DJP Aceh

Kanwil DJP Sumatera Utara |

Kanwil DJP Sumatera Utara Il

Kanwil DJP Riau

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka
Kanwil DJP Bengkulu ldampung

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Kanwil DJP Jakarta Barat

Kanwil DJP Jakarta Selatan |

Kanwil DJP Jakarta Timur

Kanwil DJP Jakarta Utara

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Kanwil DJP Banten

Kanwil DJP Jawa Barat |

Kanwil DJP Jawa Barat Il

Kanwil DJP Jawa Tengah |

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kanwil DJP D.l. Yogyakarta

Kanwil DJP Jawa Timur |

Kanwil DJP Jawa Timur Il

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 8anaf enggara

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatantalo
Malut

Kanwil DJP Bali

Kanwil DJP Nusa Tenggara
Kanwil DJP Papua dan Maluku
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Kanwil DJP Jakarta Selatan Il
Kanwil DJP Jawa Barat Ill
Saldo

Akum. Amortisasi

Nilai Buku

www.pajak.go.id

SALDO AWAL

166.413.186.71
26.114.036.98
1.926.766.68
9.196.18¢
25.520.00(
124.397.90!
274.777.73.
64.043.20(
30.248.84!
18.017.03(
47.190.00(
280.898.33I
727.478.30:
29.150.00(
121.635.03!
61.369.00(
12.584.00(
349.050.76!
11.050.00(
87.999.20(
181.312.60!
76.879.00(
77.116.60(
209.364.25!
94.919.66(
1.030.655.89
52.921.00(
25.900.00(

164.757.62!

34.102.50(
418.518.59:
75.700.55¢
37.955.00(
335.364.03
269.507.00!
199.813.570.22
(194.819.042.87
4.994.527.35

SOFTWARE
SALDO AKHIR

169.336.426.21
26.114.036.98
1.926.766.68
9.196.18¢
25.520.00(
124.397.90!
274.777.73.
64.043.20(
29.875.94!
18.017.03(
47.190.00(
1.815.00C
821.453.30«
29.150.00(
121.635.03!
61.369.00(
12.584.00(
462.862.59!
4.950.00C
87.999.20(
181.312.60!
76.879.00(
72.496.60(
209.364.25!
94.919.66(
1.030.655.89
52.921.00(
25.900.00(

164.757.62!

34.102.50(
409.404.32!
75.700.55¢
37.955.00(
335.364.03
269.507.00!
202.645.306.0F
(197.172.322.59
5.472.983.46

@ Cdp

% NAIK/

(TURUN)

1,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(1,23)
0,00
0,00

(99,35)

12,92
0,00
0,00
0,00
0,00

32,61

(55,20)
0,00
0,00
0,00

(5,99)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
(2,18)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,42
1,21
9,58
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Saldo Aset Tak BerwijBdftwarper3dl Desember 20&besaRp202.645.306.0@Bmengalami
kenaikasebesaRp2.831.735.8086 atal,42persen dari saldikhir Tahun Anggaran 2@besar
RpL99.813.570.220

C.2.4.1.2. Lisensi
Jumlah Aset Tet@ipk BerwujudLisensi pada Direktorat Jenderal Pajak pesember 2022
sebesaRp316.594.575.380 Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1V.C.2.4.1.2 berikut

TabeM.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwuj@iisensi Menurut Kantor Wilayah
Per31Desember 2022

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAF e % NAIK/
SALDO AWAL SALDO AKHIR (TURUN)

Kantor Pusat DJP 267.456.470.52 295.710.408.94 10,56
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan 11.864.992.57 11.864.992.57 0,00
Kanwil DJP Aceh 58.256.00( 58.256.00( 0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara | 185.356.44( 185.356.44( 0,00
Kanwil DJP Riau 197.314.92 197.314.92 0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 11.985.81¢ 11.985.81¢ 0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat 382.818.38! 382.818.38! 0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat 323.025.98| 316.973.23 (1,87)
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 368.019.30! 368.019.30! 0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur 383.332.95( 383.332.95! 0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara 328.931.711 328.931.71 0,00
Kanwil DJP Jakaktausus 2.995.599.24 2.995.599.24 0,00
Kanwil DJP Banten 215.307.31! 215.307.31! 0,00
Kanwil DJP Jawa Barat | 310.545.03¢ 310.545.03! 0,00
Kanwil DJP Jawa Barat Il 298.962.00( 298.962.00( 0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah | 275.045.04( 275.045.04( 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur | 197.385.68| 197.385.68! 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur Il 245.148.84I 245.148.84l 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur llI 209.273.401 209.273.401 0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 149.481.00( 149.481.00( 0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Banafenggara 191.335.68I 191.335.68I 0,00
’}\(Aa;lTl\J/\;ll DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatantalo 13.244.55( 13.244.55( 0.00
Kanwil DJP Bali 191.335.68| 191.335.68| 0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 1.321.559.06 1.371.009.56 3,74
Kanwil DJP Jakarta Selatan Il 62.582.957 62.582.957 0,00
Kanwil DJP Jawa Barat IlI 47.943.27¢ 47.943.27¢ 0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau 11.985.81¢ 11.985.81¢ 0,00
Saldo 288.297.239.1¢ 316.594.575.3¢ 9,82
Akum.Amortisasi (142.043.867.26 (168.832.992.40 18,86
Nilai Buku 146.253.371.9¢ 147.761.582.9¢ 1,03
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Saldo Aset Tak Berwujudensi P81 Desember 2022besaRp316.594.575.3@0Dmengalami
perubahan sebesar Rp28.297.336.165,00 atau 9,8fapesattmkhir Tahun Anggaran 2021
sebesaR®88.29.239.1990.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud LainnyeDpa#ttorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 sebesar
R®,00 Saldo Aset Tak Berwujud Lainny&l geesember 202@besar R}00tidakmengalami
perubahadari saldo aki3it Desember 20besar Ry0Q

C.2.4.2. Aset Tak Berwupadam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Bervwijiadhm Pengerjapada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022
sebesaRp654.189.537.FI@Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimanaCtalkPR. berikut:

TabeN.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022

ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN
SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAY
SALDO AWAL SALDO AKHIR % NAIK/ (TURUN

Kantor Pusat DJP 246.827.927.3¢ 654.189.537.51 165,04
Saldo 246.827.927.3¢ 654.189.537.51 165,04
Akumulasi Penyusutan 0 0 0

Nilai Buku 246.827.927.3¢ 654.189.537.51 165,04

Saldo Aset Tak Berwupathm Pengerjager 31 Desember 208@besaRp654.189.537.51®
mengalankienaikan sebesar Rp407.361.610.485)0065,04 perstari saldakhir Tahun Anggaran
2021sebesaR[246.827.927.384Q

C.2.4.3. Aset Lalain

Aset LaHain merupak&arang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak
lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah -fedet desBl Desember 2022besar
Rp428.380.562.383 Pada Laporan Keuarigdrunaifahun 202 Aset Lailain disdan menjadi
Aset Tetap yarigdakDigunakan dala@perasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.3.

JenisAset Laidain
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

%
Naik/
(Turun)

31Desember 31 Desember Kenaikan/

Uraian 2022 2021 Penurunan

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam ¢

) 423.822.992.97 356.022.709.41 67.800.283.51 19,04
Pemerintahan

Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan
OperadPemerintahan

Total Aset Latain 428.380.562.37 360.805.390.0¢ 67.575.172.23 18,73

4.557.569.39  4.782.680.67 (225.111.28C (4,7}

www.pajak.go.id
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C.2.4.3.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetgmg Tidak Digunakzaiam Operasi Pemerintahe8ild@esember 20besar
Rp423.822.992.983. Jumlah Akumulasi Penyusutan Asetargfapidak Digunakan Dalam
Operasi Pemerintahan3gedesember 20&#alah sebes&p408.351.417.583

TabeN.C.2.4.3.1.
Rincian Aset Lailaind Aset Tetagang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPE

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAI PEMERINTAHAN

0,
SALDO AWAL SALDO AKHIR ('/I("UNF?LIJIEI/)
Kantor Pusat DJP 86.296.590.09 148.013.002.1¢ 71,52
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajal 806.193.06! 658.442.00( (18,33)
Kanwil DJP Aceh 7.912.904.05 6.781.556.37 (14,30)
Kanwil DJBumatera Utara | 2.333.243.69 3.256.467.13 39,57
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 8.362.751.01 9.611.268.95 14,93
Kanwil DJP Riau 7.517.007.67 6.876.904.53 (8,52)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 9.701.863.46 10.401.030.26 7,21
Ié:lri]tvL\j/irl]gDJBumatera Selatan dan Kep. Bangka 7.078.769.52 6.973.042.09 (1,49)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 9.599.516.63 14.128.958.26 47,18
Kanwil DJP Jakarta Pusat 6.042.945.98 2.944.161.11 (51,28)
Kanwil DJP Jakarta Barat 4.227.161.70 1.411.319.38 (66,61)
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 5.631.963.41 3.937.912.63 (30,08)
Kanwil DJP Jakarta Timur 7.900.642.61 9.617.242.88 21,73
Kanwil DJP Jakarta Utara 9.605.535.22 5.344.408.15 (44,36)
Kanwil DJP Jakarta Khusus 6.257.537.74 5.721.096.75 (8,57)
Kanwil DJP Banten 5.099.307.56 5.167.612.85 1,34
Kanwil DJP Jawa Barat | 10.174.779.35 10.112.915.36 (0,61)
Kanwil DJP Jawa Barat Il 7.110.648.38 5.359.628.97 (24,63)
Kanwil DJP Jawa Tengah | 18.519.048.75 21.281.771.63 14,92
Kanwil DJP Jawa Tengah I 6.709.417.18 4.735.822.04 (29,42)
Kanwil DJP D.l. Yogyakarta 3.187.444.97 1.307.317.46 (58,99)
Kanwil DJP Jawa Timur | 6.120.912.49 7.909.348.05 29,22
Kanwil DJP Jawa Timur Il 7.023.770.47 7.331.570.96 4,38
Kanwil DJP Jawa Timur IlI 4.961.040.66 9.796.857.16 97,48
Kanwil DJP Kalimantan Barat 4.778.437.92 8.367.084.46 75,10
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 8.056.410.58 9.637.148.45 19,62
Kanwil DJRalimantan Timur dan Utara 16.317.571.75 17.070.663.32 4,62
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 8anaf enggara 11.469.934.63 11.046.648.64 (3,69)
I\K/IZTL\JAt”I DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatantalo 15.398.430.03 14.751.782 60 (4,20)
KanwiDJP Bali 11.294.564.28 8.270.401.69 (26,78)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 14.007.215.66 18.796.694.63 34,19
Kanwil DJP Papua dan Maluku 13.266.571.31 10.652.946.75 (29,70)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 5.762.594.18 5.720.388.18 (0,73)
Kanwil DJPakarta Selatan I 2.325.672.40 5.395.368.46 131,99
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ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPE

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAI PEMERINTAHAN

0,
SALDO AWAL SALDO AKHIR ('/I(')UNF'QALIKI/)
Kanwil DJP Jawa Barat Ill 1.926.937.75 1.943.902.00 0,88
Kanwil DJP Kepulauan Riau 3.237.373.09 3.490.306.42 7,81
Saldo 356.022.709.41 423.822.992.92 19,04
Akum Penyusutan (340.781.917.92 (408.351.417.56 19,83
Nilai Buku 15.240.791.49 15.471.575.37 151

Saldo Aset Tetgang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerint8habDgsember 2082besar
Rp423.822.992.983mengalankenaikarsebesaRp67.800.283.508 ataul9,04persen dari saldo
akhir Tahun Anggaran 2@bksaR[B56.022.709.406

C.2.4.3.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwyging) Tidak Digunakan Dalam Operasional &sanegpigit 31 Desember 2022
sebesar RpE57.569.39W. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Bamgdjigihik Digunakan Dalam
Operasional PemerintahaBh&esember 20&2alah sebes&p4.440.790.300

TabeN.C.2.4.3.2
Rincian Asetainlaind Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN C

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH OPERASI PEMERINTAHAN

SALDO AWAL SALDO AKHIR % NAIK/ (TURUT
Kantor Pusat DJP 3.856.726.50 4.100.497.92 6,32
Kanwil DJP Aceh 21.740.40( 21.740.40( 0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara Il 134.200 134.200 0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 22.368.58¢ 22.368.58¢ 0,00
Kanwil DJBumatera Selatan dan Kep. Bangka Belituni 745.800 1.118.70C 50,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 16.205.13( 16.205.13( 0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara 121.429.06( 121.429.06( 0,00
Kanwil DJP Jawa Barat Il - 6.100.00C 10,00
Kanwil DJP Jawa Timur | 4.552.35( 4.552.35( 0,00
Kanwil DJP Jawa Timur Il 122.657.70( 122.657.70( 0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat 561.660 561.660 0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 398.726.83I 12.884.14( (96,77)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 9.500.00C 9.500.00C 0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 8anaf enggara 39.030.00( - 0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gatantilalut 13.025.63! 13.025.63! 0,00
Kanwil DJP Bali 32.349.32¢ 32.349.32¢ 0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara 42.887.69: 24.152.80¢ (43,68)
Kanwil DJP Papua dan Maluku 63.496.06! 31.748.03( (50,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I 16.543.75( 16.543.75( 0,00
Saldo 4.782.680.67 4.557.569.39 (4,71)
Akum. Amortisasi (4.769.942.90¢ (4.440.790.81 (6,90)
Nilai Buku 12.737.77 116.778.58i 816,79
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Saldo Aset Tak Berwypua Tidak Digunakan Dalam Operasional PemerintdhBegsmber 2022
sebesaRp1557.569.39@0mengalami penurunan seliepaR5.111.280 atad,71persen dari saldo
akhir Tahun Anggaran 2@bksar Rp782.680.6,00

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pend8k pesember 2022 sebes@rSRp.371.062.50/s2dangkan per

31 Desember 2021 sebesar Rp20.145.937.673.044,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak K
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan L
Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajilgka Pendek disajikan sebagdahabarikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

. . % Naik/
Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ (Penurunan) (Turun)

Eé"’t‘%%kepada Pihak 47.640.545.395 27.679.364.46 19.961.180.93 72,12

Utang Kelebihan

Pembayaran 0.456.315.116.4{  20.116.389.582.1. (10.660.074.465.6: (52,99)

Pendapatan

E?mngzgata” Diterimé 3 302 700.9706 1.696.014.25 1.606.686.71 94,73

UangVuka dari KPP 112.699.65( 168.052.60! (55.352.958 (32,94)

Utang Jangka Pende ; 4.659.59¢ (4.659.599  (100,00)

Lainnya

Jumlah 9507371062507,26  20.145.937.673.0: (10.638.566.610.5: (52,81)

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utahgpada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah 4&@&8a6RH. 32D mengalami
kenaikan sebesar 1R©61.180.98® dari kondisi per 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp27.679.364.462,20 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utangkepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 202 st 2gszimber (L(::::Eagln) (()/.?_ul\:ﬁlnk)/
Belanja pegawai yang masih harus d 6.576.903.80 10.337.849.97 (3.760.946.17: (36,38)
Belanja barang yang masih harus di 41.058.646.64 17.020.489.82 24.038.156.82 141,23
Belanja Modal yang Masih Harus Dil - 320.976.70: (320.976.702 (100,00)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 4.994.94¢ 47.964 4.946.98t 10313%
Jumlah 47.640.545.39 27.679.364.46 19.961.180.93 72,2
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C.2.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan
Tidakterdapat saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

C.2.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah UtandKelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
R[®.456.315.116.488. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang
mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2022 yang belurmgliterbitkan SP2D
Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik
V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.3.a.
Perbandingan UtarygngBelum Ditagihkan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

0 )
Uraian 31Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/Penurunar é).l:\:ﬁl:)/

Utang Kelebihan Bayar Pajak | 2.379.474.402.1: 4.554,999.231.4: (2.175.524.829.3C (47,76)

Utang Kelebihan Bayar P: |

PPN/PPNEM 7.068.279.015.5¢ 15.557.586.609.1! (8.489.307.593.61 (54,57)

Utang Kelebihan Bayar Pajak | 8.561.698.81 3.803.741.52 4.,757.957.28 125,09
Jumlah 9.456.315.116.4¢ 20.116.389.582.1. (10.660.074.465.6: (52,99)

Grafik V.C.2.3a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam miliaran rupiph

18.000 15.557
16.000
14.000
12.000

10.000
8.000 7.068

6.000 4.555

4.000 2.379

2.000 8 3
0 N

Utang Kelebihan Bayar Pajak PPhUtang Kelebihan Bayar Pajak Utang Kelebihan Bayar Pajak PBE
PPN/PPNnBM

H 31 Desember 2022 1 31 Desember 2021

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada |
sebagai berikut:
Tabel V.C.2.5.3.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wiéh DJP
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)
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Nama Kanwil 31 Desember 202 31 Desember 2021  Kenaikan/ Penurunan z'/Fu’:'l:ri'nl;/

Kanwil DIJP Aceh 5.439.310.11 55.021.330.17 (49.582.020.06(  (90,11)
Kanwil DJBumatera Utara | 94.847.024.49  485.000.698.8% (390.153.674.34  (80,44)
Kanwil DJP Sumatera Utara I| 5.580.108.51  142.363.474.0% (136.783.365.53  (96,08)
Kanwil DJP Riau 62.890.585.11  799.171.973.1¢ (736.281.388.07  (92,13)
?2:1";:' DJP - Sumatera Barat 88.500.335.06  594.910.226.02 (506.319.890.96  (85,11)
Ezg‘."’gagglfa ngjrgzra Selatan 148.009.466.3:  158.755.034.64 (10.745.568.32!  (6,77)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampt 42.023.452.05 64.601.910.92 (22.578.458.87  (34,95)
Kanwil DJP Jakarta Pusat 503.099.195.9¢  2.252.822.796.2¢ (1.749.723.600.31  (77,67)
Kanwil DJP Jakarta Barat 166.466.962.5¢ 427.148.790.27 (260.681.827.71 (61,03)
Kanwil DJP Jakarta Selatan | 381.936.056.6€  256.190.683.6¢ 125.745.372.97 49,08
Kanwil DJP Jakarta Timur 117.164.221.3: 974.046.887.6€ (856.882.666.32 (87,97)
Kanwil DJBakarta Utara 333.623.964.3¢  212.813.972.11 120.809.992.25 56,77
Kanwil DJP Jakarta Khusus 3.019.656.196.1.  4.779.491.483.1¢ (1.759.835.287.03  (36,82)
Kanwil DJP Banten 513.169.491.6€  474.187.436.8¢ 38.982.054.83 8,22
Kanwil DJP Jawa Barat | 79.750.140.79  186.558.776.1¢ (106.808.635.38  (57,25)
Kanwil DJP Jawa Barat Il 80.088.808.15  309.817.337.51 (229.728.529.36  (74,15)
Kanwil DJP Jawa Tengah | 74.358.166.73  598.053.833.0¢ (523.695.666.36  (87,57)
Kanwil DJP Jawa Tengah Il 24.085.867.13 72.961.931.59 (48.876.064.45!  (66,99)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 2.138.969.58 36.609.983.02 (34.471.013.44.  (94,16)
Kanwil DJP Jawa Timur | 102.052.145.2z 133.533.987.81 (31.481.842.59(  (23,58)
Kanwil DJP Jawa Timur Il 143.523.095.01 151.416.656.6C (7.893.561.59( (5,21)
Kanwil DJP Jawa Timur 11| 83.809.907.17  166.677.415.8¢ (82.867.508.70!  (49,72)
Kanwil DJP Kalimantan Barat 3.625.987.77 59.400.914.67 (55.774.926.89¢  (93,90)
fﬁ:g;";hmp Kalimantan Selatan 65.011.773.05  236.617.924.6¢ (171.606.151.63  (72,52)
E"t":rg" DJP Kalimantan Timur 21.233.041.05  160.591.598.2¢ (139.358.557.24  (86,78)
gzﬂlntgg;i‘“'aw“i Selatan, £ 13.030.527.83 23.238.865.70 (10.208.337.86:  (43,93)
éi?x'ta?ézns&‘zmeg Utkeagah, 1.312.497.43 17.028.482.58 (15.715.985.15.  (92,29)
Kanwil DJP Bali 1.110.080.81 4.794.180.14 (3.684.099.327  (76,85)
Kanwil DJP Nusa Tenggara 1.483.692.22 16.524.597.90 (15.040.905.68(  (91,02)
Kanwil DJP Papua dan Maluku 3.370.338.84 19.074.514.51 (15.704.175.66!  (82,33)
Kanwil DIJP Wajib Pajak Besar 2.915.152.357.1¢  5.461.430.223.7.  (2.546.277.866.53  (46,62)
Kanwil DJBakarta Selatan Il 200.198.760.7¢  643.895.413.3C (434.696.643.54  (67,51)
Kanwil DJP Jawa Barat Il| 138.268.827.1% 69.328.564.78 68.940.262.34 99,44
Kanwil DJP Kepulauan Riau 11.213.753.21 72.307.682.23 (61.093.929.01(  (84,49)
Jumlah 9.456.315.116.4¢ 20.116.389.582.1  (10.660.074.465.65  (52,99)
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C.2.54. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan DiteriDanuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desegibesa?022
Rp3.302.700.97/Mgs@dangkan jumlah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.696.014.257,00 atau mengalami
kenaikan sebesar Rp1.606.686.717,00 atau 94,73 persen.

Tabel V.C.2.5.4.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 202; 31 Desember 2021 NG % Naik/
(Penurunan) (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 3.254.805.33 1.306.667.57 1.948.137.76 149
Pendapatan  Bukan  Pajak  Lai 47.895.63¢ 389.346.68 (341.451.05( (87,70)
Diterima Dimuka
Jumlah 3.302.700.97 1.696.014.25 1.606.686.71 94,73

C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00 sedangkan jumlah Per 3:
Desembe2021 sebesar Rp168.052.608,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.352.958,00. Jumlah
tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendehmran yang belum
dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahar:
Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.5.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desembe&x022 31 Desember 2021 ke % Naik/ (Turun
(Penurunan)
Uang Muka dari KPPN 112.699.65( 168.052.60¢ 55.352.95¢ (32,94)

C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat saldo Utiamggka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan dalam
Tabel V.C.26& berikut:

Tabel V.C.2.5.6.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 e poland
(Penurunan) (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran 4.659 59¢ (4.659.599 (100,00)

Belum Disetor
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C.2.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 seb&8ar690651.331.99¥sedangkan nilai per 31 Desember 2021
sebesar Rp53.100.590.794.275,00 sehingga terdapat kenaika®.668¢3¢0.Bp7. 7@3ataul2,56
persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagaimana -
V.C.2.6. dan Gka¥l.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.

Ekuitas
Per 31 Desember 2022 8arbesemb&02
(dalam rupiah)

. . % Naik/
Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunar (Turun)
Ekuitas 59.769.651.331.9! 53.100.590.794.2 6.669.060.537.7: 12,56

Secara umum, kenaikan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih besar dari penambahan kewa

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam triliunan rupiah)

53,10
48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00

31 Desember 2021 31 Desember 2022
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D.PENJELASAN ATAS HIES LAPORAN OPERASIONAL
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dar
(3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pend@mpetaasion8lirektorat Jenderal Pajak untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 -mmasimgy sebesdRpl.726.018.080.151.230j60
Rp1.295.852.021.620.64F@hdapatan Operasional tersebutdardifendapatan Perpajakan dan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periods
yang beraki8d Desember 2022031 Desember 208igajikan sebagaimana Tabel.¥.Derikut
Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP

yang berakhir 31 Desember 20@22021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunar P((?J/i)e n
Pendapatan LO Pajak 1.726.007.762.974.C 1.295.842.502.012.Z  430.165.260.961.7 33,20
Pendapatan LO PNBP 10.317.177.15 9.519.608.29 797.568.86. 8,38
Jumlah 1.726.018.080.151.Z 1.295.852.021.620.€  430.166.058.530.5 33,20

D.1.1.1Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2022 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar
Rp999.032.512.549.293,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp696.424.456.030.326 00, Pendapatatl
PBB sebesar Rp23.761.243.871.403,00, dan &efddglat_ainnya sebesar Rp6.789.550.523.054,00.

Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rpl.7260007.762.974.0
mengalami kenaikan sebesar Rp430.165.260.961.7183204tajika dibandiragk dengan
PendapataPerpajakan per 31 Desember 2021 yang berjumlah Rpl1.295.8820002R008idn

Pendapatan Perpajakan dapat dilihdaipsldzerikut

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalanrupiah)

www.pajak.go.id

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunar Persen (%)
Pendapatan PPh 999.032.512.549.2  704.708.048.945.5 294.324.463.603.7. 41,77
Pendapatan PPh Minyak Bumi 30.045.226.895.5!  19.621.945.942.2; 10.423.280.953.3! 53,12
Pendapatan PPh Gas Bumi 48.237.728.525.1! 33.420.523.338.0: 14.817.205.187.1- 44,34
Pendapatan PPh Migas Lainnya 3.108.450.21 1.361.407.03 1.747.043.18 128,33
Pendapatan PPh Pasal 21 172.263.756.859.4  145.970.954.127.0 26.292.802.732.4 18,01
Pendapatan PPh Pasal 22 33.092.265.452.5;  22.794.322.351.0. 10.297.943.101.5! 45,18
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 74.200.701.135.4 40.472.120.491.2. 33.728.580.644.2: 83,34
Pendapatan PPh Pasal 23 48.768.369.062.9:  43.434.775.533.9: 5.333.593.528.9¢ 12,28
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pi 11.702.755.442.8! 12.746.142.568.2° (1.043.387.125.38 (8,19)
Pendapatan PPh P&&P9 Badan 341.628.396.296.0 199.540.767.828.4 142.087.628.467.5 71,21
Pendapatan PPh Pasal 26 65.621.586.072.0: 56.521.143.977.8! 9.100.442.094.1" 16,10
Pendapatan PPh Final 165.825.105.087.8°  110.610.116.672.3 55.214.988.415.41 49,92
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 129.345.706.27 130.949.178.3¢ (1.603.472.08¢ (1,22)
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Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan/ Penurunar  Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP - 5.230.896.576.9¢ (5.230.896.576.95  (100,00)
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP - - - -
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP - 236.840.448.82 (236.840.448.82  (100,00)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP DTP - - - -
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan D 2.380.201.759.2¢ 3.318.759.902.8¢ (938.558.143.65 (28,28)
"ze”dapata” PPh Pasal 26 Ditanggung 5 555 968 1436¢  9.737.316.218.07  (4.681.348.074.37  (48,08)
emerintah
Eg”md;?ni;” PPh Final Ditanggung 77.997.660.00 919.112.383.02 (841.114.723.02  (91,51)
Pendapatan PPh Non Migésnya ) ) ) )
Ditanggung Pemerintah
Pendapatan PPN dan PPnBM 696.424.456.030.3  560.360.702.529.4 136.063.753.500.8 24,28
Pendapatan PPN Dalam Negeri 398.485.314.629.4  344.670.949.654.0 53.814.364.975.4! 15,61
Pendapatan PPN Impor 270.704.792.764.3  191.561.388.468.2 79.143.404.296.1: 41,31
Pendapatan PPN Lainnya 6.158.822.277.5( 3.964.184.730.0: 2.194.637.547 .4¢ 55,36
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 14.423.116.123.4: 4.842.426.581.3" 9.580.689.542.0¢ 197,85
Pendapatan PPnBM Impor 4.886.952.081.0¢ 3.366.433.298.4¢ 1.520.518.782.5¢ 45,17
Pendapatan PPnBM Lainnya 444.465.62! 1.635.265.82 (1.190.800.19¢ (72,82)
Pendapatan PPN Ditangfamgerintah 1.223.919.843.8¢ 6.424.264.010.2¢ (5.200.344.166.40 100,00
.Fg’;iiﬂzt;‘: o di%?gg’:}’l%“lgg Peme 54100384501  5520420521.2¢  (4.988.326.676.26 100,00
Pendapatan PBB 23.761.243.871.41  17.935.848.046.9 5.825.395.824.4: 3248
Pendapatan PBB Perkebunan 2.961.879.230.3: 2.861.119.667.3¢ 100.759.562.94 3,52
Pendapatan PBB Kehutanan 744.942.773.91 756.579.102.81 (11.636.328.90« (1,54)
Pendapatan PBB Pertambangan Miner 5.560.347.686.1: 2.891.036.274.4: 2.669.311.411.6¢ 92,33
Pendapatan PBB Pertambangan Migas 14.084.911.886.9:  10.894.921.345.7 3.189.990.541.1" 29,28
Pendapatan PBB Pertambangan Panas 494.214.270.64 445.942.132.8% 48.272.137.80 10,82
Pendapatan PBB Lainnya (85.051.976.54t 86.249.523.73 (171.301.500.27 (198,61)
Pendapatan Pajak Lainnya 6.789.550.523.0¢  12.837.902.490.3! (6.048.351.967.34 (47,11)
Pendapatan Bea Meterai 1.074.469.041.1¢ 1.496.442.456.7¢ (421.973.415.59 (28,20)
Pendapatan dari Penjualan Benda Mett 5.661.404.285.3: 5.938.022.861.3¢ (276.618.576.02 (4,66)
Pendapatan PPn Batubara 417.224.046.91 383.940.805.5¢ 33.283.241.31 8,67
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lai (68.442.962 - (68.442.962 -
Pendapatan Bunga Penagihan PPh (536.317.207.74 2.472.712.265.6¢ (3.009.029.473.43 (121,69)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN 174.066.247.14 2.542.513.102.7¢ (2.368.446.855.64 (93,15)
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM (1.227.446.79¢ 4.220.750.48 (5.448.197.28( (129,08)
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL - 50.247.72¢ (50.247.725  (100,00)
Jumlah 1.726.007.762.974.0 1.295.842.502.012.3 430.165.260.961.7 33,20

Pendapatan Perpajatteatadersumber dari pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2022
yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan
mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan sampai dengan 31 Resember 202

Pendapatan Perpajakan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Peme
(DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP, PPN DTP, dan PPaihpedarP PPh Ditanggung
Pemerintah (DTP), PPN DTP, dan PPnBM DTepemBEr 2022 adalah sebesar Rp7.514.167.562.935,00,
Rp1.223.919.843.850,00, dan Rp541.093.845.015,00. Pdétetppgikan DTP tersebut termasuk
pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Dese
2022berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan Tahun Anggaran 2
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Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi Pajfediddd?Ph DTP Panas Bumi sebesar
Rp666.708.245.363,00 dan Subsidi PPh DTP SBN ‘YalaR&h&88.410.699,00. Selain itu, terdapat
potensi pajak tahun 2022 yang berasal dari Subsidi PajRERT&BE 2022 yang telah dilakukan verifikasi
namun belum direalisasikan, meliputi potensi penerimaan pajak dari Subsidi PPN/BRgrs&kesddon
Rp123.418.589.208,00, PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun sebesar Rp429.943.383.074,00, PPnBN
Kendaraan Bermotor sebesar Rp42.930.305.015,00, dan PPN DTP Vaksin sebesar Rp77.990.411.568,00.

Penerimaan negara dicatat berdasarkan dokumen syald¢ormer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
yang dihasilkan dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Jika terjadi salah setor, Wajib Pajak mengaj
permohonan pemindahbukuan (Pbk) ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemindahbukuan tersebut merupakan tra
dabm administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempengaruhi saldo penerimaan dalam Laporan Keuang:
015.Terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama tahun 2
sebesar Rp29.019.197.284.426,00. Dibandingkan paemigdahbukuan tahun sebelumnya sebesar
Rp19.765.407.692.309,00, terdapat kenaikan pemindahbukuan sebesar 46,82% atau sebes
Rp9.253.789.592.117,00.

Direktorat Jenderal Paiglatelah melakukan pemindahbukuan atas setoran akun pajak 411612 (Pendapatan
dari Penjualan Benda Meféahi)in Anggaran 2Q2hg salah Kode Akun Pajak, salah Kode Jenis Setoran,
salah Masa Pajak, salah Tahun Pajak, dan salah NPWP dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemindahbukuan dari akun selain 411612 (PenjuaMpatBeidke akun 411612 atas keshktaten
akun pajak dengan nilai sebesar Rp2.387.577.091,00.
2. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meteral)kalahuz02@zatas kesalahan masa
dan tahun pajak dengan nilai sebesar Rp56.447.000,00.
3. Peminddbukuan dari akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) ke akun selain 411612 atas kesalahan ke
akun pajak dengan nilai sebesar Rp6.000,00.
4. Pemindahbukuan akun 411612 (Penjualan Benda Meterai) antar masa pajak, antar kode jenis setoran
antar NPWP Penygtada TA 2@2lengan nilai sebesar Rp256.500.000,00.

Pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi terkait administrasi penerimaan di DJP yang tidak mempen
saldo penerimaan dalam Laporan Keuangan BA 015.

Selain itu, berdasarkemdangindang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbit{&KSKIPB k&g

atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sej
pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibggagkialwaktu 1 bulan. Selanjutnya, atas
sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutan
tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upayaukamum yang dilak
tersebut berkekuatan hukum(iataipcht

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun
tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secaralanlsgetaa formethadapVajib Pajak yang
bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pagidaergaray ketetapan pygalg tidak

disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutangiyemgeiak disetuj
diperlakukan sebagai pembayaran pajakasiéeasessmatdn diakui dalam pencatatan sebagai pendapatan
pada saat terjadinya pembayRBeala Tahun 2022, terdapat pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan
pajak yang belum dipindatamkmaupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp8.983.942.120.219,00
(untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp2.088.028.176.528,00 (untuk pembay
menggunakan mata uang US Dolar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK padatesjaipembayaran

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan
kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang me

www.pajak.go.id
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berkurang atau nihil, maka atas parabdersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
(restitusi) setelah keputusan atau putusan upayekhadttm

Padapendapatan perpajak@DJP Tahun 2Q22rdapat pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2023
yang dilakukan pada TaB0B2 sebesar Rp82.978.007.67@bi3tiwa terkait pembayaran yang
mendahului masa pajak ini terjadi karena tidak ada ketentuan dalam peratuuadapgamdang
perpajakan yang melarang Wajib Pajak membayar pajak yang terutangpddtantasa

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajal
Wajib Pajak sebesar Rp521.926.231.761,00 dan potensi sanksi sebesar Rp96.457.572.337,24 yang b
diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)damgpai 31 Desember 2021. Atas hal tersebut, DJP melakukan
penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan penyetoran dan potensi sanksi tersebut d
ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai keteimtuan yang berla

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNEP)3ddd@sember 2022 dan &i@ah sebesar
Rp10.317.177.16@ dairp9.519.608.20Q yang berashdri Pendapatan Negara Bukan Pajak.Lainnya
Rincian PNBErsebutlisajikan dalafiabelV D.1.12 berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 202 31 Desember 202
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan 3.375.422.17 4.648.252.01
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 21.008.10( 89.523.00(
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) - 14.389
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 1.284.059.13 1.668.408.53
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerit 4.582.319.36 2.616.123.15
Pendapatan Anggaran-laam 760.427.25 339.234.80!
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 293.941.12! 158.052.38!
Jumlah 10.317.177.45 9.519.608.29

D1.2 BebarOperasiondDirektorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, B
Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang t
Diserahkan kepada Masyarakat, Beban PenyusutaortgasiAdan Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih, Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2022 adalah seb
Rp12.747.645.457.215,00. Komposisi r&mlsasi Operasional menurut jenis beban sebagaimana
disajikan TabeD/1.2. berikut:

Tabel V.D.12.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)
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Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 202: Kenaikan/ Penurunan P((aor/i)e n

Beban Pegawai 2.117.155.307.9: 2.814.682.814.3 (697.527.506.41  (24,78)
Beban Persediaan 148.842.346.61 148.777.718.1€ 64.628.43 0,04
Beban Barang dan Jasa 3.5532.206699 2.426.990.751.67 1.126781 455025 46,43
Beban Pemeliharaan 542.20848.609 515.773.396.2C 26.43.652.408 5,13
Beban Perjalanan Dinas 560244282874 304422202269 255822080605 8404
Beban Barang untuk Diserahka 157251222419 198409043151 (41157820732)  (2q74)
kepada Masyarakat

Beban Penyusutan dan Amortis 558126562780 571999587606 (13873024826) (243)
Egﬁgg”‘? enyisihan Piutang Tak 5110045479274 7.853822549042 (2743777069768)  (3494)
Jumlah 12747645457215 14834878062483 (2087232605268)  (1407)

Bebarbeban yang timbul dalam rangka penanganan pandeb®i di€aiKan di LO dalam satu pos

dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan gahadeeniugz®atD
bebarbeban yang secara langsung berkaitan denganrperkpgdudan perlu diungkapkan secara

khusus. Beban Operasional terkait penanganan pandei® @endde TA 2022 sebesar
Rp52.011.644.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp65.557.437.630,00 atau 55,76% jika dibanding
dengan Beban Operasional teekaibganan pandemi C&\per 31 Desember 2021 yang berjumlah
Rp117.569.081.637,00.

Tabel V.D.112.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi-C®DVID
yang berakhiBl Desember 2022
(dalam rupiah)

Akun Uraian = 2gszzmber 31 Desember 202 Kenaikan/Penuruna  Persen (%)

Beban Barang Operasional 36.449.873.59  48.640.379.35  (12.190.505.75 (25,06)

521131 Penanganan Pandemi CQ9ID

522192 ﬁgﬁ’;fﬁp enanganan Panden - 416 00638 68.652.062.57  (53.206.036.19! (77,50)
Beban Pemeliharaan Gedung ds
523114 BangunanPenanganan Pandemi 115.744.03( 276.639.71: (160.895.682 (58,16)
COVIEL9
Total 52.011.644.00 117.569.081.62 (65.557.437.63( (55,76)

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 282bestal&tp2.117.155.307.98¢b@n

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkar
berdasarkan peratupgmnundargndangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan ate
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dariganmed#deRincian

Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut

TabeNV.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhi81l Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)
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Uraian

Beban Gaji Pokok PNS

Beban Pembulatan Gaji PNS

Beban Tunj. Suami/lstri PNS

Beban Tunj. Anak PNS

Beban Tunj. Struktural PNS

Beban Tunj. Fungsional PNS

Beban Tunj. PPh PNS

Beban Tunj. Beras PNS

Beban Uang Makan PNS

Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
Beban Tunjangan Umum PNS

Beban Uang Lembur

Jumlah

D1.2.2. Beban Persediaan

31 Desember 2022

1.413.288.140.7-
23.400.69¢
87.262.528.33
27.059.407.41
33.269.970.0C
37.424.708.92
2.411.980.63
78.263.959.5C
345.951.866.9C
143.600.00!
2.011.090.00
59.398.584.31
30.646.070.48
2.117.155.307.9:

103

31 Desember 2021

1.970.749.101.3!
32.307.27(
120.003.640.11
37.293.495.11
46.921.664.61
51.202.330.0C
3.226.097.44
109.483.444.6¢
360.863.013.2¢
206.725.001
3.110.170.00
83.594.544.92
27.996.280.5¢
2.814.682.814.3!

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsHadiaarizayang habis pakai, termasuk
barandparang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persedic
per31 Desember 20&#alalsebesar Rp148.842.346.618,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021

146.055.109.64

2.787.236.97
148.842.346.61

146.194.778.5¢
2.582.939.59
148.777.718.1¢

Beban Persediaan konsumsi
Beban Persediaan Lainnya
Jumlah Beban Persediaan

Grafikv.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhi81l Desember 2083n2021

(dalamjutaarrupiabh)
. . 2.583
Beban Persediaan Lainny
i 2.787
146.195
Beban Persediaan konsumsg
- 50.000 100.000 150.000 200.000

31 Desember 2021 m 31 Desember 2022
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D.1.2.3BebarBarang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, sertalagbbarigga beban yang timbul karena
penggunaan alokasi belanja modal yang tidak memgleasdkam Realisasi Beban Barang dan Jasa

per31 Desember 20&#alalsebesar Rp3.553.772.206.699,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian

Beban Keperluan Perkantoran

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Beban Honor Operasional Satuan Kerja

Beban Barang Operasional Lainnya

Beban Barang Operasiof@nanganan Pandemi COV
19

Beban Bahan

Beban Hon@utput Kegiatan

Beban Barang Non Operasional Lainnya
Beban Langganan Listrik

Beban Langganan Telepon
BebarLangganan Air

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Beban Jasa Pos dan Giro

Beban Jasa Konsultan

Beban Sewa

Beban Jasa Profesi

Beban Jasa Lainnya

Beban Jasa&Penanganan Pandemi CQYID
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Jumlah Beban Barang dan Jasa

D1.2.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2022

527.030.442.2¢
223.519.71.
104.442.022.11
60.079.034.61
104.059.855.4¢

36.449.873.59

78.969.527.49
3.598.786.00
1.546.525.907.2:
182.839.355.5(
25.563.667.70
6.593.913.38
183.037.22i
23.282.00(
1.033.840.12
361.684.029.0¢
17.838.840.73
478.642.020.7z
15.446.026.38
2.545.225.32
3.553.772.206.6¢

31 Desember 2021

499.685.372.8(
180.308.19
100.051.060.4¢
59.952.888.67
106.216.598.4<

48.640.379.35

51.133.162.85
3.986.557.60
835.907.947.41
165.339.325.6¢
24.590.200.00
6.264.949.43
288.799.10:
7.526.90(C
190.476.001
340.807.120.3¢
15.828.507.20
97.878.299.74
68.652.062.57
1.389.208.83
2.426.990.751.6°

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset
Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai
dengan 31 Desember 2if2ah sebesBp542.208.048.609,00 disgjidam tabel berikut:

TabelV.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 195.258.306.6( 181.719.916.7(

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangananganan

Pandemi COVID 115.744.03

276.639.71.

www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



o  Cdp

Uraian 31 Desember 2022
Beban Pemeliharaan Gedungalagunan Lainnya 4.669.897.32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 302.993.787.6¢
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 903.714.501
Beban Pemeliharaan Jaringan 738.411.471
Beban Pemeliharaan Lainnya 34.589.013.32
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 2.844.565.08
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 94.608.59¢

Jumlah Beban Pemeliharaan 542.208.048.6(

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan

105

31 Desember 2021

2.391.721.19
292.457.078.3¢
2.201.365.80
1.118.788.32
32.809.658.0C
2.773.678.06
24.550.00(
515.773.396.2(

yang berakhiB1Desember 202ian31 Desember 2021

(dalam miliaran rugig

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
m Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
®m Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
®m Beban Pemeliharaan Jaringan
m Beban Pemeliharaan Lainnya
m Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
m Beban Persediaan suku cadang
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

400
303 292
<300
S
% 200 195,3 181,7
S
=
% 100
T 35
o 0,147 0,324

11. 3000

31 Desember 2022

D1.2.5Beban Perjalanan Dinas

33
2 1- 3000

31 Desember 2021

Beban Perjalanan Dioasuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2021 masingasingsebesar Rp560.244.282.874,00 dan Rp304.422.20B2b8rGérsebut

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaadatugas, fungsi,
jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untul3P&ustamber 20@@n2021disajikan dalam tabel

V.D.1.2.1.5. berikut

Tabel V.D.1.2.5.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhi81l Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)
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Uraian

Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

31Desember 2022

486.360.955.22
38.981.193.71

® Cdp

31 Desember 2021

265.430.719.7¢
22.762.005.68

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.668.978.96 5.679.358.60
BebarPerjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.401.176.95 10.486.848.8¢€
Beban Perjalanan Bialsaar Negeri 1.831.977.99 63.269.36(

Jumlah Beban Perjalanan Dinas

560.244.282.81

304.422.202.2¢

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi BebaRerjalanan Dinas
yang berakhi8l Desember 2083an2021
(dalam miliaran rupiah)

600 : :
H Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
B Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
400 m Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
m Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

500

300
200

100

[ . —
31 Desember 2022 31 Desember 2021

D1.2.6 Beban Barangntuk Diserahkakepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalaimasasysgbesar Rp157.251.222.419,00 dan
Rp198.409.043.151,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mamkaakatirtaerpemerintah

dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam randgepaddayeamyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalarn
tabel berikut.

Tabel V.D.26.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
yang berakhi81l Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 202

157.251.222.41] 198.409.043.1¢
157.251.222.41 198.409.043.1¢

Beban Persediaan Pita Cuktgraildan Leges
Jumlah Beban Barahintuk Diserahkan Kepada Masyarakat
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D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amartisasperiode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021 adalah massmygpebesaRp558.126.562.780,00 dan Rp571.999.587.606,00.
Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai yaaty Aset Tetap
dapat disusutkasepreciable assetelama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban
Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. B
Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 20Z2damBer 2021 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7.
berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutatan Amortisasi
yang berakhi8l Desember 2083an2021
(dalam rupiah)

31 Desember 2021
327.130.098.1¢
213.190.758.3¢

31 Desember 2022
307.708.136.2¢
219.388.781.9¢

Uraian
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 72.597.20° 1.202.562.60
Beban Penyusutaigasi 2.739.891 148.727.58
Beban Penyusutan Jaringan 235.612.89! 853.289.32:
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - 23.765.01¢
gztéigszir;)l/l;séur;ir:irﬁzﬁt Tetap yang Tidak Digunak i 1.161.015.70
Beban Amortisasi Software 2.613.518.88 2.898.760.71

Beban Amortisasi Lisensi 26.845.881.14 25.380.750.15

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yatiguitzikan
dalam Operasional Pemerintahan

Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Operasional Pemerintah

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

14.266.85¢ 9.859.98-

1.245.027.59 -

558.126.562.7¢ 571.999.587.6(

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Pil
dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sal
dengan31 Desember 202{an 31 Desember 202tlalahsebesar Rp5.110.045.479.274,00 dan
Rp7.853.822.549.042,00. Rincian Beban Penyisihan PiutaggTth&ajilkata dalam Tabel V.D.1.2.8.

berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhi8l Desember 208an2021
(dalam rupiah)
31 Desember 2021

Uraian 31 Desember 2022

Beban Penyisihan Piutang PPh Migas
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas
Beban Penyisihan Piutang PPN

Beban Penyisihan Piutang PPnBM

Beban Penyisihan Piutang PBB

Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

8.917.558.83
2.523.365.175.0-
1.884.880.813.3;
1.839.385.98
627.317.338.6¢
63.726.079.16

256.386.13!
(163.976.504.58
3.967.693.813.1¢
(17.146.020.51
(292.539.855.07
4.359.539.570.9¢
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Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021
BebarPenyisihan Piutang Lainnya 45.684.19( (2.930)
Beban Penyisihan Piutang Tidak TeBagian Lancar Tagihan (33.834)
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - )
Beban Penyisihan Piutang Teldigih Jangka Panjamgntutan (46.555.971 (4.804.291

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 5.110.045.479.2° 7.853.822.549.0:

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defiddtri Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan
dengan Beban Operasional. Surplusf@gfisggiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai
denga81 Desember 2022 dan 2xAjikan dalam ThYeD.2. berikut

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisitlari Kegiatan Operasional
yangberakhir31l Desember 208an2021

(dalam rupiah)

%

Rincian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Kenaikan(Penurunap  Naik/
(Turun
Kegiatan Operasional

1.Pendapatan Operasional 1.726.018.080.151.2 1.295.852.021.620.6  430.166.058.530.5 33,20
a. Pendapatan Perpajakan 1.726.007.762.974.C 1.295.842.502.012.z  430.165.260.961.7 33,20
b.FE’aengapatan Negara Buka 10.317.177.15 9.519.608.29 797.568.86. 8,38
2. Beban Operasional 12.747.645.457.2 14.834.878.062.4  (2.087.232.605.2€ (14,07)
Surplus/Defisit Kegiatan 1.713.270.434.694.C 1.281.017.143.558.1  432.253.291.135.8 33,74

Operasional

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defikiti Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin
dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. SugatisKegfisian Non Operasidhal
Desember 2022 dan 28dlah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Suplus/Defisitlari Kegiatan Non Operasional
yang berakhi81l Desember 2083n2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Kegiatan Non Operasional

a. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 14.616.332.64 8.669.401.56
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 22.390.372.89 30.304.499.89
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 7.774.040.24 21.635.098.33

b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya 190.522.754.72 14.845.969.52

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

www.pajak.go.id

2.016.931.078.5:
1.826.408.323.7!
205.139.087.31

178.713.436.6¢
163.867.467.1¢
23.515.371.09
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Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendap:s
Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelep

Aset Non Lancgerdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dasertsled@endapatan dari
Pemindahtanganan BMN LaiRiyeian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhi8l Desember 2083an2021
(dalam rupiah)

Rincian 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan - 15.678.99¢
Pendapatan dari PenjuBkxralatan dan Mesin 14.366.004.77 20.457.440.13
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 8.024.368.11 9.831.380.76
JumlahPendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 22.390.372.89 30.304.499.89

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset
Rp7.774.040.249,00 pada 31 Desember 2022 dan Rp21.635.098.333,00 pad031.Desember

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhi8l Desember 2022 d#iP1
(dalam rupiah)
Uraian

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Surplus/DefisiPelepasan Aset Non Lancar

Beban Kerugian Pelepasan Aset 7.774.040.24 21.635.098.33

sebes:

Pendapatan dari KegiatanQymrasional Lainnya hingga 31 Desember 2022 paling besar diperoleh dari
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. FRindepatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan daegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhi8l Desember 208an2021
(dalam rupiah)

31 Desember

Uraian 31 Desember 202 2021
Surplus/DefisiKegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu 1.040.346.55 1.085.613.54
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu 1.702.352.12 502.792.38
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 219.337.498.72  138.794.420.07
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya - 459.990.50!

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawe
Bukan Bendahara éajabat Lain

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendah
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited
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2.016.931.078.5:

37.431.261.37
419.691.59.
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Tabel V.D.3.e.
Beban darKegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhi8l Desember 208an2021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Surplus/DefisiKegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

BebarPenyesuaian Nilai Persediaan 1.792.163.557.1. 3.089.008.53
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 1.589.903.44 160.584.551.64
Beban Persediaan Rusak/Usang 32.654.863.23 193.906.99I
Jumlah Beban dari Kegiatan Noperasional Lainnya 1.826.408.323.7¢ 163.867.467.1¢

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana
diatur dalam Peraturan PemeNatabr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Renpeutatad

pepajakan (aset) dantbhgKelebihalPembayaraRend@atan(kewajibargalam bentuk valuta asing

disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI)
per tanggal pelaporan.

Piutangpepajakndalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah Bl pada sékypi(aitg

saat terbit maupun salatahtsehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan.
Selain itu, pada seatib pajakembayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai
yang disetor harus mendggamaurkeputusan Menteri KeuangdtK(per tanggal pembayaran,
sehingga juga menimbulkan selisih kurs.

AdapunerkaittangkelebihafembayaraPendapatafyKPPdalam valuta asing, pBatsal 6 ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembaliar
Kelebihan Pembayaran Pajak diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak d&latarnAsie tileang

SerikatYSD diberikan dalam mata uanglryping dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang
ditetapkan oldWlenteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur
menggunakan mata uang rupiah berdasiaikamiar atau kurs yang ditetapkavieniédri Keuangan

padasaat diterbitkan dokumen sumber pencatatagehii§d terdapat perbedaan dengan kurs tengah

Bl pada tanggal pelaporan

www.pajak.go.id
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E. PENJELASAN ATAS ffOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajibatugsdaodsa Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari
202 adalah sebesar330100.590.794.2746dangkan Ekuitas Awal per 1 Jandaadatsh sebesar
Rp45.587.825.146.@Kdengan kenaikan sebesar Rp7.512.765.647.629,00 atau 16,48 persen

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januafi022dan 1 Januad021
(dalam rupiah)

Uraian 1 Januari 2022 1 Januari 2021 Kenaikan/ (Penurunan  Persen (%)

Ekuitas Awal 5310059079427494 4558782514664594 7512765647629 1648

E.2SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan
operasional, dan kejadian luar. Biaséah Surplus LO pada LPE untuk periode yang berakhir pada
Desember 2022lan 31 Desember 2024adalah sebesar Rpl13.475.573.781.390,68n
RpL.281.040.658.929.260alengan kenaikad B33491485213700 atau 33,76 persen.

E.3.DAMPAK KUMULATIFRRBBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir
31 Desember 202dalah senilai Rp0,00.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yangenambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediac
Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluksn.ddifelLaiasingasing komponen
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Keselakandijelaskan di bawah ini

Tabel V.E.4.
Koreksi yang Menambisfe@ngurangi Ekuitas
yang berakhidl Desember 2082an31 Desemb&021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 202: 31 Desember 2021 (;’(:r?jr":ﬁg/n) P?or/i)e n
Koreksi NilBersediaan 5, 4.200.000 (4.199.995, (99,99)
Koreksi atas Reklasifikasi (52.045.274, 19.120.329 (71.165.603. (372,2D
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revall (6.259.963.275 6.543.436.05¢ (12.803.399.33¢ (195,6Y
Lainlain 2.165.580.582.0€ (2.033.223.899.50. 4.198.804.481.57 (206,51)
Koreksiyang Menambah/Mengurat

Ekuitas 2159268573525 (2026657143117) 4.185925716642  (20654)
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E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset usituResember 20@2n31 Desember 202asingnasing sebesar Rp0,00.
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga
perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi NilBersediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan
dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Nilai Persediaan yang
berakhir pada tanggalDesember 202@alah sebesByb,00 dan koreksi atas Nilai Persediaan yang

berakhir pada tanggfhlDesember 202dbesar Rp200.0000

E.4.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupur
sebalikya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 31 Desemban26ia setsasgr
(Rp52.045.274,00) dahR}20.3200 dengan penurunan sebesar Rp71.165.603,00.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan kerekadeya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya
berasal dari tahtanun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2021 masiAgasing adalah sebesar Rp0,00

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai A$édn Revaluasi unBlkDesember 20&falah sebes&6.259.963.2,®)mengalami
penurunan sebesar RpA2.399.334,00 atau 195,67 persen dari Koreksi Nilai Aset Ngrafgevaluasi
berakhir padél Desember 2021 sebesar Rp6.543.486.86%ksi ini berasal dari transaksi Koreksi
Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.6. Koreksi Lalain

Koreksi Laiain untuk periode yang berakhir3ia@esember 2082n31 Desembé&021 adalah
sebesar Rp2.165.580.582.069410 (R®2.033.223.899.508) atau terdapat kenaikan sebesar
Rp4.198.804.481.50d@atau 206,51 persen.

Dari koreksi ldain per 31 Desember 2022 tersebut, terdapat koreksi lainnya yang menambah ekuitas
berup@PendapataRerpajakan DTP atas tagihan subsidi pajak tahun 2021 dan sebelumnya yang dicairkan
pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp3.162335@f#n3atas Pendapatan Perpajakan DTP
tersebut belum dicatat secara akrual pada tahun 2021 dan .séld@pumyencidfendapatan

Perpajakan Di#tsebut adalah sebagai berikut:

Kategori Periode Nilai(Rp)

Panas Bumi Triwulan 1V 2021 584.613.907.17
PPh Pasal 21 Kurang Bayar Tahun 2020 1.217.432.290.5¢
PPh Final WP F&AI Kurang Bayar Tahun 2020 20.877.273.63
PPh Final UMKM Kurang Bayar Tahun 2020 177.534.985.8¢
PPN Non Vaksin Kurang Bayar Tahun 2020 1.161.843.683.0(
PPN Kertas Koran Kurang Bayar Tahun 2020 413.765.07!
PPN Non Vaksin Kurang Bayar Tahun 2020 65

Jumlah 3.162.715.905.3t

www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



 Cdip 113

Selain itu terdapat koreksi lainnya yang mengurangi ekuitas berupa Saldo Awal atas Piutang Pajak yang
lunas sebelum tahun 2022 sebesar Rp512.973.718.415,17 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak K‘]e‘:;‘:g;n Nilai Saldo Awal (Rp)

Bunga Penagihan PPh 3 866.012.21.
Bunga Penagihan PPN 1 247.663.67!
PBB Kehutanan 18 13.261.861.15
PBBPerkebunan 38 41.952.725.44
PBB Pertambangan Migas 3 3.611.744.57
PBB Pertambangan Non Migas 17 25.335.638.59
PBB Sektor Lainnya 3 2.296.590.27
PPh Pasal 21 9 2.619.573.30
PPh Pasal 22 10 24.323.537
PPh Pasal 23 20 2.194.049.03
PPh Pasal Badan 27 165.922.316.736,
PPh Pasal 26 10 4.194.369.66
PPh Pasal 4 Ayat (2) 10 2.997.441.26
PPN 257 247.449.408.9¢
Jumlah 512.973.718.415,

E.9 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yan§bé&regbimber 2a2th 31 Desember 20fking
masingebesar (Rp1.708.965.781180@0) dan (Rp271.501.236.138.80). Transaksi antar entitas
adalah transaksi yang melibatkan digb#iantitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN,
maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut

Tabel V.B.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pad#l Desember 208an31 Desemb&021
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Diterima dari Entitas Lain (1716808319791510)  (1278697268724720)
Ditagihkan ke Entitas Lain 7.902120375229 7.038318139680
Transfer Masuk 1.300817669742 11575814017823
Transfer keluar (1389754836096) (11482128823069)
Pengesahan Hibah Langsung 28884378526 63649103060
Pengesahan Hibah Langsung TAYL 470386918 380148712

Jumlah (1.708.965.781.817.1  (1.271.501.236.138.5

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapata
belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Padmpariddeg&id Desember 2022, DDEL
sebesafRpl.716.808.319.791 900 sedangin DKEL sebesar7/fg92.120.375.229.
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E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pad
internal KL, antar KL, dan antara KL -@sNBAransfer Masuk sampai dengan 8nggaslember

2022sebesar Hp300.817.669.7@2 Sedangkan Tsfar keluar sampai dengan taB@dgaksember

2022%ebesar (Rp389.754.836.096.

E.5.3Pengesahan Hibah Langsung dargBsahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas,
barang maupun jasa sedangkan pencatdtgmapanhibah dilakukan oldBUBM Pengesahan Hibah

Langsung sampai dengan taBdgBesember 2022besar R8.884.378.506. Pengesahan Hibah

Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibmgmgsfingalam bentuk kas, barang

maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai
dengan tangd#l Desember 202hesaRp70.386.91@0.

E.6.EKUITAS AKHIR

NilaEkuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir
pada tanggd&ll Desember 2038alah sebesar 3769.651.331.9%dengan kenaikan sebesar
R6.669.060.537.723,00 atau 12,56 pesserEkuitas Akhirdpa3l Desember 20Z&Ebesar
Rb3.100.590.794.274,94

Tabel V.E.6.
Ekuitas Akhir

yang berakhir padil Desember 208an31 Desembe?021
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021 (gjr?sr'ﬁﬁg; : P‘(eor/f)e”
Ekuitas Awal 5310050079427494  A558782514664504 7512765647629 1648
Kenaikan/Penurunan Ekuitas 6669060537723 7512765647629  (843705102906) (1123)
Ekuitas Akhir 50.769.651.331.997 53.100.590.794.274.  6.669.060.537.7; 12,56

www.pajak.go.id
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F.CATATAN PENTING LAINNYA
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan PenyandeGigel(ng dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undadgng Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telalibah dengan Undahmglang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah
pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di temnr
tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yangletemaerédéeioagi

Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai be

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara sele
hatihatj dan ofektif terhadap PenanggungakPayang memiliki utang pajak minimal
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utan
pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jender
Pemasyarakatan KementeriamHigwn HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara
DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan
Pejabatsetelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuakusakgrargy identitas
Penanggung Pajakasan penyanderammn penyanderadamanya penyanderadan tempat
penyanderaan.

3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat dipergiamghGgbmiak. Dalam jangka
waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:

apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyandtengeamithitelah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.

oo

4. Dasar hukum penyandediantaranyadalah sebagai berikut:

a. UndangJndang Nomor 19 Tahun 1997 teRmmagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Whatiamgg Nomor 19 Tahun 2000.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderazs
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan PemberiandintRRngka Penagihan
Pajak.

c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman daandala Adasi M
Nomor M2.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan
Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahandaiaied#aagka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.

d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomdiSHEF2003 tengaRetunjuk Pelaksanaan
Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
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5. BerdasarkadpPasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Ne2i&/KEEOQBenyanderaan tetap
dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pagd&tyditakukan pencegaHlaihini menunjukkan
bahwa penyanderaan dilakukan untuk mendeteitant effekepada Penanggung Pajak yang
bersangkutan maupun yang lainnya.

6. Terkait pelaksangsemyanderaalitahun 2028isampaikagerkembanggaituKepala KPP Pratama
Sleman menerbitkan Surat Permberitahuan Pelepasan Sandera terhadap 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP
Badan yang terdiri atas 1 Penanggung Pajak, karena lamanya jangka waktu Penyanderaan yang
ditetapkan dalam surat perintglafégraan telah berakhir.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertel
untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentus
peraturan perundamglagan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
memiliki utang pajak sekdkangg angnya 100. 000. 000, 00 (seratus | u
Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang ditenbitkaKeleimdda sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam \Umdiamg Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undémipng Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan
deterrent effgda Penanggung Pdjhkisusnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk

ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan 31 Desemb
2022 disajikan sebagai berikut:

Waijib Pajak Oranc

No. Keterangan Pribadi Wajib PajaBadan Nominal (Rp)
1 Penetapan 60 219 1.313.175.144.425
2 | Perpanjangan 36 121 1.004.695.461.998
3 Pencabutan 2 21 65.652.317.783,

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung
(PP)sampai tahun 2022 mencapai 436 PP dengan utang pajak sebesar Rp2.317.870.606.423,00 (dua triliur
ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh tiga ru
Terhadap tindakan pencegahan terdedmitikain pencairan piutang pajak sebesar Rp65.652.317.783,00 (enam
puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupia
23 PP dengan rincian sebagai berikut. Adapun proses tindakampgekdgthupa penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak (PP) pada tahun 2022 tidak dilakukan.

PERPANJANGAN PENCABUTAN
PENCEGAHAN PENCEGAHAN PENCEGAHAN
NO KANWIL
JUMLAH| UTANG PAJAK|JUMLAH| UTANG PAJAK/JUMLAH|PEMBAYARAI
PP (Rp) PP (Rp) PP (Rp)
1 |Kantor Wilayah DJP Aceh 1 277.505.14 2 1.037.016.77
Kantor Wilayah DJP Bali 7 35221.9876d 5 10.008.804.89 -
3 |Kantor Wilayah DJP Banten 4 3591.871.17] 12 9852877.87 1 532.593.22]
4 |Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dar 247514069 4 4.448329.28) 1 520.324.09)
Lampung
5 szggk\:r't';‘yah DJP Daerah Istimg 9.585.076.77] 6 32.970.858.79
6 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat| 6 139.189.854.04 5 17.441.503.55
7 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusy 9 82.199.650.60 11 11.079.364.09
8 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusa{ 21 37.464.36357 9 12.959.008.61 -
9 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Selat{ 3 1211697834 9 | 188.744.159.24 1 4.695.221.87
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PERPANJANGAN PENCABUTAN
PENCEGAHAN PENCEGAHAN PENCEGAHAN
NO KANWIL
JUMLAH| UTANG PAJAK|JUMLAH| UTANG PAJAKIJUMLAH|PEMBAYARAI
PP (Rp) PP (Rp) PP (Rp)
10 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Selat{ 11 73.113.441.00 O 0 3 343.712.77!
11 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur| 8 17.295.128.89 5 16.248.067.50 1 1.620.274.62
12 |Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara| 7 15.877.859.83 2 5.742.993.99| 2 288.463.18]
13 |Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | 9 19.118.320.7§ 9 4.586.279.90, 1 1.236.864.13
14 |Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il| 16 11.544.502.03 3 511.718.80( 2 304.237.40i
15 |Kantor Wilayah DJP Jawa Baratll] 6 59.881.597.771 1 1.600.361.55] - -
16 |Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah| 11 139.486.848.14 12 26.175.77941 1 1.131.254.93
17 |Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah| 8 5.340.487.14| 6 48.144.930.33 2 43.990.221.40
18 |Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | 8 8.253.929.69 7 23.218.504.34 1 2.040.169.20|
19 |Kantor Wilayah DJP Jaimaur || 15 15.806.667.39 12 9.073.838.55 - -
20 |Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Ilj 10 11.637.492.320 3 3.428.755.59| - -
21 |Kantor Wilayah DJP Kalimantan Bj 4 17.073.269.24 1 2.870.706.04] - -
oo [Kantor Wilayah DIP Kalimantan | ), 28.962.31049 3 | 14857943511 - -
Selatan Dakengah
23 Kantor Wilayah DJP Kalimantan Ti 12 413.318.016.04 7 20140135181 - )
Dan Utara
24 |Kantor Wilayah DJP Kepulauan Rij 7 2.284.714.93] 3 4.737.319.98] 3 6.842.059.08
25 |Kantor Wilayah DJP NIeaggara 11 14.931.353.64 - - 2 731.467.31]
Kantor Wilayah DJP Papua, Papug
26 Barat, Dan l)\//IaIuku P P 5 209387121 - i i )
27 |Kantor Wilayah DJP Riau 8 35.762.255.9q 4 2.296.816.30] - -
28 Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selg 8 6.389.646.30 1 471.574.55 i )
Barat, Dan Tenggara
29 Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utal 13 14.601.917.7d 2 544.265.39 i )
Tenggara, Gorontalo, Dan Maluku
3p [Kantor Wilayah DIP Sumatera Baj -, 5 38585.152.10 2 1.007.614.81 2 | 1.375.454.54
Dan Jambi
31 gzrr‘]tOKre\g"sgigk?BPj;";gtera sl 6 1225435221 6 8.820.844.10 - -
32 |Kantor Wilayah DJP Sumatera Ut 5 20.036.549.1§ 1 517.387.04 - -
33 |Kantor Wilayah DJP Sumatera Utg 8 7.403.032.35| 4 6.174.993.67| - -
34 |Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak § - - - - - -
JUMLAH [ 279 [1.313.175.144.4] 157 [1.004.695.461.9] 23 | 65652.317.74

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pe
untuksegera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karel
itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penunds
utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan MenteriN@uan@42/PMK.03/2014 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak deng:
memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan ny
itikad Wajib Pajak untekumasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak sbeatacakgt{ipn

dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.
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F.2.SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak
kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapaguajadam atau pembatalan Surat

Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan
peninjauan kembali. Di samping itu, Whtkang Perpajakan dan UAdadgng Pengadilan Pajak

memberikan hak kepada Wajdk untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas
putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajakasiagimihak yang bersengketa baik

Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pendilan Pajak un
menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah
keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak manlehnDjabletiznat
Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:

a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
sebagaimana dimaksud dalaal Paslan Pasal 26 Unddandang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undandgndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP);

b. Keberatan PajalrBi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dergadadgddagor 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

2. Non Keberatan terdiri dari:

a. Pembetulan sebagaima dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;

b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf a UU KUP;

c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayaf) (iuruf b UU KUP;

d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;

e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan dan/atamPahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;

f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU
PBB;

g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
UU PBB;

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta
UndandgJndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana didtuladdglacang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak danWhetamggNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Untdiaagng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
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Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatatadiggudnk hukum berupa suatu ketetapan pajak
yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

e.Surat TagihanjBla (STP); dan

f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangandapenghapusan
pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU k
Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas
hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlalketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, penguran
penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan pe
Desember 2022 adalah 121.283 ketetapan pajak/kepstusandatgan nominal sebesar
Rp178.236.314.907.866,00 dan USD2,828,010,022.48.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai b
1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum seba
110.458 berkas dengan nilai nominal Rp135.389.239.026.534,00 atau USD1,595,734,616.30;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukus83éleakgs dengan nilai
nominal Rp42.847.075.881.331,00 dan USD1,232,275,406.18; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.236 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis seuligagtasiepetbagai berikut:

i. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 74.976 berkas dengan nilai nominal Rp4.595.146.723.6
dan USD2,329,876.00;

i. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 12.274 berkas dengan nilai nominal Rp39.392.973.555.3:
danUsD499,082,324.00;

iii. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 22.126 berkas dengan nilai nomir
Rp105.794.671.863.609,00 dan USD1,389,699,023.00; dan

iv. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 11.907 berkas dengan nilai nomin
R®28.453.522.765.296,00 dan USD936,898,799.48.

F.3.PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Dire
Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP gangdelgdlakisbenar, lengkap,

dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang terc:
dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.

Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketel
pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak de|
pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakuicemylesigiersiiex specialgebagaimana diatur

dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagiha
pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekani®®BB pembayaran
Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rek
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pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai d
kontrak. Namun, dengan berlakunya WUmitamgNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengamdteraturan Peme
Nomor 27 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan KontrakcBagi Slalgébagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahtand}#at mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP
membayar sendiri PBB Migasnya. PBB Migas tersebut dapat dimintakan keosbaitcmlmgelah

WP berproduksi, sedangkan PBB Migas dengan KontralGBags Bpliitiak dapat dimikaa kembali

karena kontrak ini merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan
pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas Tahun 2022 yamg mekdzgarannya melalui
pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp8.584.829.806.983,00 dengan rincian

No URAIAN PBB (Rp) SUBTOTAL (Rp)

1 | SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi
a | Tahun Pajak 2022

1) | PBB Minyak Bumi dan Gas Buostiore 2.106.166.973.0
2) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bui 5.959.702.993.4
3) PBB Minyak Bumi dan Gas Bfigfiore 518.027.480.3¢
Sub Total 8.583.897.446.79

2 SKP PBB Minyak Bumi darBGas
a | Tahun Pajak 2022

1) | PBB Minyak Bumi dan Gas Baostiore 525.593.32
b Tahun Pajak 2014 s.d. 2018
1) PBB Minyak Bumi dan Gas @Bfisfiore 406.766.86
Sub Total 932.360.18
3 Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi 8.584.829.806.9:
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F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemer

(DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggu
Pemerintah d&®nghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Day
Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggu
Pemerintah atas Bunga atau Imbalan SuateBedyara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan
Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain ya
Mendapatkan Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Ne
di Pasar Intersianal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan DitanggL
Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daeral
Minum Tertentu;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.OEM20E8 Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah atas PembayReamirrent Cdsistem Perbendaharaan Negara (SPAN);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Ne
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Z048a&OViDY) dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhac
Barang yang Diperlukan dalam Rangka PamaRgadenmCorona Virus Disea2@l9 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bide
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Paj
Penghasilan dalam Rangka Penanganama Virus DiseaH9 (COVII®) sebagaimana telah
diubah dengd&eraturan Menteri Keuangan Ndi3ieMK.03/2@2

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang lustekti\RdilalPajak Terdampak
PandemCorona Virus Dise@&H 9sebagaimana telah diubah depgatian Menteri Keuangan
Nomod 14PMK.03/2@2

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Ba
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemeri
Tahun Anggaran 2022

9. Penturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyera
Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

JenifPemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DdiR), antara

1. Subsidi PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi y
kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listri

2. Subsidi PPh DTP atas bunga, imbal hasil, darlaejatapihak ketiga atas jasa yang diberikan
dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasi
tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka men
daya simg instrumen utang luar negeri.

3. Subsidi PPh DTP atas pembajraamrent COSPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan
sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) ul
pelaksanaamarrantganpost waantySPAN.

4. Subsidi PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutapgkokggaagion
bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangt
Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah PiDdrR Penghapusan Utang PDAM).
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10.

11.
12.

13.

@ Cdp

Subsidi PPN DTP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan PandelBi Kepada Pihak Tertentu merupakan bentuk

insentif yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsiehgadonesia, mendukung
ketersediaan olmdtatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi
Covidl9.

Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Waijil
Pajak Penerima Program PataePeningkatan Tata Guna Air Iriga8AP3nerupakan fasilitas

perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan
rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta maggagakat petani
dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpelkeai Réteatialbe

Induk Perkumpulan PetamaRai Air.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pegawal
dengan kriteria teitte

Pajak Penghasilan Final ditanggung pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksu
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Subsidi PPNTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun merupakan fasilitas
perpajakan yang diberikan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri
perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Subsidi PPNnBM DTP atasd?ehgn Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan
Bermotor Tertentu merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk lebi
meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunal
kepada pedagang eceran.

Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan kartas koran dan/ata
kertas majalah.

Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksi
dan/atau obat untuk penanganan I@VIBh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahammvakain abat untuk penanganan @9QVID

oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat.

Per 31 Desember 2022, terdapat realisasi PPh/PPN DTP sebesar Rp15.735.374.656.720,00 atau 99,997
dari pagu belanjaerdasarkan DIPA LK BUN 999.07 per 31 Desember 2022 sebesar
Rp15.735.912.847.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian DIPA (Rp) P-DTP Yang Teldbicairkan (Rp)

www.pajak.go.id

PPh DTP Panas Bumi
PPh DTP SBN Valas
PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM
PPh DTIRecurrent C&SPAN
PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Pegawai te
PPh Final DTS TGAI
PPh Final DTP Usahawan Bruto Tertentu
PPN Final DTP Penanganan-Covid
PPN DTP Rumah Tapak/Susun
PPnBM Kendaraan Bermotor Tertentu
PPN DTP Sewa Ruangan Pedagang Ecera
PPN DTP Kertas Koran
PPN DTP Bahan Baku Vaksin

Total

3.212.730.425.0(
5.654.082.568.0(
2.813.261.00
34.304.00(
2.108.854.515.0(
209.540.234.0C
177.672.270.0C
1.670.949.924.0(
1.524.165.754.0(
1.111.299.639.0(
14.796.112.00
413.766.00(
48.560.075.00

15.735.912.847.0!

3.212.730.422.8¢
5.654.082.566.4¢
2.277.421.05
34.303.41¢
2.108.854.514.1¢
209.537.893.65
177.672.269.27
1.670.949.922.8]
1.524.165.753.2]
1.111.299.638.0!
14.796.111.59
413.765.07(
48.560.075.00
15.735.374.656.7.
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Realisasi PPh/PBNIP pada tahun anggaran 2022 tersebut merupakan pencairan atas tagihan subsidi PPh/PF
tahun 2022 dan taftainun sebelumnya.

Disamping itu, terdapat kekurangan pembayaran tagihan tahun 2022 karena pagu anggdaraikahun 2022
999.07 tidak mencukygptu:

No. Uraian Jumlah Kurang Bayar (Rp)
I. Reguler
1. | Panas Bumi Triwulan Il 2022 666.708.245.3¢
2. | SBN Valas Desember 2022 33.388.410.6¢
Jumlah 700.096.656.0¢
Il. PGPEN
1. PPN Alkes N&faksin (Jan s.d. Nov 2022) 123.418.589.2(
2. | PPN Rumah Tapak dan Rumah Susun (Jan s.d. Sep 2( 429.943.383.0]
3. | PPnBM Kendaraan Bermotor (Jan s.d. Sep 2022) 42.930.305.01
4. | PPN Vaksin 77.990.411.5¢
Jumlah 674.282.688.8t¢
TOTAL I &I 1.374.379.344.9

Selain itugrdapat juga tagihan tahun 2021 dan 2022 yang diterima tahun 2023 atau belum selesai diverifil
BPKP sehingga tidak diakui sebagai beban subsidi pada LKBUN 2022 Audited dan LK Kementerian Keug
(BA 015) 2022 Audited dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Nilai (Rp) Penjelasan

I. Reguler

1. PPh DTP Panas Bumi per 596.620.440.2¢ Tagihan diterima DJP pada Februari
Triwulan IV Tahun 2022

Il. PGPEN
1. PGPEN Desember 2021 1.973.518.785.7| Nilai berdasarkan penelitian DJP,
diverifikasi BPKP
2. PPN DTP Non Vaksin dan 57.033.790.2% SPT PPN diterima Januari 2023. Nilz
DTP Vaksin Desember 202: penelitian DJP, belum diverifikasi BP
Jumlah 2.030.552.575.9
Total | & Il 2.627.173.016.2.
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F.5 INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (CO\
19)

Dalam ranglzogram Penanggulangan @8wi&n Pemulihan Ekonomi NasiorRE{PCpada tahun 2020
Pemerintah telah memberikan stimulus dan insentif terhadap perekonomian Indonesia, sesuai amanat d
UndangJndang Nomor 2 Tahun 2020. Salahsgamgpemerintabintuk menjaga stabilitas pertumbuhan
ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengd® wsdyédn COVID
mendukung ketersediaanaitattin, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik
adalah nialui pemberian insentif pajak.
Pada tahun 2022 Pandemi @8vithasih belum berakhir sehingga Pemerintah memutuskan untuk
memperpanjang jangka waktu pemberiaAdrnssetifipajak yang telah diberikan pada tahun 2020 dan 2021
untuk mendukung prograngyetan kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Perpanjangan insentif perlu dilakukan dengan turut mempertimbangkan kapasitas fiskal. Tujuan Kebij;
Pemberian insentif pajak diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakgirogiemdusenguatan
kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Untuk tahun 2022 paiokok kebijakan insentif perpajakan tefREiNR@alah sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Patifliesjak tegeadap Barang
yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasa
Peraturan Pemerintah Nomor 29 TahunteR@#fy Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganaforona Virus Dise2849 (COViID)sebagaimana telah diubah déPeyaturan Menteri
Keuangan Nomidr3PMK.03/2@2
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdar
Pandentorona Virus Dise@8d Bebagaimana telah diubah déteyaturan Menteri Keuangan Nomor
114PMK.03/2@2
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/FPRORD1i€ntang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemeri
Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahaerililanatas Pen
Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Kebijakan insentif perpajakan terk@ENR@hun 2022 Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:
No. Jenis Insentif dan Dasar Huku Berlaku Klasifikasi

1. PMK226/PMK.03/2021

PPN DTP BKP yang diperlukan dalam re
penanganan pandemi C&9ID

- Pembebasan Pemungt Masa Pajak Janu

PPh Pasal 22 s.d. Juni 2022 Barang yang diperlukan dalam r:

- Pembebasan Pemungt penanganan pandemi Ca9ID

PPh Pasal 22 Impor

- PPh Final 0% (PP 29/202( 1 Januari 2022 s Tambahan penghasilan yang dit
30 Juni 2022 SDM di bidang kesehatan

2.  PMK113PMK.03/2022

- PPNDTP BKP yangdiperlukan dalam ran
Masa Pajak Janu penanganan pandemi Ca9ID
s.d. Desembx
- Pembebasan Pemungt 2022 Barang yang diperlukan dalam r:
PPh Pasal 22 penanganan pandemi C&9ID

www.pajak.go.id
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No. Jenis Insentif dan Dasar Huku

- Pembebasan Pemungt
PPh Pasal 22 Impor

- PPh Final 0% (PP 29/202(

3. PMK3/PMK.03/2022

- Pembebasan Pemungt
PPh Pasal 22 Impor

- Pengurangan angsuran
Pasal 25 50%

- PPHFinal DTP Jasa Konstr!
4.  PMK114/PMK.03/2022

- Pembebasan Pemungt
PPh Pasal 22 Impor

- Pengurangan angsuran
Pasal 25 50%

- PPh Final DTP Jd&&mstruks
5. | PMK5/PMK.010/2022
- PPNnBM DTP

6. PMK6/PMK.010/2022
- PPNDTP

125

Berlaku Klasifikasi

1 Januari 2022 s Tambahan penghasilan yang dit
31Desember 202 SDM di bidang kesehatan

s.d. 30 Juni 2022 72 KLU

156 KLU
Masa Pajak Janu

s.d. Juni 2022
WP Penerima-F&AI

s.d. 31 Desemb 72 KLU
2022

156 KLU
Masa Pajak Juli s

Desember 2022
WP Penerima #&AI

Januari s.¢ Kendaraan Bermotor Tertentu
September 2022

Januari s.¢ Rumah Tapak dan Satuan Rumabh ¢
September 2022

Pemberian fasilitas P&akghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 202
dan perubahannya dapat dirinci sebagai berikut:

Dasar Hukum  Jangka Waktu

1. PP Nomor2{1 Maret s.d. & 1)
Tahun 2020 September 202C

2)

3)

LaporanKeuangarDJPTA 202 Audited

Jenis Insentif

tambahan penguranganghasilan neto sebesar 30% dari
yang dikeluarkan untuk memproduksi alat keseha
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dala
penanganan COMI®di Indonesia;

sumbangan yang diberikan kepada Badan Penang
Bencana, Kementerikesehatan, Kementerian Sosial,
Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dal
penanganan COVID® di Indonesia dapat menjadi peng
penghasilan bruto;

tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honor:
imbalan lain yang diteataa diperoleh Sumber Daya Mani
Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan keseh
menangani COVIBD dipotong PPh 21 bersifat final 0%
rangka penanganan COARIi Indonesia;
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Dasar Hukum  Jangka Waktu Jenis Insentif

4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian cheiahf
atas penggunaan harta (persewaan harta) dalam
penanganan COMI®yang diterima dikenai PPh Pasal 4 ¢
final 0%; dan

5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di b
kebijakan pemerintah dapat diperhitungkan dalam pe
pesyaratan tertentu penurunan tarif PPh Wajib Pajak Ba
negeri yang berbentuk perseroan teabifilkPh badan 3% le
rendah).

2. PMK Nomor 1 Maret2020 s.d 1) tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 39%:
143PMK.03/ 30 Desembe yang dikeluarkan untuk memproduksi alat kesehe
2020 20D Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dala

penanganan COMI®di Indonesia;
2) sumbangan yang diberikan kepada Badan Penanc
Bencana, Kementerian Kesehatan, Keme®tmian ata

3. PMK Nomor 1 Januari 202 Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan da
239/PMK.03 s.d. 30 Juni 202; penanganan COVID® di Indonesia dapat menjadi pen¢
2020 penghasilan bruto;

3) tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honor:

imbalan lain yang diterima atau diperoleh[Zayabdanusia

Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan keseh

4. PMK Nomor 1 Jule021s.d. 31 menangani COVID dipotong PPh 21 bersifat final 0%
83/PMK.03/: Desember 2021 rangka penanganan COB0RIi Indonesia;

021 4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian dari F
atas penggunaan rfaa (persewaan harta) dalam ré
penanganan COMI®yang diterima dikenai PPh Pasal 4 :
final 0%;

5. PMK Nomor 1 Januari2022 Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honora
226/PMK.03 s.d. 30 Juni 202! imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumber Daya |
2021 Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehe

menangani COVID diptong PPh 21 bersifat final 0% dalam
penanganan COVID di Indonesia

6. PMK Nomor 1 Januari2022 Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honora
113/PMK.03 s.d. 31 imbalan lain yang diterima atau diperoleh Sumiaridaia ¢
2022 Desember 2022 Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehe

menangani COVID dipotong PPh 21 bersifat final 0% dalarr
penanganan COVID di Indonesia

Tambahan penghasilan tersebut diberikan oleh:

a. Badan Pengembangan dan Pember@&iyhKesehata
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung ke tenaga
dan

b. Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat

Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui Bantuan O]
Kesehatan Tambahan (BOKT) ke pemerintah daerah.

www.pajak.go.id
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Berikut data pemanfaatan fasilitas PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 untuk 1

Pajak 2020 s.d. 2022:

Jenis Fasilitas

Tambahan
pengurangan
penghasilan ne
bagi WP produl
alkes *)
Pengurang
penghasilan bru
dari sumbangan
PPh 21Final 0%
atas a@ambahar
penghasilan
tenaga dsehatar

***)

- Kemenkes

- DJPK

PPh Final 4 (2) C
atas pnghasilal
dari penggunaa
harta
Penurunan ta
PPh Badan 3
lebih rendah at:
WP yan(
melakukan
pembelian
kembali saha
bursa(PP Nomo
30 Tahun 20z

*****)

WP
Peman
faat

46 *)

125 *)

21.725

799.9772

2020

Nilai Pemanfaatar

(Rp)

4.179.486.54
**)

87.794.604.64

**)

2127555324261

3.143.221.551.1.

WP
Peman
faat

1.428.52:

156.671

2021
Nilai Pemanfaatar

(Rp)

52.575.050.6:

22.220.217.3¢

8.688.697.020.2

574.930.715.4!

127

2022
WP Nilai
Peman Pemanfaa
faat an (Rp)

673.97¢

****)

3.252.838
619.26(

****)

*) Nilai pemanfaatsahun 202bersumber dari data ydisgmpaikan Wajib Pajak melalui
ereportingcovid19.pajak.go.id sampai dengan 30 April 2022.
**) Nilai pemanfaatan tahun 2020 berasal dari rekapitulasi data 1&p@atodsvilayah DERI.
14 April 2092yang bersumber dari laporan Wajib Pajak ke KPP sebelum nesreypdeipog
diluncurkan.

***)

Nilai yang disajikan adalah nilai bruto penghasilan yang merupakan objek PPh

mendapat fasilitas PPh Pasal 21 Final 0%. Data talablahao insentif yang diberikan k
tenaga kesehatan berasal dari 2 (dua) sumber yaitu yang diberikan melalui Kement
(Kemenkes) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian |

****)

*****)

Periode 1 Januari s.d. 8@eber 2022
JumlahWPdan nilai pemanfaatan fasilitas untuk Tahun Pajiltag020oses penelitian |

terkait untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan fasilitas pembelian k
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintth Nadminr2020.
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Rincian atas pemanfaatan insentif atau fasilitas’/kemudahan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak
berlaku pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No. Jenis Insentif Nilai Laporan WP (Rp)
. DTP dalam rangka #EN
1. PPN DTRlat Kesehatan (RRR6/PMK.03/2021) 540.157.990.7°
2.  PPh Final DTP-PGAI (PMB/PMK.03/2022) 77.997.660.0C
3. | PPnBM DTP Kendaraan (BIAKIK.010/2022) 541.093.845.0:
4. | PPN DTP Perumahan (BKPH1K.010/2022) 683.761.853.0°
Subtotal 1.843.011.348.8
Il. NonDTP dalam rangka *EN
5. | PPh 22 Dibebaskan (P8/PMK.03/2021) 10.814.772.2(C
6.  PPh 22 Impor (PiR6/PMK.03/2021) 560.930.10
7.  Pengurangan PPh 25 (BNK.03/2022) 2.877.291.043.7
8.  PPh 22 Imp@MK3/PMK.03/2022) 168.604.314.5¢
Subtotal 3.057.271.060.5
Total 4.900.282.409.4

Pada Tahun 2022, terdapat realisasi insentif perpajakan berupa PPh/PPENBEBedaC
Rp6.866.249.942.876,00 atau 99,99997% dari pagu {dthijar8asarkan DIPA LK BUN 999.07 per 31
Desember 2022 sebesar Rp6.866.252.289.000,00.

www.pajak.go.id
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F.6. FASILITAS PBWKAN PAJAK DNON P®PEN

Fasilitas PPh bukan Pajak DTP nBER@apat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh
badan dafasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.
1. Fasilitas PPh Badan
a. Pengurangan PPh badax Holiday
Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorondgkamatahzegi industri
pionir, Pemerintah telah memberikan fteilithslidaypebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Non®@Tahun 210s.t.d.dPeraturan Pemerintah N@®Boahur2019dan Peraturan
Menteri Keuang&tomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan
meliputi:
1) Pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang deng
ketentuan:
a) Nilai rencana penanaman modal barwsedikigRp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).
b) Jangka waktu pemberian fasilitas:
Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rt  Jangka waktu Fasilita

O 500 s.d. < 1. 5 Tahun
O 1.000 s.d. < 7 Tahun
O 5.000 s.d. < 10Tahun
O 15.000 s.d. < 15 Tahun

O 30.000 20 Tahun

c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selar
2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari juml
PPh badan teang.

2) Pengurangan PPh badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh badan terutang den
ketentuan:

a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus mili;
rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.@08t08 thiliar rupiah).

b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.

c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selar
2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh badan sebesauRBPAirtdugersen)
dari jumlah PPh badan terutang.

b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman ModalbdigBigdugaha Tertentu dan/atau di

Daeraldaerah Tertenilaik Allowance

Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan plectuoniiulsantae

percepatan pembangunan di ddaeshh tertentu, Pemerintah memberikantéasiil@svance

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Men

Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telahgdinlf2ératenan Menteri Keuangan

Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri y

melakukan penanaman modal baru maupun perluasan gaidardaseha tertentu dan/atau di

daerakdaerah tertentu sesuai deK@dn yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.

Bentuk fasilitéex allowang@ang dapat diberikan meliputi:

1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tet:
berwujud termasuk tanah, yang dibebelé&sar $% (lima persen) per tahun selama 6 (enam)
tahun;
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2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas ak
tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;

3) pengenaan PPh atas dividen yang dibagpdda\Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanj
penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan

4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) taidak tetdpidari 10 (sepuluh) tahun.

Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bid:
Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padiaivksiyeiit allowance

Guna mendorong investasi pada industri padat keeyawamgprogram penciptaan lapangan

kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah membaénikestrfasilitasowance
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerint&4 Namor2[0s.t.d.cPeraturan Pemerintah

Nomo#5 Tahur2019danPeraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut
diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru a
perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI y
tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerje
tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitésvestment allowaryaeg diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar
60%(enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utat
yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak ta
pajak saat mulai berproduksi komersial.

Pengurangan Penghasilan Btagd®enyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau
Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berba
Kompetensi Terterstper tax deductimkasi)
Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usahaiddosttirdalam penyiapan sumber daya
manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikaufasilitasdeductiarkasi sebagaimana
diatur Peraturan Pemerintah N@imahun 210s.t.d.dPeraturan Pemerintah Nd&ibahur2019
dan Peraturdenteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberike
meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya y
dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atanperabeldjar
1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluar
untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 1008ér{(sdeaiysmizh
biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertent

Indonesiauper Tax Deductldtbang)

Dalam rangka menahg peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian

dan pengembangan, Pemerintah memberikasdasiitax deductithang sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Ndifainun 210s.t.d.dPeraturan Pemerintah Nd&bahur2019

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diber

berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya y

dikeluarkan untuk kegiatan penelitiamdampangan tertentu di Indonesia, meliputi:

1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluar
untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
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2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tidggi ra@@8persen) dari
akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jang
waktu tertentu, meliputi:

a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaa
intelektual berupa paten ataBVifikyang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam
negeri;

b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekaya
intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor P\
luar neger

c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisas
dan/atau

d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukasamalalui kerja
dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dagéafzendiditen
tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka memperce
pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasankgangguakmiliki
ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, eks
impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningka
penanaman modal dan percepatan pelaksanaara lrd§8K serta untuk meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dal
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 202Rerdturan Menteri Keuangan Nomor
237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah deatyaan PElenteri Keuangan Nomor
33/PMK.010/2DBentuk fasilitas perpajakan yang diberikanfasdlipd®Ph dan/atau fasilitas
PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:
1) Fasilitas pengurangan PPh btadahdlidgy
a) Bagi badan usaha
Fasitas pengurangan PPh batianhplidgybagi badan usaha diberikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah PPh badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
b) Bagi pelaku usaha
Fasilitas pengurangan PPh bgmlahdliddybagi pelaku usaha dikesn dengan besaran
dan jangka waktu sebagai berikut:

Rencana Nilai Besaran Jangka Setelah Jangka Wakty
No | Penanaman Modal Pengurang waktu Berakhir
(dalam miliar rupiah PPh Fasilitas Besaran Selama
1. |0 100 s. d] 10 tahun
2./0 500 s.d| 100% 15 tahun 50% 2 tahun
3.0 1.000 20 tahun

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal dblddaggisaha tertentu dan/atau di-daerah

tertentutéx allowangdrasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk

fasilitas berupa:

a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanam
modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usal
utama, dibebankan selama 6 (enam)ntabingnasing sebesar 5% (lima persen) per
tahun;
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b) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat at
aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;

c) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kgpdaeajak/ luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menu
perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan

d) kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajibdkayang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. tahur
2022:

No Jenis Fasilitas 2020 2021 2022
1. | Tax Holiday 25 WP 23 WP 34 WP
2. | Tax Allowance 34 WP 17 WP 16 WP
3. | Tax Holidagi KEK oOWP 12WP 4 WP
4. | Tax Allowanck KEK 0 WP 1WP 2 WP
5. Investment Allowance 2 WP 3 WP 2 WP
6. | Super Tax Deductitrkasi 23 WP AWP 37 WP
7. | Super Tax Deductidgtibang 0 WP 24\WP 5 WP

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberidibjd@ryahgjib Pajak dan
mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tah
Pajak 2020 dan 2021:

No Jenis
Fasilitas e Az
Jumlah WP Nilai Pemanfaatan (Rp) Jumlah WP Nilai Pemanfaatan (R
Memanfaatkan Memanfaatkan
1. | Tax Holiday 2 WP 814.517.184.381, 1 WP 981.502.467.873,
2. *T*";‘X Allowang 46 WP 9.833.878.265.789, 34 WP  4.730.609.739.986,
3. | Tax Holidagi
KEK 0 WP - -
4. | Tax Allowanc
di KEK owp ) )
5. | Investment 0 WP ) )
Allowance
6. | Super Ta
Deduction 2 WP 123.063.265,0 -
Vokasi ***)
7. | Super Ta
Deduction 0 WP - -
Litbang

*) Nilai pemanfaatar holidagli atas merupakan nilai pengurangan PPh Badan pada SPT Tahunan PPh
Badan Wajib Pajak (1771 Induk angka 7).

**) Nilai pemanfaatar allowana atas merupakan nilai pemanfaatan pengurangan penghasilan neto
sebesar 30% dari realisasi penanaman modidakean Wajib Pajak (1771 Lamparigka 7b).

***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang dalam proses permintaan ke KPP.

Pemanfaatan fasilitas PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022 belum dapat diungkapkan karena r
pemanfaatan baru dagi&etahui pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2022 yang jatuh
temponya paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak yaitu tanggal 30 April 2023 (dalam hal tidal
pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan) sesd&tdipetiukarelakukan
pengolahan dan validasi data.

www.pajak.go.id
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F.7. FASILITAS PPN BUKAN PAJAWNDNP@®EN

Fasilitas PPN nor-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PF
dibebaskan.
1. PPN tidak dipungut

a. Impodan Rnyerahan Alat Angkutan Tertentu

Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeril

Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:

1) impor atau penyerahan alat angkutan daaiahdaip, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh
Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk

2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tur
dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat yasghazkukan oleh/kepada
perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusaha
penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasio

3) impor atau penyerahan pesawat udara, perdiateamman pemeliharaan, suku cadang, dan
alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak ye
ditunjuk.

4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasar:
perkeretaapiarkomponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha
penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.

5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawa
dan perbaikan kapal yatakakan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan
penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, d:
perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.

6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesdamtjasdaferawatan dan
perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepe
badan usaha angkutan udara nasional

7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakuk
kepaddadan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.

b. Kegiatan Usahtlu Migas dengan Kontrak BagGizss! Split

Atagpelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorien

pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerir

menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekarpemgetabpban biaya operasi

(Kontrak Bagi HaSiloss Splisebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2017sebagaimana telah diubah deéPgiaturan Pemerintah N@&R&tahur2021dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor Peraturan MeraegaieNomor 67/PMK.03/Falllitas perpajakan

diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial un

membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika be

memperoleh penghasila
c. Kegiatan Usahlu Migas dengan Kontrak Bagilétagdin Biaya PengembéliantRecovedy

Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplor&isplaitasi Minyak dan Gas Bumi dan

meringkatkan penemusadangan Minyak dan Gas Bumi nasionédliselitavestasi serta lebih

memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu MiagalBudaiPemerintah
memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dip{etjataatddsaha Hulu Migas

dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Peng@obalRecovgrgebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Na@@tahun 200 yang telah diubah terakhir d®egaturan Pemerintah

Nomo®3tahun2021dengan aturan pelaksanaan yang terdapBepaidean Menteri Keuangan

Nomofi22/PMK.03/2019.ikas ini diberikan kepada K3S dengandasitrakoveyang terbagi
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atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada ta
eksploitasi.

2. PPN dibebaskan

a.

www.pajak.go.id

Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau P Terten

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peratt

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atz

1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, akit/adgkaftdarat, vaksin
polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan perala
untuk data batas dan photo udara;

2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhat
rumah susun sgtlana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, bukt
pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan st
cadang, dan peralatan untuk data batas dan photo udara;

3) penyerahan Jasa KenalP@grtentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh
kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diteri
Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara.

Impor dan/atau Penyerahan Bkddflieyang Bersifat Strategis

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peratt

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peratt

Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/201%. sReraturan Menteri Keuangan Nomor

142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:

1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik y:
merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan d
perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih daertzeniang perkebunan
kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembua
pakan ternak dan pakan ikan, bahakebaiuaperak, LNG;

2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis matiqpaiatetsin gabrik
yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan
perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebur
kehutanan, peternakan, atau perikakan,tprnak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhz
Milik yang dibiayai mekaRR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.

Pembebasan PPIidwaPPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaim

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Non

160/PMKR3/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menter

Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2

atas:

1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing sé&ttavwjddnatNegara Asing
dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional

2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Neg
Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Bad:
Internasional.
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Nilai Pemanfaatal

No. Jenis Insentif Jumlah WP
(Rp)
PPN Tidak Dipungut
1. | Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu 1.799, 5.820.842.824.8
. | Kegiat ha Hulu Mi Kontrak Bagi H
2 egiatan psa a Hulu Migas dengan Kontrak Bagi 3 8.108.273.28
Gross Split

3. | Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi H
dengan Biaya Pengemballast(Recovgry
PPN Dibebaskan

393 691.784.417.6

4. | Impor dan/atau Penyerahani@ikEntu yang Bersifat 206 197.346.333.11
Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)
5. | Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu/JKP Tert] 31 38.260.418.1(
(Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Udara
6. | Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional 151 149.127.108.41
Total 2.588 6.905.469.375.4

F.8. FASILITAS PBB BUKAN PAJAKNDNPP®PEN
Fasilitas PBB non-PEN terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontraffrdsagisplidsilsilitas
pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih larjut dalam PM
67/PMK.03/2020.

2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operabefaaititasian pengeluaran alokasi biaya tidak
langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambarigagilitagypsngurangan PBB ini diberikan
sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih la1jR2 tRNAMIBI2K19.

3. Penguangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahBps#ikaplorasi
pengurangan PBB ini diberikan sesudbPRKIK.011/2014.

4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada ta
eksploragtasilitapengurangan PBB ini diberikan sesuairPMKIK.01/2016.

No. Jenis Insentif Jumlah WP Nilai Pemanfaata
(Rp)

1. | Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Miny| 14 15.133.812.83
Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

2. | Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operas - -
Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Lan
Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan
Bumi dan Gas

3. | Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk 23 13.330.273.2(
Pertambangan Minyak Bumi dsuP&la Tahap Eksplo

4. | Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambsz 8 1.604.492.00
Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi

Total 45 30.068.578.043
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F.9. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGRBR3IDRIPR

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yanc
berfungsi sebagai alat penyampaian dataliprpagdan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang

tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusahi
Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telahatilakukan penagih
pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi
perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak
lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBCahpejaaidhuntuk dilakukan pengawasan dalam

rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan
pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan
ketentuan lain yandadr telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal PajakoRéd#8&E tentang
Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impo
(SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti Suratdsdarelaldi3®/PJ.08/2019

tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahur
Anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 agiail dle Sl

TINDAK LANJUT DJP
TAHUN DITERBITKAN DJBC| PERMINTAAN PENJELA| SUDAH DIBAYAR DlPEDR:&L’\JANGKA TELAH TERBIT TIDAK DAPAT|  NPWP TIDAK
SP3DRI IKET WP KETETAPAN DITERBITKAN VALID
SPT TAHUNAN
JML NILAI JML NILAI JML NILAI JML NILAI JMLY NILAI JMLY NILAI JMY NILAI
2018 213| 196.931.791.000 152| 166.757.328.000 31| 5.124.915.000 2 26.536.0000 8| 24.742.844.00Q0 17| 239.574.000 3| 40.594.000
2019 266 7.623.071.287 150 6.018.248.144 110| 1.586.571.14§ 1 11.326.000 - - - - 5 6.926.000]
2020 362 36.743.272.75Q0 85 3.711.653.75Q - - 267| 32.917.950.00Q - - - - 10| 113.669.000
2021 703 64.930.643.000 675 64.837.392.009 - - 6 8.357.000] - - - - 22| 84.894.000
2022 572 57.050.513.00Q 535 56.633.987.000 37| 416.526.009 - - - - - - - -
Grand Total | 2.116| 363.279.291.037 1.597| 297.958.608.894 178| 7.128.012.145 276 | 32.964.169.000 8| 24.742.844.000 17 | 239.574.000 40| 246.083.00Q
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F.10. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, berikut rincian informasi terkait Barang Milik Ne
dan upayapaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

F.10.1.Penatausahaan &amtifikasi Tanah
Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sed&ii8/kA.Berdasarkan data SIMAN, dari
total 1.6 NUP tanah yang ditatausahakan Direktorat Jenderal Pajak, status dokumen kepemilikann
adalah sebagai berikut
1.426 NUPau 2.651.425m2 bersertifikat atas nama Pemerintah Rl c.q. Kementerian Keuangan;
133 NUP atau 577.503m2 bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga,;
30 NUP atau 92.872m2 bersertifikat atas nama pihak ketiga;
7 NUP atau 14.308m2 memiliki dokumenéauel Beli;
1 NUP atau 1.590m2 memiliki dokumen berupa Petok D/Girik/Leter C;
8 NUP atau 13.731m2 memiliki dokumen berupa Surat Pelepasan Hak;
30 NUP atau 63.498m2 memiliki dokumen/bukti kepemilikan lainnya; dan
40 NUP atau 48.857m2 tidak memilikiestokepemilikan atau tidak terdapat informasi dokumen.
Secara fisik, terdapat beberapa kondisi tanah yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak serta ter
tanah yang DJP tidak memiliki bukti kepemilikan namun dikuasai secara fisii, Sedragga bieckut.
a. 7 NUP atau 20.842m2 memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai pihak lain;
b. 4 NUP atau 9.232m2 milik Kementerian Keuangan namun dikuasai entitas pemerintah lain/KL lain;
c. 25 NUP atau 24.707m2 tidak memiliki dokumen kepemilikamasaimdandikau digunakan oleh
DJP.

SQ@ "0 o0 Ty

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam
sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Luas
Nama Satker | BMN Nilai (Rp) Alamat Penjelasan
(m2)

Luas yang disengketa
2560 m2. Masih menun
putusan banding

PK DJP kalah, namun sal
Jalan Kaji Nomor 4 putusan  belum  diteri
552 1.067.323.0¢ PetojdJtara, Gambi kemudian akan konsu
Jakarta Pusat | dengan bagian Adasdluntuk
langkah hukum selanjutny

Bagian Umum | JI. Budhi I, Kebon
KPDJP 143.20§ 4.371.016.057.0 Jeruk, Jakarta

Bagian Umum
KPDJP

Hasil PKinkrght menang
namun masih dikuasai p
ketiga

Bagian Umum Jalan Tanjung Dur
KPDJP 1.650 27.985.452.0( Nomor 49

Hasil PKinkrght menang
namun masih dikuasai p
ketiga

Bagian Umum Jalan Tanjung Dur
KPDJP 1.650 27.985.452.0( Nomor 51
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Luas
Nama Satker | BMN Nilai (Rp) Alamat Penjelasan
(m2)
. . Hasil PKinkrght menang
Bagian Umum 1.650 27.985.452.0( JI. Tanjung Duren namun masih dikuasai p
KPDJP 52 ketiga
KPP Pratama ﬁﬁr:c%t 406/PDT/2014 (s\
Kisaran (KP2KF 200 599.717.00] Cokroaminoto N®. Sudah’ kalah PK di KPB t
Tanjung Balai) diserahkan ke DJKN
KPP Pratama iFr)mtr:cct)).t 406/PDT/2014 (su
Kisaran (KP2KF 130 225.951.00| Cokroaminoto N@. Sudah kalah PK di KPB t
Tanjung Balai) diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Jalan Cokroamino E]Erglc%t A0CIPDTIZ04 (5
@:ﬁfig (KBZIZai?)F 1.067 2.397.291.00 No. 49 Sudah kalah PK di KPB t
jung diserahkan ke DJKN
KPP Pratama il?}};rglc%t 406/PDT/2014 (su
Kisaran (KP2KF 1.067 1.443.443.00 Cokroaminoto N@. Sudah kalah PK di KPB t
Tanjung Balai) diserahkan ke DJKN
Merupakan Sengk
Pengadilan. Pengump
Bahan Gugatan Balik
JI. Sutopo NB2, : :
KPP Pratamaf 2 420 33.335.500.0( Sukarasa, Pengadilan kepada Ahli W
Tangerang Barg Tangerana. Bante untuk Eksekusi Pengosor
gerang, Lahan. Ahli Waris Tomi Ha
Sudah menargkrachti PT
masih dikuasai pihak ketig
Aset tersebuinkracht Milik
160 2.594.963.0C Pemerintah RI d
KPP'Pratgma JI. Ray#&adalarang Kementerian Keuangan t
Cimanhi No. 516 fisik aset masih dikuasai p
lain.
Aset tersebuinkracht Milik
Pemerintah RI d
KP(F;irz;a;]t?ma 63 52.980.00 JI Rahi/fasdféarang Kementerian Keuangan t¢
' fisik aset masih dikuasai p
lain.
Kanwil DIP Jalan Manguni, | Sudah menang di MA na
4,554 2.805.545.0¢ Kelurahan Sasara| Asettersebut masih dikug
Suluttenggomalt . .
Tondano oleh pihak ketiga
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Selama Tahun Anggaran 2022 telah terbit tambahan 19 sertifikat baru atas bidang tanah Direktorat Jenderal
sehingga per 31 Desember 2022 sebanyak 108 bidang tanah yang belum m8etililb wegtiiikdengan

hal tersebut, pada Tahun Anggararin2@gektorat Jenderal Pajak telah melakukampapay@rkait
pengamanan tanah dari sisi hukum, salah satunya dengan menyampaikartifiliasiaoamn kepada

seluruh satuan kerja di lingkungan DJP melalui nota dinas Sekretaris Diréktajak JesrderaND
182/PJ.01/2022 tanggal 6 Januari 2022 hal Haelfidikasianah.

F.10.2. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditien atas nama Menteri Keuangan) t
menerbitkan 210 persetupganindahtanganan, pemushahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang
sebanyak 129.006.138 unit dan nilai perolehan sebesar Rp220.280.163.755,00 (dua ratus dua puluh milia
ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratis\dmappatdh Direktorat Jenderal Pajak

juga telah menerbitkan 385 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 128.945.985 unit barang dengar
perolehan sebesar Rp246.123.978.047,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta sel
retus tujuh puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam .
persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya

F.10.3Tindak Lanjut dan Langkimgkah yang Telah Dilaksanakatam Rangka Tertib Pengelolaan
Rumah Negara

Selama Tahun Anggaran 2022, DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara
penertiban terhadap penghuni rumah negara yanglidédknbmedakukan pengamanan BMN berupa Rumah
Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilagahgaKl Jakarta
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut

No. Kegiatan Jumlah Keteraman

: . Ditehitkanbagi peganai aktif Direktoratlenderal Pajak
Penerfitan SIPRN bagi . _
peghuni RuahNegara 59SIPRN ﬂllé/\n;gah DKl Jakartayang berhak menempati Rumah
I Ditetitkan kepada penghuni Rumah Negara yang
2 Eiagi pen;tjni Ru::gi 10Surat merupkan pegawai aktif yang belum melunasi

Negarapegawaiakif Himbauan I;m:ban pembayaran PBB atas RunahNegara yarg
Diterbitkan Surat Permintaan Mengembalikan
Negara kepada penghuni Rumah Negara ya
19 Surat memasuki masa pensiun dan/atau pihak yar
Permintaan| berhak untuk segera mengembalikan Rumah
kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat D

1

Permintaan

Mengembalikan  Run
3 Negara yang masih dil
oleh pensiunan dan/a

pihak yang tidak berhak Jendral

Hmbauan pengembalian

Rumah  Negra bagi Ditehitkankepada penghuni RumahNegara Orektorat
4 peganai aktif yarg mutasi | 6 Surat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yarg telah

keluar wilayah DKl Jakarta| Himbauan muiasi keluar wilayah DKI Jakarta dan felum

(Pegawai  Aktif  Luar mengembalkanRumahNegarayangdihuni

Daeah/PALD)

Peringatan Mengosong
Rumah Negara yang m;
5 | dihuni oleh pensiur
dan/atau pihak yang ti
berhak

Diterbitkan Surat Peringatan untuk Mengen
3 Surat Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negs
Peringatan | telah memasuki masa pensiun dan/atau pihg
tidak berhak untuk segera mengembalikan
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No. Kegiatan Jumlah Keteramgan
Negara kepada Bagian Perlengkapan Sek
Direktorat Jenderal
Diterbitkan Somasi untuk Mengembalikan
: Negara kepada penghuni Rumah Negara ya
I\S/Izmaslson kan léﬁt; memasuki masa pensiun dan/atau pihak yat
6 9 19 13 Somasi | berhak untuk segera mengembalikah Riggara
Negara Direktorat Jend ) .
. kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat D
Pajak
Jenderal dalam rangka pelaksanaan upaya
pengamanan rumah negara
Lapora(r;laan Serl_\r)le?msg 26 Kanwil Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat
7 NI e |geral Direktoratienderal dan1 Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan
Pa%ll( KPDJP Bagian PerkngkapanDirektoratlenderal Pajak
. . Dilakukan pemeliharaan Rumah Negara sebanyak10
Pemelinaraan ~ Rumah) 12Unit unit rumah, Pemeliharaan dilakuian terhalap Renah
8 Negara Drektoratlenderal | Rumah N dencan Kondisi K ri K ;
Pajak Negara egara dengan Isi rusak ringan untuk menjaga
kondisi RumahNeparaagarteiap layak huni.
Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan
Re i Rurah Nesara 11Unit dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi
9 dalamkondisi rusakb;?at Rumah Rumah Negara agar tetap layak huni. Renovasi
Negara dilakukan terhadap 16 unit Rumah Negara dalam
kondisi Rusak Berat.
. Kegiatan monitaring dilakukanuntukmelakukan dalog
Melakukan Dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu
Kunjungan ke Penghuni . . ) :
: pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketga secara
10 | Tidek Bethak Untk | 46Kegiatan beikal ) dial i K
Ve lkan Rurah a dengan tuuan dialog persuasif untu
ngemba mengembalikan Rumah Negara [rektorat Jenderal
Negara Paijak.
Pengecatan pagar Rumah | 10Unit PengecatandlakukandiKompleks Pajak Kemanggisan
Negra dngan warna Pagar o S
11 ! ) yarg dihuni oleh pegawaiaktif maupun dalamkeadaan
seragam bagi penghuni | Rumah koso
yarg berhak Negra g
Pembangunan Pos Satpam dilakukan di Kompleks
12 ll:errbangg;lan saipampos 1Unit Pos | Pajak Cpete. Penyelesaian Tomang Il dan Kompleks
oS Pajak Meruya Selatan H. Juhri
Optmalisasi peranpetugas 120m@nN Opimalisasi  peran petugas keamanan dengan
13 keamanan  di dalam g 9 menempatkan8 orangpetugas keamanandi Kompleks
kompleks rumah negara EEt 9as n PajakKemanggisan, 1 oraig di Kompleks Pajak Cipete
Direktoratlenderal Pajak dan1 orag di Kompleks PajakMeruya Selatan H. Juhri
Pemasangan 17 unit kamera pengawas (cav) yang
' e'“‘"‘sa‘m'ga‘s ' " dv)"a“ezj"’i‘ 6 Unit tersebar di Kompleks Pajak Cipete sebanyak 5 unit,
14 Ez?%?lels Rumah Nesara kamera Kompleks Pajak Kemanggisan sebanyak 7 unit dan
: A sengawas | Kompleks Pajak Meruya Selaan H. Juhri sebaryak5
Direktoratlenderal Pajak .
unit kamerapengawes.
Pemasangan alat meteran listrik token prabay
Pasang baru dan mig| 21 Rumah | rumah negara dan mess dengan rincian: 8 r
15 | listrik prabayar pada ruf Negara dan| KomplekPajak Kemanggis@nUnit Mess Madras
negara Mess 2 rumah Lebak Bulus, 1 rumah Kramat Jati, da

KH Mas Mansyur (Sudirman)
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F.10.4Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik

Negara (BMN) yang SudiaktrachtPer 31 Desember 2022

141

Negara DJH
di Jalan Tj
Duren Raya
dan Delima
Raya No.1
RT.002/005,
Kel. Tanjung
Duren

SelatanKec.
Grogol

Petamburg
Jakarta Baral

Rumah negar,
dikuasai secara fig
tanpa SIPRN olg

Pensiunan R. Sabe
Kemudian
pensiunan  terseb
menggugat Perbuate
Melawan Hukum |
Pengadilan Nege
Jakarta Selatq
dengan Nomor Perki
627/PDT.G/2014/
PN.JKT.Se

PK
Nomor : 532 PK/PC
2018, DJmenang

No| Objek BMN Permasalahan |Kondisis.d.Sekaran Sltjl(tlljrsr] Keterangan
KantoPusat DJP
a Tanah Mess | Pengakuan/klaim Putusan Pé#iberikan Inkrach| Pada perkara410/
DJP diJalan| atas tanah mess D{ dengan ama PDT.G/2018N.Jkt
Kaji, Petojq oleh H. Ali Ubaidi di | putusan menola .Pg, DJPsebagai piha
Utara, Jakarta Pusat permohonan Riéri turutergugat
Gambir, DJP.
Jakarta 531/Pd&/2010/PN.J
Pusat. kt. Pst jo.
180/PDT/2012/
PT.DKI jo
1289KPdt/
2014 jo. 59PK/PDT
2017. Dilanjutkg
dengan Gugatg
Perlawananderden
verzet oleh DJKN
Perkara Nomor :
410/PDT.G/20P8!.
Jkt
.Pst (saat ini pad
1 tahap Kasasi)
b Tanah Rumal Tanah berikut Telah ada Putusg Inkrach
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Status
No| Objek BMN Permasalahan |Kondisis.d.Sekaran{ Hykum Keterangan
¢ TanalRumah| Gugataatas SK Putusan  Kasasi| Inkrach
Negara DJH Kepala Kanwil BPN PTUN
di JI Delimg DKI Jakarta nomor | homor 63
Raya No.49 31/HGB/BPN.31BT | K/TUN/2019
Tj.  Duren| L/2016 tgl 23 Juni | Menolak
SelatanKec. | 2016 oleh Tju permohonan  Kasg
Grogol Achmadi Surya yang diajukan oleh
Petambura Tju Achmadi Sury
Jakarta Baral DJP Menang
d Bagian Tanall Pengakuan / klaim | 21 Juli 201@utusan Inkrach
DJP Sertifikg Hasan BiMadjid atay 431/Pd&/2015/
Hak  Paka| bagian tanah sertifif PN.Jk
Nomor 12| Hak Pakai Nomor | Brt, Menyataka
Kemanggisar atas nama DJP Lu| gugatan
Sport Housg Tanah DJP sesuai| penggugat tidak
(KSH) Kel.| Tanahyang | G iy karena
Kemanggisar diklaim milik penggug kuang pihak
e Tanah Rumali Klaim bahwa Perkara nomor Inkrach
Negara dil Penggugat berhak| 249/Pd&/
Perikani untuk memperolg 2019/PN .JktTelah
5 dan JI pengalihanhak atas diputusoleh Majelig
Tj. Keliling nq tanah dan banguni Hakim PN Jakar
9,11,12,13,14 Rumah Negara di | Timur melalu
. dan 15| Perikani5 dan JI T| PutusanSela. DJR
Pulogadung, | Keliling no 9,11,12,1 Menang
Jakarta Timu| 14, dan 15
Pulogadung, Jakal
Timur
2 [KANWIL DJP SUMATERA UTARA I
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Status
No| Objek BMN Permasalahan |Kondisis.d.Sekaran{ Hqykum Keterangan
a Tanah Ahli waris Tengku DJP telah melakuk{ Inkrach{ DJKN melakukan
gedung Samenan memintal upaya hukum P upaya hukun
KP2KP pengembalian tan{ Atas permohonan F perlawanan mela
TanjundBalai | tersebut kepada DJ tersebut, M4 register perkar
(luas 1067 proses hukum gugat menolak No.5/Pd&/PLWI/
m2, lokasi d atas permohonan tersel] 2017/PN.Tjb  (Saat
Ji tanah oleh ahli wa| melalui Putusa inipada tahap Kasas
Cokroaminot ;t’a\ln_?_}(gaa?hmenm Nomor KP2KP Tanjund@alai
Nomor 49 T 406 PK/PDT/2014. mengajukan  gugat
Balai, perbuatan melaw
Sumatera hukum dan saat ini te
Utara) mengajukan PK tang
19 Maret
2020 atas putusan nor
48/Pdty
2016/PNjb jo.
299/Pdt/ 2017/PT Wil
jo. 690Kdt/ 2019
3 [KANWIL DJP JAWA BARAT Il
a Tanah KPP | Tanah yang dibeli Putusan PKomor | Inkrach] Koordinasi dengg
Pratama yan{ DJP (Andiasrul) daf 2>79pdtG/2015 Biromadan terkg
berada di J Rudi Hartono sebag tangaal 23 Oktob penghapusan
Margonda, penjual telah diju 99
Depok kembali oleh Ru 2015, DJP kalah
Hartono ke Pihak lail
b Tanah dan | Gugatan Telah ada Putusg Inkrach| Koordinasi dengg
Bangunan pengajuan kepemilik PK Biromadan terka
Kantor KPF yang diajukan oleh | Nomor 769 PRt/ penghapusan
Pratama Depq Moehammad J.A 2017. DJRalah
Cimanggis ’
4 | KANWIL DJP JAWA TENGAH |
a Tanah Kanw| Tanah Rumah Persidangaelah Inkrach{ a Tanah rumah
DJP Jawg Negara belum Db{ sagmpai pada upa negara di  Gaja
Tengah | ruma SHPdan mskikuasai h kp pPK P Mungkur, Semarar
negara di Gaja oleh  pihak  [ai| UKUM yan Aset sudah dikuas
Mungkur, (keluarga pensiunan| diajukan pihal Kanwil DJP Jateng |
Semarang Pengguda Atas PK
tersebut, telah ac
putusan PK No.15(
PK/ TUN/2017 ya
menolak
permohonan PK.
5. | KANWIL DJP SULUTTENGGO DAN MALUT
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K/

putusan PK No.24
Pdt/1986 vyar
menolak

permohonan PK

Status
No| Objek BMN Permasalahan |Kondisis.d.Sekaran{ Hqykum Keterangan

Tanah negara ({ Tanah Negara bel| Persidangaelah Inkrach| Tanah negara dalan
jalan  mangun ber SHP.dan masill sampai pada upa Manguni masih dikua
Kelurahan dikuasai oleh pihak I hukum PK yan oleh pihak laiBgngkets
Sasaran (Masyarakat) diajukan piha dengan Julie Singkoh
Tondano Pengguga Atas PK

tersebut, telah ag

6. | KANWIL DJP JAWA BARAT |

Tanah dar Sengketa Pengadilal Kalah di kasas| Inkrach| Kalah di kasag
Bangunan KP rencananya akg rencananya akg
Pratama Cima dilakukan PK dilakukan PK.
(160/63) JI. Ray Dikuasai oleh pih
Padalarang N ketiga
516

7. | KANWIL DJP BANTEN
Tanah Sengketa Pengadilal Sudah menan Inkrach| Akan dilakukal
JI. Sutopo No.2 inkrachdi PT masil pengosongan aset
Sukarasa, dikuasai pihak ketig
Tangerang,
Banten.

F.10.5Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022

Kode Uraian Jumlah Jenis Nilai KDP/ATB
Nama Satker KDP/ ) per 31 Desembg Keterangan
KDP/ATB | KDP/ATB ATB Pekerjaan 2022 (Rp)
Gedung dar Ezmﬁ? Telah selesai
KPP Pratama | ;14141004 Bangunan Gedung Kerjs ~ 2.170.827.3( dengan masa
Lubuk Linggau Dalam ] pemeliharaan 6
: Utama Lantal
Pengerjaan 5 bulan
Pengadaan
Gedung dar| Jasa Dilanjutkan
Kgnwn DJP 2010101004 Bangunan Konsultan5| 198.026.47 menggunakan
Riau Dalam Renovasi Atal anggaran tambah
Pengerjaan Kanwil DJP berikutnya
Riau
Pekerjaan baru
Sedngdal | enoves e ey
Sumatera Utar| 7010101007 2219 ng 43.560.00( P naan,
I Dalam Kerja Lantai 4 belum dilanjutkan
Pengerjaan dan Lift karena belum adg
anggaran
. Dilanjutkan dengg
Gedung dar Pekerjaan menggunakan
KPP Pratama Banaunan Renovasi Atal anaaaran tambah
Jakarta Gambi| 701010100 9 Bangunan 3.335.011.8¢ 299
; Dalam pada tahun
Tiga : Gedung
Pengerjaan anggaran
Kantor ;
selanjutnya.
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Kode Uraian Jumlah Jenis Nilai KDP/ATB
Nama Satker KDP/ , per 31 Desembsg Keterangan
KDP/ATB | KDP/ATB ATB Pekerjaan 2022 (Rp)
Semarang | 7010101001 229 1 2.840.256.87 MeN9Y
Ti Dalam Gedung tahun anggaran
imur .
Pengerjaan yang lalu
Kegiatan Belanja
Modal Kontruksi
Gedung dar Belanja Mod atas Gedung dan
KPP Pratama / Bangunan Konstruksi Bangunan Pada
Bengkulu Dua 7010101004 Dalam 1 Gedung dan 57246212 KPP Pratama
Pengerjaan Bangunan Bengkulu Dua telg
selesai
dilaksanakan
Kontrak pekerjaar
Gedung dar| ;?Ddﬁﬁg belrj._alan,
KPP Pratama Bangunan Pembanguna muial
7010101007 1 25.283.506.3( tanggal 11 Oktobg
Banda Aceh Dalam Gedung .
Pengerjaan Kantor 2022 sampal
dengan 23 Janua
2023
Renovasi
KPP Pratama S:gggr?a%ar Gedung Pos
. 7010101004 1 Pengawasan 81.490.65
Kuningan Dalam
Pengerjaan dan Mess
Kadipaten
Pekerjaan
Konstruksi telah
Gedung dar| Pekerjaan sellesa|, .tetsp'
KPP Pratama Bangunan Layoutlang belum _dlre am K[
. 7010101007 1 ; 184.482.00 selesai pada
Majalaya Dalam Ruang Kerja o
. . Aplikasi SAKTI,
Pengerjaan Kolaborasi : .
sehingga masih
muncul KDP padg
Neraca akhir tahu
Pekerjaan
Gedung dar Konstruksi
KPP Pratama | Bangunan Pembanguna Masa pemeliharag
Cibitung 7010101003 Dalam 1 Sistem 1.879.263.48 s.d. 0862023
Pengerjaan Pengendaliar]
Banijir
Proses
Pengadaan pembangunan
Jasa terhenti pada taha
Konsultasi perencanaan
Gedung dar )
KPP Pratama Banqunan Perencanaan karena;
, 7010101004 g 1 Pembanguna 882.555.94| - PenelitiaBoll
Tanjung Redel Dalam
P , Gedung KPP Testyang
engerjaan
Pratama menyatakan
Tanjung Adi perl u
Redeb penyelidikan tana

hingga kedalamat,
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Nama Satker

Kode
KDP/ATB

Uraian
KDP/ATB

Jumlah
KDP/
ATB

Jenis
Pekerjaan

Nilai KDP/ATB
per 31 Desembsg
2022 (Rp)

Keterangan

minimum 20 mete
karena struktur
tanah di kedalam
4 meter hingga 6
meter merupakan
struktur tanah
sangat lunak /
rawao.

- Hasil Tes Sondir,
yang menyatakan
bahwa
dikhawatirkan akg
terjadkeruntuhan
tanah akibat
pemancangan.

- Proses usulan
untuk melakukan
tes sondir sampai
kedalaman 30m
belum ada tindak
lanjutnya/belum
ditemukan hasilny,
-Sesuai hasil uji
tanah borirgPT,
maka jenis
kepadatan tanah
keras (hard) diday
pada kedalaman
42,00 m

Berdasarkan Hall
tersebut, KDP telq
dilakukan usul
penghapusan
karena sebab
sebab lain.

Kanwil DJP
Jawa Timur Il

7010101007

Gedung dar
Bangunan
Dalam
Pengerjaan

Renovasi 11
Unit Rumah
Negara pada
Kanwil DJP
Jawa Timur |

4.990.039.29

Masa Pemelihara

KPP Pratama
Manado

7010101004

Gedung dar
Bangunan
Dalam
Pengerjaan

Pekerjaan
Renovasi
Gedunglan
Sarana
Pendukungny
a kPP
Pratama
ManadoA

2022

34.092.70

Definitif akan
diselesaikan di
tahun 2023

www.pajak.go.id

LaporanKeuangarDJPTA2022 Audited



@ Cdip

147

N Satk Kode Uraian Jﬁg:f/h Jenis N"giliéDP/ATE Ket
ama Satker . per esembsg eterangan
KDP/ATB | KDP/ATB ATB Pekerjaan 2022 (Rp)
Gedung dar,
KPP Pratama | Bangunan Pembanguna Akan dilanjutkan
Subulussalam 7010101003 Dalam 1 Gedung 3.632.07348 tahun 2023
Pengerjaan Kantor
KDP Pembangun
Pagar Kantor
KP2KP Dompu
Lama atas
pembangunan
pagar yang hanyg
Gedung dan sampai tahap
KPPPratama Pembangun Bangunan perencanaan
. 7010101003 an Pagar 1 36.894.00( " :
Raba Bima dalam direncanakan unt
Kantor . .
pengerjaan dihapuskan karen
tanah dan
bangunaidledan
telah
diserahterimakan
kepada pengelola
barang
KANTOR A
DIREKTORAT| 701010100z dalam 1 UKPBJ 9.550.00( tahun anggaran
JENDERAL Pengerjaan PIJKEL yang lalu
PAJAK
Pengadaan
System —
KANTOR Integrator Dilanjutkan dengg
Aset Tak . : menggunakan
PUSAT Berwujud Sistem Int anggaran tambah
DIREKTORAT| 8020101001 Dalam 1 Administrasi | 654.189.537.5] pada tahun
JENDERAL Pengerjaan Perpajakan anggaran
PAJAK (Core Tax laniutn
Administratio selanjutnya
System)
Gedung dar Renovasi
KPP Pratama | ;1 41qg4 Bangunan |, | Gedung KPPl ¢ 514 157 65 Masa Pemelinara
Sidoarjo utara Dalam Pratama
Pengerjaan Sidoarjo Utar
Pekerjaan
Jasa
Konsultasi
Gedung datf Konstruksi
KPPPratama Bangunan Perencanaan Penundaan
Jakarta Duren | 7010101007 Dalam 1 Konstruksi 233.503.60| pelaksanaan
Sawit Pengerjaan Renovasi pekerjaan renova
Gedung KPP
Pratama

Jakarta Dure

Sawit
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N Satk Kode Uraian Jﬁg:f/h Jenis N"giliéDP/ATE Ket
ama Satker ) per esembe eterangan
KDP/ATB | KDP/ATB ATB Pekerjaan 2022 (Rp)
Paket
Pengadaan
Pekerjaan
Renovasi
Gedung
Kantor dan
Gedung dar Sarana
KPP Madya D 2010101001 Bangunan 1 Pendukungny 5.896.162.11
Bandung Dalam a Kantor
Pengerjaan Pelayanan
Pajak Madya
Dua Bandung
Tahap Il
Tahun
Anggaran
2022
KANTOR
PUSAT Gedung dar| Pekerjaan Masih dalam taha
DIREKTORAT| 7414101004 BAN9UNAN | 1| Renovasi 6.653.111.39 Pengerjaan (KDP
JENERAL Dalam Gedung A2 Bagian Umum NU
PAJAK (Bagiat Pengerjaan 28)
Umum)
KANTOR Sudah tidak
PUSAT Gedung dar| Renovasi diilanjl:jtkanlgan
DIREKTORAT 4 Bangunan akan diusulkan
JENERAL 701010100 Dalam 1 ﬁgmaarg 40.639.73 penghapusan KD
PAJAK (Bagiar Pengerjaan 9 (KDP Bagian Umi
Umum) NUP 4)
KANTOR Sudah tidak
PUSAT Gedung dar Renovasi dilanjutkan dan
DIREKTORAT 201010100 Bangunan 1 Rumah 2 630.00( akan diusulkan
JENERAL Dalam Negara penghapusan KD
PAJAK (Bagiar Pengerjaan (KDP Bagian Umi
Umum) NUP 23)
Pekerjaan
Gedung dar, Perencanaan
Kanwil DJP | Bangunan Renovasi
Jawa Barat Il 7010101003 Dalam 1 Gedung 537.821.22
Pengerjaan Kanwil DJP
Jawa Barat Il
Gedung dar Pembanguna
KPP Pratama | 7414101001 B2N9UNaN | ¢ | Gedung 589.467.27 Masa Pemelihara
Natar Dalam
. Kantor
Pengerjaan
KPP Pratama Tanah Pembanguna _
7010101007 Dalam 1 Gedung 504.493.18] Masa Pemelihara
Natar .
Pengerjaan Kantor
Gedung dar Pembanguna
KPP Pratama | 7414191007 B2N9UNaN | 1 | Gedung 389.781.35| Masa Pemelihara
Natar Dalam
. Kantor
Pengerjaan
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Kode Uraian Jumlah Jenis Nilai KDP/ATB
Nama Satker KDP/ , per 31 Desembsg Keterangan
KDP/ATB | KDP/ATB ATB Pekerjaan 2022 (Rp)

Gedung dar Pembanguna
KPP Pratama | 7414191004 B2N9UNaN | 1 | Gedung 949.818.69| Masa Pemelihara
Natar Dalam

. Kantor
Pengerjaan

F.11. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMURN BPK

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggarae2080 2afdai

temuan pemeriksaan BPK Rl yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJI
telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 201
2021, temuan pemeriksaan BPKnBInganjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan
ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.12. REKENING PEMERINTAH
F.12.1 Rekening Pemerintah

Terkait inventarisasi rekening Pemerintah di lingkungan Direktorat JeetamaliRgaldengan kebijakan
Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening, dapat diinformasikan bahwa terdapat 992 rekening
aktif, dengan rincian sebagaimana Taloktldadah ini. Rekening tersebut terdiri dari 396 rekening bendahara
pengeluara 157 rekening bendahara pengeluaran pembantu dan 439 rekening Pemerintah lainnya.

Tabel F.11.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2022
Per 31 Desember 2022

Kode Jumiah JUIELT
Kanwil NEUIE Rekening Aktif SEED () R[()ailt(jttlgg
- Instansi Pusat 12 - 1
10 Kanwil DJP Aceh 27 -
20 Kanwil DJP Sumatera Utara | 21 -
30 Kanwil DJP Sumatera Utara Il 25 -
40 Kanwil DJP Riau 23 -
50 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 32 - 2
60 Kar_1wi| DJP Sumatera Selatan dan Kep. | 31 )
Belitung
70 | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 31 -
80 Kanwil DJP Jakarta Pusat 34 -
90 Kanwil DJP Jakarta Barat 24 - 4
100 | Kanwil DJP Jakarta Selatan | 19 -
110 | Kanwil DJP Jakarta Timur 23 - 1
120 | Kanwil DJP Jakarta Utara 19 - 5
130 | Kanwil DJP Jakaausus 21 - 1
140 | Kanwil DJP Banten 27 -
150 | Kanwil DJP Jawa Barat | 36 - 1
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Kode Jumlah Jumla_h
Kanwil NEIIE Rekening Aktif D (R RDeiit(StT;Sg

160 | Kanwil DJP Jawa Barat Il 25 - 1
170 | Kanwil DJP Jawa Tengah | 40 -
180 | Kanwil DJP Jawa Tengah Il 37 -
190 | Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 13 -
200 | Kanwil DJP Jawanur | 28 -
210 | Kanwil DJP Jawa Timur Il 55 -
220 | Kanwil DJP Jawa Timur llI 35 -
230 | Kanwil DJP Kalimantan Barat 29 -
240 | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Ten 46 - 5
250 | Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 28 - 3
260 _Ilfg::évélatr)élsulawesi Selatan, Barat, dan 53 )
270 gggv&//lllaﬁP Sulawesi Utara, Tengah, Gof 40 i 1
280 | Kanwil DJP Bali 21 -
290 | Kanwil DJP Nusa Tenggara 31 - 1
300 | Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan M3 31 -
310 | Kanwil DJP Waihjak Besar 10 -
320 | Kanwil DJP Jakarta Selatan Il 20 -
330 | Kanwil DJP Jawa Barat 29 4.994.,94¢
340 | Kanwil DJP Kepulauan Riau 16 -
Total 992 4.994.94¢ 26
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F.12.2 Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dalam prosgenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhad
harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung d

reke

ning dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank MandRek&ongpr700007443182, Nama

Rekening: RPL 019 SESDITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Peneg
Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan ade
permintaan pengeluaran Benda SitagrSitaam) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

a.
b.
C.

bendasitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;

penyidikan dihentikan;

pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilam
berita acangelimpahan perkara; atau

lainnya berdasarkan ketentuan perumttamgan yang berlaku.

Per 31 Desember 2022, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp502.295.87
Saldo tersebut berasal dari penyitaan terhadap uang yaledp dirféhkpat) Wajib Pajak dengan rincian
sebagai berikut:

No. Jenis Tindak Pidana Nominal (Rp)
1. | Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 500.000.00
2. | TPPU 2.286.30!

Jumlah 502.286.30

Terdapat selisih antara saldo rekemiBd Desember 2022 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar

Rp9
kem

575,34 (Rp502.295.87&BB02.286.303)00umlah tersebut berasal dari bunga yang belum didebit
bali.
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F.13. PERKEMBANGAN CAPAIAN CORE TAX PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTHERS$!I PERPAJ
(PRIORITAS NASIONAL)

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakuésedprodaduata

kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaksisRavarungstraBierpajakan
adalalmembangulistenTeknologi Informasi Perpajakan delatfannteknologi baru yang meliputi sistem

inti perpajakacofe tax syst¢rdan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan
yang efelttiefisien dan memiliki fleksilyiitag tinggCore tax administration systenctakup keseluruhan

fungsi sistem administp@spajakan, antara lain meliputi pendgitardayaran, pelaporan, pengawasan,
pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yargudikoglablidsisitu sistem
akuntansi yang terintegii@sigayer Accounj}ing

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan SisBarpajdkanistrasi
Pertamasaat insIDJRelunmencakukeseluruhaadministrasi inti perkajaseperti melakukan konsolidasi
data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan adimiipsinaajakatainnyamelaluilTaxpayeAccounting
Kedua, teknologiyang digunakamutofdate yang mengakibatkasulitan pengembangatemdystem
maintenangelan kesulitamengintegrasikdengarsistem/aplikdaterfaceeknologip{atformyangbaru.
Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informas

Dalam pelaksanaannya, penganggembarua®istemAdministrasterpajakan mengaqada surat
persetujuaMenteriKeuangarNomorS487/MK.01/2022nggal31 Mei 2022 tentang Persetujuan Menteri
Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas Perubahan Komposisi Pendanaan persetujuan Kontrak Tahun .
Pekerjaan Pembaruan Sistearmad?erpajakan.

Pagu Aggaran dan Realisasi Pemb&igtgm InfdministraBierpajakafahun Anggaran 2022

Trajektori Target Anggaran (Rp)

Realisasi Outp Realisasi %
Paket Pagu s.d. 31 Desemd Anggarars.d. | Realisasi
Triwulan | TWIIITWII|  TriwulanV 2022 31 Desember 20]Anggaran
System
| 371.857.437.00013.418.199.00¢ O | O [368.439.238.00 371.857.437.00 100%
ntegrator
Owner's Agent
Change 4.891.739.00¢ 44.966.0000 O | O | 4.846.773.00( 4.891.738.63( 99,99%
Management 20 Prose
Bisnig

(Developmeén

Owner's Agent
Project

Managemen | 36.564.424.00] 366.109.00¢ O | O | 36.228.315.00( 30.612.434.55] 83,72%
t and Quality
Assurance

*) Sumber: Aplikasi SAKTI RPD Hal Il DIPA
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AnggaranPembaruarSistem Inti AdministrasPerpajakanPSIAP)Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp413.313.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp407.361.610.185,00 atau sebesar 98,56% yang terk
dalam beberapa paket pengadaan yaitu:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pengdslgsiem IntegratBistem Inti Administrasi Perpa{@l@ae Tax
Administration Systeengan pagu sebesar Rp371.857.437dad0r88alisasi Rp371.857.437.000,00
atau 100,00%.

2. PelaksanaaRekerjaadasaKonsultasdwner'?Agent ProjectManagememind QualityAssurance
dengananggaransebesar Rp36.564.424.00@@0 realisasi sebesar Rp30.612.43@.584)0
83,72%

3. Pekerjaan Jasa Konsultasi Owner's Agent- Change Management dengananggaran
Rp4.891.739.000,00 d=atisasi Rp4.891.738.68atAu 99,99%

F.14 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

Sesuai amanat Undaimglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
pemerintah menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak 1 Januari 2022 s
dengan 30udi 2022. Melalui program ini pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak unt
melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pemba
PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terdapat dua kebijakan yatgrdlalam program ini. Kebijakan | diperuntukkan bagi peserta Amnesti Pajak bail
orang pribadi maupun badan yang ingin mengungkapkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilap
dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) ketika mengikuti Amnesti Pdakij@idapll diperuntukkan bagi

wajib pajak orang pribadi baik peserta Amnesti Pajak maupun non peserta Amnesti Pajak yang ir
mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki sampai d
31 Desember 2020 deelum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2020.

Sampai dengan berakhirnya PPS pada 30 Juni 2022, program ini mencatatkan realisasi PPh sebesar Rp
triliun. Realisasi PPS tersebut berasal dari 247.918 WP dengan menyampaikan 308.059 Surat Keterar
Peneimaan setoran PPS tersebut merupakan setoran atas pengungkapan Nilai Harta Bersih yang dideklara:
oleh Wajib Pajak dengan total Nilai Harta Bersih mencapai Rp596,37 triliun. Sebagian besar harta ters
merupakan Harta Bersih deklarasi dalam aredtaitd Bersih yang direpatriasi dengan jumlah gabungan
mencapai Rp513,94 triliun. Selain itu, pengungkapan harta juga dilakukan atas Harta Bersih dalam bentuk iny
sebesar Rp22,35 triliun dan Harta Bersih deklarasi luar negeri sebesar.Rp60,07 triliu
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